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KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa
kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat,
taufik, dan hidayah-Nya sehingga buku Ekonomi Syariah:
Fondasi, Prinsip, dan Aplikasinya dalam Dunia Modern ini
dapat tersusun dan diselesaikan dengan baik. Shalawat dan
salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri
teladan utama yang ajaran-ajarannya menjadi pedoman
umat dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam tata
ekonomi yang berkeadilan.

Buku ini hadir sebagai kontribusi akademik
sekaligus respons terhadap semakin meningkatnya minat
dan kebutuhan masyarakat terhadap sistem ekonomi yang
berbasis nilai-nilai syariah. Ekonomi syariah bukanlah
sekadar alternatif dari sistem ekonomi konvensional,
melainkan sebuah sistem yang memiliki fondasi spiritual,
prinsip moral, dan kerangka operasional yang menyeluruh,
berpijak pada ajaran Al-Qur’an dan Sunnah.

Dalam buku ini, pembaca akan diajak untuk
memahami secara mendalam tentang dasar-dasar ekonomi
syariah, prinsip-prinsip fundamental seperti keadilan,
kejujuran, larangan riba, dan distribusi kekayaan yang
merata, serta bagaimana  prinsip-prinsip tersebut
diimplementasikan dalam berbagai praktik ekonomi
kontemporer. Tidak hanya itu, buku ini juga menyoroti
dinamika, tantangan, dan peluang penerapan ekonomi
syariah di era globalisasi dan digital saat ini.

Harapan penulis, buku ini dapat menjadi bahan
bacaan yang bermanfaat bagi mahasiswa, akademisi,
praktisi ekonomi, serta seluruh pihak yang tertarik
mengembangkan ekonomi yang etis, adil, dan berkelanjutan.
Selain itu, buku ini juga diharapkan mampu mendorong
lahirnya kesadaran kritis dan konstruktif dalam
membangun tatanan ekonomi yang tidak hanya produktif
secara materi, tetapi juga berkah dan maslahat bagi umat.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penyusunan
buku ini tentu belum sempurna. Oleh karena itu, kritik dan
saran yang membangun sangat diharapkan demi
penyempurnaan edisi mendatang.

Salam,
Penulis
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Mohammad Saiful Rifai, S.T., S.E., M.M.

BAB 1

KONSEP DASAR
EKONOMI SYARIAH

A. Pendahuluan

Aktivitas ekonomi merupakan rutinitas yang dijalankan
mulai dari lingkup paling kecil yaitu individu, keluarga hingga
Negara. Ekonomi menjadi aspek yang sangat penting demi
berjalannya kehidupan dalam pemenuhan setiap kebutuhan
melalui kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi. Kebutuhan
pokok manusia terbagi menjadi tiga yakni primer, sekunder dan
tersier yang selalu diupayakan untuk terpenuhi demi mencapai
kepuasan. Pada dasarnya masalah pokok perekonomian adalah
keinginan dan kebutuhan manusia yang bersifat tak terbatas,
sedangkan alat pemenuhan yang tersedia memiliki
keterbatasan.

Ekonomi syariah bukanlah sesuatu yang baru karena
praktiknya sudah dimulai sejak zaman nabi Muhammad SAW
dan terus berkembang hingga sekarang. Hanya saja sistem
ekonomi syariah belum benar-benar diterapkan secara penuh
di berbagai Negara termasuk Indonesia. Penerapan ekonomi
syariah masih terbatas pada sektor lembaga keuangan dan
asuransi syariah, dengan produk yang familiar adalah
murabahah. Padahal ruang lingkup ekonomi syariah lebih luas
lagi termasuk aspek makro ekonomi Negara. Hal inilah yang
menjadi tantangan bagi pemerintah untuk dapat menjadikan
ekonomi syariah sebagai solusi atas berbagai ketidak adilan
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yang diciptakan oleh sistem ekonomi konvensional. Karena
dalam praktiknya ekonomi syariah sangat menjunjung tinggi
nilai etika, moral dan prinsip keadilan yang tegas demi
kemaslahatan bersama.

Ekonomi syariah adalah istilah yang familiar didengar,
karena tren bisnis dengan branding syariah sudah banyak
bermunculan seperti contohnya penginapan syariah, toko roti
syariah, dan lain sebagainya. Namun mengenai makna dan
konsep dasar yang dimiliki belum banyak dimengerti oleh
semua orang, apalagi istilah-istilah yang digunakan banyak
menggunakan bahasa arab dan terkesan asing. Pada bab ini,
penulis mencoba memberikan gambaran mengenai konsep
dasar ekonomi syariah mulai dari pengertian, ruang lingkup,
prinsip dasar, karakteristik, tujuan, sumber pedoman, sejarah
singkat, serta perbedaannya dengan ekonomi konvensional.
Dari pemaparan yang singkat ini diharapkan mampu
memberikan wawasan baru terkait ekonomi syariah, sehingga
timbul kecintaan wuntuk menjalankannya dan mampu
memperbaiki aspek muamalah yang selama ini dijalankan.

. Definisi Ekonomi Syariah

Ekonomi merupakan sebuah kata yang sangat familiar di
hampir semua kalangan. Masyarakat awam mengartikan
ekonomi sebagai sumber pemasukan atau penghasilan dan
identik dengan uang. Persepsi masyarakat tersebut tidaklah
salah, namun juga tidak sepenuhnya tepat jika hanya diartikan
sesempit itu. Secara etimologi, ekonomi berasal dari bahasa
yunani oikos yang memiliki makna rumah tangga atau keluarga
dan nomos yang memiliki makna norma/ aturan/ hukum. Dari
kedua kata tersebut kemudian digabung membentuk kata
oikonomia yang memiliki makna aturan dalam pengelolaan
rumah tangga. Kemudian kata syariah secara etimologi memiliki
makna “jalan ke mata air”. Syariah merupakan salah satu dari
tiga inti sari dari ajaran Islam yakni akidah, akhlak, dan
syariah. Sehingga ekonomi syariah juga dapat disebut sebagai
ekonomi Islam. (Mubarok, et.al., 2021)

Terdapat beberapa definisi ekonomi syariah yang telah
dibuat oleh para ahli, diantaranya adalah sebagai berikut:
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1. M.A. Mannan

Imu ekonomi Islam merupakan bagian dari ilmu

pengetahuan sosial yang berfokus mempelajari masalah-

masalah ekonomi dan memiliki korelasi dengan nilai Islam.

(Itang, 2015)

2. Khursid Ahmad

IImu ekonomi Islam merupakan suatu ilmu yang berusaha

memahami  keterkaitan perilaku manusia dengan

permasalahannya secara sistematis dari sudut pandang

agama Islam. (Itang, 2015)

3. Muhammad Abdullah al-Arabi

IImu ekonomi Islam merupakan kumpulan dasar-dasar

ekonomi yang ditelaah dari Al-qur’an dan Hadist yang

dijadikan landasan kegiatan perekonomian di tiap kondisi

lingkungan dan masa. (Ibrahim, et.al., 2021)

4. Umer Chapra

Ilmu ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu yang dapat

dimanfaatkan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan

bagi umat manusia guna pemanfaatan sumberdaya serta
pendistribusiannya yang sesuai dengan syariah Islam
dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan. (Amar,

2016)

5. Nejatuallah Siddiqi

Ekonomi Islam adalah jawaban dari para pemikir muslim

atas berbagai tantangan ekonomi di setiap jaman yang

berpedoman pada Al-qur'an dan As-sunnah disertasi
dengan berbagai pendapat yang relevan Dbeserta

pengalaman empirik. (Amar, 2016)

Dari berbagai definisi dari para ahli di atas dapat
disimpulkan bahwa secara terminologi, ekonomi syariah
merupakan ilmu sosial yang mampu memberikan jawaban atas
berbagai permasalah pokok perekonomian dengan mengacu
pada al-qur’an, hadist dan fatwa ulama. Ekonomi islam berbeda
dengan ekonomi konvensional yang dapat beraktivitas secara
bebas tanpa memperhatikan aspek halal haram, maslahat dan
mudharat. Dalam praktiknya, ekonomi islam harus selalu
melibatkan aspek tauhid dan berupaya menggapai ridho Allah
SWT dengan melaksanakan kegiatan ekonomi sesuai anjuran
dan larangannya.
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C. Ruang Lingkup Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari agama islam, karena sumber hukum ekonomi
syariah mengacu pada ajaran-ajaran dalam islam (Syakur,
2018). Islam adalah agama yang mengatur secara detail
mengenai hubungan antar manusia (muamalah) dalam
berbagai aspek seperti ekonomi, sosial dan hukum. Hukum
islam bersifat permanen, sehingga setiap manusia harus
berhati-hati dalam menjalani kehidupan. Menurut Amar (2016),
Ekonomi syariah memberikan aturan dan batasan yang jelas
dalam pelaksanaanya dengan berprinsip kepada kemakmuran
bersama dan keberkahan dunia akhirat.

Menurut beberapa pendapat menyebutkan bahwa ekonomi
syariah memiliki batasan ruang lingkup hanya kepada umat
islam atau negara muslim saja. Namun pendapat lain
menyebutkan jika ekonomi syariah mencakup semua manusia
dan semua negara termasuk non muslim. Karena sejatinya
ekonomi islam berupaya untuk memberikan pandangan serta
solusi atas segala permasalahan ekonomi secara umum
(Santoso, 2016). Pada realitanya saat ini ekonomi syariah
digunakan tidak hanya oleh masyarakat muslim saja namun
juga masyarakat non muslim. Hal ini bisa dilihat dari nasabah
bank syariah yang tidak hanya berasal dari umat muslim tetapi
juga non muslim. Dari contoh tersebut dapat disimpulkan
bahwa ekonomi syariah bersifat universal bagi semua makhluk
tanpa memandang agama.

Ruang lingkup syariah bersifat luas baik secara mikro dan
makro. Beberapa hal yang termasuk di dalamnya antara lain
adalah terkait kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi.
Kemudian secara makro ekonomi islam juga mencakup terkait
inflasi, resesi, depresi, pajak, dan lain sebagainya (Syakur,
2018). Aspek lain yang termasuk ke dalam ruang lingkup
ekonomi syariah adalah terkait kerjasama dan transaksi bisnis
seperti shirkah, mudharabah, murabahah, ijarah, dan lain
sebagainya. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa ruang
lingkup ekonomi syariah adalah segala aktivitas ekonomi yang
berlandaskan prinsip-prinsip syariah dalam pelaksanaannya.
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D. Prinsip Ekonomi Syariah
Prinsip merupakan pedoman yang menjadi rambu dalam

melakukan suatu hal. Di dalam ekonomi syariah, suatu prinsip

dapat menjadi petunjuk dan benteng agar tercapai aktivitas dan

perilaku yang tidak bertentangan dengan syariat. Berikut

merupakan lima prinsip dalam ekonomi syariah: Misbach

(2020)

1. Prinsip Keimanan (Tauhid)
Prinsip dasar dalam ekonomi syariah adalah keimanan akan
tuhan, iman artinya percaya. Dengan keimanan yang
dimiliki, manusia akan berupaya berjalan sesuai dengan
ketentuan yang sudah ditetapkan. Manusia percaya bahwa
setiap aktivitas yang dijalankannya selalu dalam pantauan
Allah SWT, sehingga dalam praktik bermuamalah lebih
berhati-hati karena akan dimintai pertanggungjawaban di
akhirat kelak.

2. Prinsip Keadilan
Kegiatan ekonomi tentunya bertujuan untuk mendapatkan
keuntungan, dan sebisa mungkin bernilai besar. Namun
pelaku ekonomi syariah tidak boleh serta merta melakukan
berbagai cara demi mendapatkan hasratnya tersebut.
Ekonomi syariah menekankan bahwa mendapatkan
keuntungan yang besar diperbolehkan asalkan terdapat
unsur keadilan di dalamnya. Adil berarti tidak ada salah satu
pihak yang dizalimi sehingga menanggung kerugian secara
sepihak, karena sejatinya transaksi dalam ekonomi syariah
harus mendatangkan kemanfaatan bagi kedua belah pihak.
Keuntungan yang maksimal juga harus diikuti dengan
kualitas yang mampu memberikan kepuasan secara
maksimal.

3. Prinsip Kenabian
Kesuksesan dalam aktivitas ekonomi merupakan harapan
bagi setiap pelaku ekonomi. Untuk mencapai hal tersebut
seorang pelaku ekonomi harus piawai dalam beraktivitas di
dalamnya. Di dalam Islam, nabi Muhammad SAW
merupakan role model atau suri tauladan yang dapat diikuti
setiap perilakunya tak terkecuali dalam hal ekonomi, karena
beliau adalah seorang pedagang dan pengusaha yang sukses
pada masanya. Empat sifat nabi dapat dijadikan prinsip
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dalam praktik ekonomi syariah. Pertama seorang pelaku
ekonomi syariah harus jujur (siddiq), dengan kejujuran akan
memberikan peluang lebih besar untuk memiliki kerjasama
yang panjang. Kedua dapat dipercaya (amanah), kepercayaan
merupakan pondasi dalam muamalah yang berpengaruh
terhadap kredibilitas seseorang. Ketiga adalah cerdas
(fathanah), seorang pebisnis harus memiliki kecakapan dan
pengetahuan yang luas agar mampu mengembangkan
bisnisnya. Dan yang ke-empat adalah kemampuan dalam
berkomunikasi (tabligh), hal ini dapat dikaitkan dengan
strategi pemasaran suatu produk agar lebih dikenal luas.
4. Prinsip Khilafah
Setiap manusia merupakan khalifah atau pemimpin di
dunia, baik bagi dirinya sendiri, keluarganya, atau bahkan
warganya ketika seseorang tersebut sebagai seorang pejabat.
Setiap pemimpin diberikan kepercayaan untuk mengelola
apa yang sudah Allah SWT sediakan di bumi dengan tujuan
untuk memberikan kemakmuran setiap manusia secara adil
dan bijaksana sesuai dengan sifat Allah SWT yang maha adil
dan bijaksana. Menjadi seorang pemimpin bukanlah sesuatu
hal yang bisa  disepelekan karena aka nada
pertanggungjawaban yang harus ditanggung baik di dunia
maupun akhirat kelak.
S. Prinsip Ma’ad

Ma’ad berarti kembali, secara lebih umum diartikan sebagai
kembalinya setiap manusia kepada sang pencipta dengan
segala pertanggungjawabannya. Oleh sebab itu di dalam
bermuamalah, manusia harus memperhatikan akibatnya
bagi kehidupan selanjutnya di akhirat, sehingga manusia
tidak hanya sekedar cinta kehidupan duniawi yang fana.

E. Karakteristik Ekonomi Syariah
Ekonomi syariah hadir sebagai salah satu sistem ekonomi
yang memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan dengan
ekonomi konvensional. menurut Abdullah At-Tariqi dalam
Rusby (2017), ekonomi syariah memiliki empat karakteristik
yang sekaligus menjadi kelebihannya. Adapun empat
karakteristik tersebut adalah sebagai berikut:
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1. Bersumber dari Illahiyah
Ekonomi syariah hadir sebagai bagian dari muamalah yang
berdasarkan prinsip dan ketentuan Allah SWT. Dalam
praktiknya sistem ekonomi syariah tidak bisa dilepaskan dari
nilai-nilai ketuhanan. Setiap kegiatan ekonomi harus
mematuhi sumber pedoman utama yang dianut yakni al-
qur’an dan hadist. Namun, ketika tidak ditemukan jawaban
di dalamnya, maka setiap permasalahan yang dihadapi
harus mengacu pada hasil ijtihad para ulama yang disebut
ijma’ dan qiyas. Hal tersebut dimaksudkan agar keputusan
yang diambil tidak dilakukan secara sembarangan oleh orang
yang tidak memahami inti sari dari ajaran islam yang
dikhawatirkan justru akan mendatangkan ke-mudharatan.

2. Unsur Pertengahan yang Berimbang
Ekonomi syariah hadir sebagai penengah dan penyeimbang
dari sistem ekonomi konvensional yang kaku. Jika sistem
ekonomi kapitalis hanya berfokus pada kepentingan pribadi
dan mengatakan bahwa kepemilikan adalah hak mutlak
individu tanpa boleh adanya campur tangan pihak lain.
Sehingga dalam praktiknya dapat dilakukan sesuai
kehendak dan kuasanya demi mendapatkan keuntungan
yang maksimal bagi dirinya sendiri. Kemudian sistem
ekonomi sosialis berprinsip bahwa kepemilikan bersifat
bersama dengan didominasi oleh negara, sehingga seseorang
tidak memiliki hak kepemilikan yang mutlak. Di dalam
ekonomi syariah, setiap individu memiliki hak mutlak atas
harta yang dimilikinya dan negara boleh ikut campur di
dalamnya dengan tujuan demi terciptanya perekonomian
yang seimbang, berkeadilan dan yang utama adalah
menciptakan kemaslahatan bagi semua.

3. Ekonomi Berkecukupan serta Berkeadilan
Segala sumber daya di muka bumi adalah milik Allah SWT
yang diciptakan untuk mencukupi kebutuhan semua
makhluk. Manusia bertugas sebagai khalifah atau wakil
Allah SWT yang ada di bumi untuk mengelola segala sumber
daya alam yang ada secara adil dan amanah. Setiap aktivitas
ekonomi harus berupaya menggapai keberkahan dan ridho
allah baik di dunia maupun akhirat. Sehingga dalam
praktiknya dapat dilakukan secara bijaksana dan
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berorientasi pada kemaslahatan bagi semua makhluk, tidak
hanya  berfokus kepada manusia namun @ juga
memperhatikan aspek kelestarian alam.
4. Ekonomi Pertumbuhan serta Keberkahan

Ekonomi syariah selalu memperhatikan aspek pertumbuhan
demi tercapainya kemakmuran. Setiap pelaku ekonomi
diwajibkan bekerja keras sebagai bentuk kesungguhan
dalam menggapai keinginannya. Salah satu cara yang dapat
dilakukan adalah dengan membangun mitra kerja untuk
pengembangan usaha. Namun di dalam praktiknya tidak
boleh melanggar apa yang sudah menjadi ketentuan, seperti
halnya memberlakukan riba, melakukan monopoli,
menciptakan kelangkaan palsu, dan lain sebagainya yang
dapat merugikan salah satu pihak.

F. Tujuan Utama Ekonomi Syariah dalam Islam
Secara umum sesuai dengan definisinya, ekonomi syariah
bertujuan untuk mencapai keselarasan hidup. Ekonomi syariah
berupaya untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan
berlandaskan pada nilai-nilai agama islam. Hal utama yang
membedakan antara tujuan ekonomi syariah dan konvensional
adalah pencapaian kebahagiaan yang tidak hanya seputar
duniawi tetapi juga memberikan dampak kebahagiaan di
kehidupan berikutnya (akhirat). Berikut beberapa tujuan dari
ekonomi syariah yang lebih spesifik:
1. Tersedianya Kebutuhan Pokok
Kebutuhan pokok manusia adalah sandang, pangan dan
papan. Namun di zaman yang semakin modern, terdapat
kebutuhan lain yang awalnya masuk ke dalam kebutuhan
sekunder ataupun tersier menjadi kebutuhan primer seperti
contohnya alat komunikasi dan kendaraan bermotor
(Iswanto, 2022). Ekonomi syariah hadir untuk menjamin
tersedianya berbagai kebutuhan tersebut secara adil dan
tidak memberatkan. Salah satu contoh produk ekonomi
syariah adalah akad murabahah, yakni jual beli dengan
sistem kredit dengan pembagian keuntungan yang
disepakati kedua belah pihak. Tidak semua orang mampu
membeli kendaraan bermotor secara tunai, sebagian orang
hanya memiliki kemampuan untuk kredit. Sistem kredit
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pada ekonomi konvensional menerapkan sistem bunga yang
besarnya bersifat tetap, sulit dinego dan terkadang
memberatkan. Berbeda dengan kredit dalam ekonomi
syariah yang menyediakan ruang negosiasi dalam
pengambilan keuntungan bagi pemberi kredit. Dan ketika
terjadi gagal bayar masih diberikan solusi yang adil.

. Distribusi yang Adil dan Merata

Ekonomi islam berprinsip bahwa segala sesuatu yang
manusia miliki di dunia ini adalah milik Allah SWT dan
manusia diberikan wewenang untuk mengelolanya secara
arif (Ibrahim, et.al., 2021). Harta yang dimiliki sebagian
merupakan bagian dari orang lain yang Allah SWT titipkan
untuk dikelola kemudian didistribusikan kepada manusia
yang lain yang membutuhkan. Beberapa contoh
pendistribusian yang adil dan merata adalah dengan
membayar zakat fitrah dan maal, memberikan bantuan
kepada yang membutuhkan melalui infaq dan sedekah,
wakaf, dan pembagian harta warisan.

. Membebaskan dari Sistem Kapitalisme yang Kacau

Sistem kapitalisme adalah sistem ekonomi yang menerapkan
sistem bunga dan berupaya memperkaya diri sendiri dan
terkadung riba di dalamnya yang merugikan pihak lain
(Wahyuni, 2019). Dalam sistem kapitalis, yang kaya akan
semakin kaya dan berkuasa sedangkan yang miskin sulit
berkembang dan akan selalu tertindas. Penindasan tersebut
terjadi secara otomatis karena kekuasaan dipegang secara
penuh oleh pemilik modal. Berbeda dengan sistem ekonomi
syariah yang melibatkan pemerintah di dalamnya untuk
mengatur regulasi agar terjadi pemerataan ekonomi,
sehingga kondisi masyarakat akan lebih stabil secara
ekonomi dan sosial.

. Menyeimbangkan Aspek Spiritual dan Material

Harta seringkali membuat manusia lupa akan tuhan, mereka
merasa berkuasa dengan harta yang dimiliki dan merasa
hebat (sombong). Harta dapat membuat orang menjadi rakus
dan terkadang pelit (Misbach, 2020). Ekonomi syariah hadir
dengan nilai-nilai ketuhanan, sehingga dalam praktiknya
tidak boleh memiliki sifat yang membuat Allah SWT sang
pemilik segalanya marah. Semakin banyak harta yang
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dititipkan, maka akan semakin lama proses hisab di akhirat
kelak. Dengan tuntunan aqidah dan akhlak yang benar,
maka manusia kaya akan berupaya untuk memanfaatkan
harta bendanya untuk kemaslahatan umat dan sebagai
bekal di akhirat kelak. Manusia akan lebih berhati-hati
dalam mendapatkan pundi-pundi hartanya.

Empat poin di atas hanya sebagian dari tujuan ekonomi
syariah, masih banyak lagi tujuan-tujuan mulia dari lahirnya
sistem ekonomi syariah. Poin utama yang dapat dipahami
bahwa ekonomi syariah berusaha menciptakan kehidupan
perekonomian secara adil dan penuh manfaat bagi semua
manusia dengan berlandaskan prinsip islam.

G. Sumber Hukum Ekonomi Syariah
Sumber hukum merupakan suatu pedoman yang dijadikan
acuan dalam menjawab dan memutuskan sebuah perkara. Di
dalam ekonomi syariah terdapat empat sumber hukum yang
menjadi pedoman dalam menetapkan hukum atas suatu
perkara ekonomi sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:
1. Al-Qur’an

Secara etimologi Al-qur’an berasal dari kata qara-a yang
memiliki arti “(dia telah) membaca”. Kata qara-a berubah
menjadi kata iqra’ yang memiliki arti “bacalah”. Kata qara-a
merupakan kata kerja dan iqra’ merupakan kata kerja
suruhan. Kemudian dari kata kerja iqra’ berubah menjadi
kata benda qur’an yang bermakna “bacaan” yang dapat
diartikan sebagai sesuatu yang wajib dibaca untuk kemudian
difahami (Faisal, 2015). Al-qur’an merupakan kitab suci yang
diturunkan Allah SWT kepada nabi Muhammad SAW sebagai
wahyu petunjuk dan penyempurna kitab-kitab sebelumnya
yakni zabur, taurat, dan injil.

Al-qur'an merupakan sumber hukum rujukan utama
yang digunakan dalam menjalankan segala aktivitas
ekonomi syariah berikut juga sebagai sumber solusi dari
berbagai masalah yang dihadapi. Terdapat banyak ayat yang
menjadi pedoman umat manusia dalam ber muamalah, salah
satu diantaranya adalah surat Al Baqarah ayat 275
sebagaimana berikut:

Lol a5as adl Ao Qs
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Artinya: Allah  telah  menghalalkan  jual-beli dan

mengharamkan riba. (Qs. Al Bagarah: 275).

Ayat tersebut menjelaskan bahwasannya salah satu
aktivitas ekonomi yang dapat dilakukan oleh umat manusia
adalah jual beli. Dimana kegiatan jual beli merupakan
sesuatu yang sah dan halal selama tidak mengandung unsur
riba. Menurut Ali ash-Sabuni dalam Iswanto (2022), Riba
dapat diartikan sebagai tambahan atau bunga yang
dipersyaratkan atas transaksi jual beli yang umumnya
bersifat hutang, sehingga merugikan salah satu pihak.

. Hadist

Hadist atau sering disebut As-Sunnah merupakan
sumber hukum kedua yang dapat digunakan sebagai
rujukan dalam ekonomi syariah. Hadist merupakan setiap
perkataan, perbuatan, dan segala persetujuan atau tidak
persetujuan dari nabi Muhammad SAW baik sebelum dan
sesudah diangkat menjadi nabi dan rasul (Zahro’, et.al.,
2024). Hadist berisi tentang cerita singkat terkait perintah,
larangan, dan anjuran dari rasulullah. Hadist umumnya
digunakan untuk menjelaskan hukum-hukum yang terdapat
di dalam al-qur’an namun tidak terperinci. Dengan kata lain
hadist adalah penguat dari hukum al-qur’an dan pedoman
bagi hukum yang tidak terdapat di dalamnya.

Berikut merupakan salah satu contoh hadist tentang
mencari mata pencaharian yang diperbolehkan dalam Islam:
(Zahro’, et.al., 2024)

“Dari Rifa’ah bin Raafi’ Ra., Nabi Saw. ditanya mengenai
mata pencaharian yang halal? Nabi Saw. menjawab, ‘Amalan
seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang
diberkahi”. (HR. Al-Hakim).

Hadist tersebut menjelaskan bahwa salah satu mata
pencaharian yang halal adalah dengan jual beli (berdagang).
Namun lebih luas dapat diartikan bahwa setiap transaksi
halal jika di dalamnya mengandung unsure keberkahan bagi
semua pihak.

. Ijma’

Ijma’ merupakan kesepakatan pendapat dari para mujtahid
muslim dalam menetapkan hukum syara’ terhadap suatu
perkara yang terjadi setelah masa Rasulullah SAW. [jma’
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merupakan sumber hukum ketiga setelah al-qur’an dan
hadist (Qustulani, 2018). Para mujtahid dalam menetapkan
suatu hukum tidak terlepas dari sumber hukum utama
yakni al-qur’an dan hadist. Contoh ijma’ yang pernah
dilakukan antara lain adalah membukukan al-quran di
masa kepemimpinan Abu Bakar Ash Shidiq dan menjadikan
hadist menjadi sumber hukum kedua setelah al-qur’an
(Koesno, 2025).

. Qiyas

Qiyas merupakan sumber hukum ke-empat dalam Islam
setelah al-qur’an, hadist, dan ijma’ dari para mujtahid. Qiyas
atau analogi merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh
para mujtahid dalam penetapan hukum atas suatu perkara
yang baru ada. Qiyas berupaya membandingkan perkara
yang baru ada dengan perkara yang sudah ada sebelumnya
berdasarkan illat atau akar masalahnya (Zahro’, 2024).
Contoh qiyas adalah dengan membandingkan antara
minuman hasil fermentasi buah anggur dengan khamr
sama-sama memabukkan, sehingga keduanya haram secara
hukum Islam. Namun buah anggur tetap memiliki hukum
halal karena tidak memabukkan (Koesno, 2025).

Selain ijma’ dan qiyas sebagai hasil ijtihad para ulama
yang telah disepakati, terdapat sumber-sumber hukum lain
masih menjadi perselisihan karena perbedaan pendapat oleh
para ulama. Namun sumber-sumber hukum ini masih ada
yang menggunakannya, antara lain sebagai berikut:

1. Istidlal

Merupakan upaya yang dilakukan oleh para mujtahid

dalam mencari dan menemukan sumber hukum (dalil)

atas suatu perkara yang sedang terjadi (Wikipedia,

2025). Pencarian dalil dimulai dari al-qur'an sebagai

sumber hukum utama, lanjut ke kitab-kitab yang berisi

hadist nabi Muhammad SAW, dan berlanjut dari hasil
ijtihad para ulama.
2. Masalih al-mursalah

Merupakan penetapan hukum demi kemaslahatan umat

atas suatu hal yang tidak ada dalil terperinci baik di

dalam al-qur’an maupun hadist yang memperbolehkan

atau melarangnya (Faisal, 2015). Dalam penentuan

12



Mohammad Saiful Rifai, S.T., S.E., M.M.

masalih al-mursalah harus dilakukan secara hati-hati
agar terhindar dari aspek subyektifitas. Contoh
penetapan masalih al-mursalah adalah menjaga jarak
pada saat sholat berjamaah ketika pandemi covid-19
sedang melanda. Di dalam Islam, merapatkan shaf
merupakan salah satu aspek keutamaan sholat. Namun
pada saat pandemi covid-19 sedang melanda, menurut
ilmu kesehatan bahwa setiap orang harus saling
menjaga jarak untuk meminimalisir penyebaran virus.
Dan hal tersebut merupakan salah satu cara untuk
menciptakan kemaslahatan antar manusia.

Saddu’ al-zara’i
Menurut Mohammad Hasyim Kamali dalam Faisal
(2015), Saddu’ al-zara’i adalah metode dalam Islam yang
bertujuan untuk menghambat dan menutup jalan dari
sesuatu hal yang menyebabkan kebathilan. Metode ini
merupakan pencegahan agar umat manusia tidak
terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang dari jalan
yang disengaja ataupun coba-coba. Contoh saddu’ al-
zara’i adalah melarang umat manusia mencoba
meminum minuman beralkohol walaupun hanya
seteguk dan tidak menimbulkan efek memabukkan.
Namun jika tidak dilarang, besar kemungkinan untuk
mencobanya lebih banyak lagi dan akhirnya
menjadikannya mabuk dan kecanduan.
Istihsan
Merupakan pengambilan keputusan dalam memilih
sumber hukum terbaik dengan menggunakan akal
fikiran dan mengesampingkan analogi yang bersifat
lahiriah dengan tujuan untuk kebaikan dan keadilan
bagi kepentingan bersama (Faisal, 2015).
Istishab
Merupakan penentuan hukum yang dilandaskan pada
hukum yang telah ditetapkan sebelumnya dan akan
terjadi perubahan jika terdapat hukum baru (Zahro’,
2024).

‘Urf

‘Urf merupakan kebiasaan yang telah terjadi di
masyarakat yang telah dilakukan turun-temurun yang
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menjadi sebuah adat istiadat, namun tidak
bertentangan dengan al-qur’an dan hadist. ‘Urf dalam
islam diperbolehkan sesuai dengan kaidah urfitu sendiri
yaitu: “Menetapkan (suatu hukum) dengan dasar (‘urf),
seperti menetapkan (hukum) dengan dasar nash.” (Al-
Zarga, 1938).

H. Sejarah Singkat Perkembangan Ekonomi Syariah

Sejarah merupakan bagian penting dari suatu proses
terjadinya peradaban, termasuk di dalamnya sejarah
perkembangan ekonomi syariah. Sejarah mengajarkan
bagaimana keputusan terbaik dapat diambil. Dengan adanya
sejarah, manusia dapat belajar tentang sebab dan akibat atas
suatu tindakan dan keputusan. Sejarah ekonomi syariah
adalah proses panjang yang masih terus berupaya dilakukan
secara sempurna sampai hari ini. Namun pada bab ini, penulis
hanya akan menuliskan sejarah singkat perkembangan
ekonomi syariah di masa Rasulullah Muhammad SAW dan
empat sahabat yang biasa dikenal dengan sebutan Khulafaur
Rasyidin.
1. Masa Rasulullah Muhammad SAW

Rasulullah Muhammad SAW memiliki nama lengkap
Muhammad bin Abdul Muthalib bin Hasyim. Beliau lahir
pada tanggal 12 Rabiul Awwal Tahun Gajah (sekitar 570 M)
di Mekah. Sejak kecil beliau adalah seorang yatim piatu,
ayahnya Abdullah wafat ketika nabi masih dalam kandungan
dan ibunya wafat ketika nabi berusia enam tahun. Kakek
nabi bernama Abdul Muthalib adalah orang yang merawat
beliau dan juga dibantu oleh pamannya bernama Abu Thalib.
Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi diusia 40 tahun,
dan beliau adalah nabi terakhir atau nabi penutup akhir
zaman. Masa kenabian beliau berlangsung selama 23 tahun,
beliau wafat pada tanggal 12 Rabiul Awwal tahun 11 H (8
Juni 632 M), di Madinah pada usia 63 tahun.

Banyak sekali pemikiran ekonomi yang terjadi pada
masa rasulullah yang bermanfaat jika diterapkan di era
sekarang. Berikut adalah beberapa contoh pemikirannya:

a. Konsep halal haram merupakan aspek utama dalam
setiap kegiatan ekonomi yang meliputi produksi,
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distribusi, dan konsumsi. Sesuatu yang haram

menyebabkan doa tidak terkabul dan hasil dari

transaksi haram  menyebabkan haram  untuk
dikonsumsi.

b. Pentingnya zakat, infak, dan sedekah untuk mensucikan
harta dan sebagai bentuk pendistribusian harta agar
tidak terjadi ketimpangan ekonomi.

c. Menghapus sistem bunga karena termasuk ke dalam
riba dan haram. Sesuatu yang haram pasti dosa jika
dilakukan yang akan memberikan kemudharatan dunia
akhirat.

d. Larangan menimbun harta karena menyebabkan tidak
terdistribusinya harta secara adil.

e. Larangan memiliki sifat konsumtif, karena boros
menyebabkan kerugian.

f. Mengartikan adil bukan berarti sama rata, tetapi
memberi sesuai dengan porsi kebutuhannya.

g. Kejujuran dalam berdagang adalah hal wutama
(Hasibuan, 2021).

Relevansi pemikiran ekonomi Rasulullah dengan
perekonomian saat ini adalah bahwa sistem ekonomi
konvensional yang tidak memperhatikan aspek halal haram
dan menerapkan sistem bunga pada akhirnya akan
merugikan salah satu atau kedua belah pihak. Ditambah lagi
saat ini dengan munculnya marketplace yang menyediakan
fasilitas bayar nanti atau paylater memberikan dampak
buruk yakni perilaku konsumtif. Dengan meningkatnya
perilaku konsumtif yang boros, banyak orang yang
mengalami masalah kesehatan mental karena pada akhirnya
terlilit hutang. Sungguh ajaran Rasulullah sangatlah
memperhatikan aspek kehidupan setiap umatnya agar
bahagia dan sehat lahir batin.

. Masa Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq
Abu Bakar Ash-Shiddiq adalah klalifah pertama yang

terpilih setelah nabi Muhammad SAW wafat. Beliau

mendapatkan gelar ash-shiddiq karena memiliki sifat jujur
yang luar biasa. Masa pemerintahan Abu Bakar tidak
berlangsung lama hanya sekitar 2 tahun dan wakti itu
dihadapkan dengan situasi sulit yakni banyak muncul nabi
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palsu, banyak orang murtad, dan banyak orang tidak mau
membayar pajak. Namun dalam waktu tersebut mampu
memberikan kontribusi yang luar biasa.

Berikut merupakan beberapa pemikiran ekonomi
syariah dari Abu Bakar Ash-Siddiq yang dapat kita ambil sisi
positifnya:

a. Sangat memperhatikan akurasi perhitungan zakat

b. Membagikan tanah hasil taklukan secara adil dan bijak

c. Pengambil alihan tanah orang-orang murtad dan
dimanfaatkan untuk kepentingan umat muslim

d. Pendistribusian harta dari baitul maal secara merata
kepada kaum muslim, sehingga tidak terjadi penumpukan
dalam jangka waktu yang lama (Al-Kausari, 2022).

Pemikiran ekonomi syariah dari Abu Bakar memiliki
relevansi dengan keadaan perekonomian sekarang, yakni
dari hasil pemungutan pajak secara wajib menjadi salah satu
faktor pendapatan negara. Jika pada masa Abu Bakar pajak
digunakan untuk kepentingan umat islam, maka saat ini
penerimaan pajak dapat dikembalikan untuk keperluan
rakyat seperti halnya pembangunan infrastruktur, biaya
kesehatan rakyat, beasiswa pendidikan, dan lain sebagainya
yang memberikan manfaat tidak hanya bagi kaum muslim
tapi juga non muslim. Hal ini membuktikan bahwa
pemikiran Abu Bakar sangat berdampak positif terhadap
kehidupan di era sekarang.

. Masa Khalifah Umar bin Khattab

Umar bin Khattab memiliki nama lengkap Umar bin
Khaththab bin Nufail bin Abd. Al Uzza bin Ribaah bin
Abdillah bin Qartbin Razail bin ‘Adi bin Ka’ab bin Luai. Beliau
adalah khalifah kedua yang menggantikan Abu Bakar Ash-
Siddiq melalui penunjukan langsung. Pemerintahan Umar
bin Khattab berlangsung selama kurang lebih sepuluh
tahun, dan dalam waktu tersebut sudah berhasil melakukan
ekspansi hingga wilayah Islam meliputi Jazirah Arab,
sebagian wilayah kekuasaan Romawi (Syria, Palestina, dan
Mesir), serta seluruh wilayah kerajaan Persia, termasuk Irak
(Mubarok, 2021). Umar bin Khattab adalah pemimpin yang
tegas dalam membedakan mana yang haq dan mana yang
bathil, sehingga beliau diberi gelar “Al-faruq”. Beliau juga
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pemimpin Islam pertama yang mendapat sebutan “Amirul
Mukminin” yang memiliki makna pemimpin bagi orang-orang
yang beriman (Shiddieqy, 2021).

Berikut adalah beberapa pemikiran ekonomi Umar bin

Khattab selama kepemimpinannya (Saprida, Barkah, &
Umari, 2021):

a.

Konsep kepemilikan dan distribusi kekayaan pada masa
kepemimpinan beliau sudah diklasifikasikan
berdasarkan kepemilikan individu, umum, dan negara.
Kemudian harta hasil rampasan perang (ghanimah)
tidak seluruhnya langsung dibagikan ke umat muslim,
melainkan disisakan untuk disimpan ke dalam baitul
maal guna kepentingan umat. Beliau juga melarang
adanya praktik monopoli yang membuat ketimpangan
kekayaan akibat distribusi kekayaan yang tidak adil.
Pendirian baitul maal (perbendaharaan negara) sebagai
lembaga resmi pengelolaan keuangan negara yang
meliputi zakat, jizyah, kharaj, ghanimah, dan lainnya
untuk kemaslahatan wumat termasuk diantaranya
membantu para fakir miskin, membangun infrastruktur,
gaji para tentara, dan hal-hal lain yang bermanfaat bagi
umat.

Penerapan sistem pajak bagi tanah hasil taklukan, jadi
sebagian tanah tetap dikelola oleh penduduk lokal
namun dikenakan pajak untuk hasil panennya. Umar
bin Khattab mencegah konsentrasi hanya pada lahan,
melainkan berfokus pada keberlangsungan proses
produksi bahan pangan.

Pemberlakuan jaminan sosial (tunjangan) untuk para
janda, anak-anak, lansia, dan para disabilitas. Hal ini
dilakukan agar setiap umat tidak ada yang merasakan
kelaparan, karena Umar bin Khattab takut akan
pertanggungjawaban di akhirat kelak.

Menerapkan kondisi pasar yang berjalan secara adil
tanpa ada intervensi dari pemerintah secara berlebihan,
kecuali jika terjadi kecurangan seperti penimbunan dan
adanya krisis.

Relevansi pemikiran ekonomi Umar bin Khattab dengan

kondisi saat ini memang sangat terasa dampaknya jika
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berjalan tidak sesuai apa yang sudah diajarkan, sebagai
contoh adalah masalah penimbunan. Masih ingat betul pada
saat pandemi covid-19 melanda Indonesia, ada oknum yang
sengaja menimbun masker untuk menciptakan kelangkaan
palsu dan mengambil keuntungan secara berlebihan dengan
menaikkan harga, padahal masker sangat dibutuhkan waktu
itu dan tentu sangat merugikan banyak konsumen. Namun
sebagai manusia kita harus selalu berprasangka baik bahwa
masih ada pemimpin yang adil di negeri ini, yang memikirkan
aspek sosial ekonomi untuk kepentingan seluruh rakyat.

. Masa Khalifah Utsman bin Affan
Ustman bin Affan adalah khalifah ketiga setelah Umar

bin Khattab. Pemerintahannya berjalan selama 12 tahun

yakni dari tahun 13H - 24H. Pada pemerintahannya di enam
tahun pertama sudah banyak negara yang berhasil
ditaklukkan dan dalam penguasaan Islam, seperti Kabul,

Balkan, Sistan, Grozni, dan Kerman. Ustman bin Affan

berupaya mengembangkan apa yang sudah dirintis oleh

khalifah sebelumnya yakni Umar bin Khattab. Jalan-jalan
dibangun, drainase air diperluas jangkauannya, pohon-
pohon dan buah-buahan ditaman, dibentuknya organisasi
kepolisian tetap demi keamanan jalur perdagangan, dan
menunjuk Muawiyah sebagai komando dalam tercapainya

supremasi kelautan di wilayah mediterania (Mubarok, 2021).
Pada masa pemerintahan Ustman bin Affan terdapat

beberapa pemikiran dalam aspek ekonomi syariah antara

lain adalah sebagai berikut:

a) Ditetapkannya bulan khusus untuk membayar zakat.

b) Pembayaran wajib zakat dihitung setelah harta
dikurangi seluruh kewajiban membayar hutang. Jadi
besarnya zakat dihitung dari harta yang sudah tidak
memiliki tanggungan hutang.

c) Zakat diwajibkan bagi kaum yang mampu.

d) Bagi kaum yang tidak mampu dibebaskan dari zakat,
namun diperbolehkan membayar zakat jika atas dasar
sukarela.

e) Pemilihan pengelola zakat secara hati-hati, dipilih orang-
orang yang amanah.
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f) Bagi rakyat non muslim dikenakan jizyah atau pajak.
Dengan banyaknya daerah taklukan, maka jumlah
jizyah yang didapatkan sangat melimpah selain juga dari
harta rampasan perang.

g) Memaksimalkan fungsi baitul maal sebagai tempat
untuk mengelola zakat secara adil. Zakat digunakan
untuk keperluan fakir miskin, gaji prajurit, perluasan
wilayah masjidil haram, pembangunan ulang masjid
nabawi, dan lain sebagainya. Satu hal yang sangat mulia
adalah, beliau tidak pernah mengambil gajinya dari
baitul maal karena sudah kaya, gaji yang seharusnya
diterima justru dialokasikan untuk keperluan umat.
Pada pemerintahan beliau, dana zakat juga
diperbolehkan dipinjam untuk keperluan, dan
dikembalikan setelah mampu (Shiddieqy, 2021).
Pemerintahan enam tahun awal Ustman bin Affan

berjalan dengan sangat baik, namun sayang di masa
pemerintahan enam tahun berikutnya terkesan nepotisme
yaitu memberikan keuntungan bagi keluarganya saja. Hal
tersebut membuat kecewa umat, kekacauan politik dan
menyebabkan beliau wafat terbunuh (Mubarok, 2021).
Relevansi pemikiran ekonomi Ustman bin Affan dengan
keadaan perekonomian saat ini khususnya di Indonesia
adalah berbagai kewajiban pajak yang diterapkan oleh
pemerintah mampu digunakan dalam operasional negara
seperti gaji pegawai negeri, pembangunan infrastruktur, dan
subsidi bagi rakyat miskin. Namun sayang, banyak sekali
nepotisme yang terjadi di negara ini yang menyebabkan
kekacauan negara, ketidak adilan, dan ketimpangan pada
masyarakat.
. Masa Khalifah Ali bin Abi Thalib

Ali bin Abi Thalib adalah khaifah ke-empat yang dipilih
untuk menggantikan Ustman bin Affan yang wafat karena
dibunuh. Masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib berjalan
selama kurang lebih enam tahun yakni 35H — 40H. Di masa
kepemimpinannya tidak banyak pembaruan terkait
pemikiran ekonomi, karena di waktu itu sedang dalam masa
yang memanas, banyak terjadi peperangan dan banyak
tuntutan untuk menyelidiki siapa pembunuh Ustman bin
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Affan Sebenarnya (Mubarok, 2021). Ali bin Abi Thalib adalah
sosok pemimpin zuhud moderat, yakni pemimpin yang lebih
cinta akhirat namun tidak melupakan kehidupan duniawi
sepenuhnya. Ali adalah sosok yang sederhana dan bersahaja
dan mandiri (Shiddieqy, 2021).

Berikut adalah beberapa pemikiran ekonomi yang terjadi
pada kepemimpinan Ali bin Abi Thalib secara umum:

a) Memberhentikan pejabat korupsi dan menghilangkan
kesan nepotisme pada masa kepemimpinan Ustman bin
Affan dengan membuka kembali lahan perkebunan yang
dikelola oleh orang kesayangan wustman (Mubarok,
2021).

b) Mengutamakan prinsip pendistribusian kekayaan
negara secara adil dan merata kepada masyarakat.

c) Penetapan  pajak bagi pemilik kebun dan
memperbolehkan pemungutan zakat untuk sayur mayur
segar.

d) Penggajian kepada pekerja secara periodik yaitu
mingguan.

e) Melakukan kontrol pasar dan menindak para pedagang
yang curang, termasuk para pelaku penimbun barang
dan pasar gelap.

f) Membuat aturan pertanggungan bagi para pekerja yang
merusak barang pekerjaannya (Qoyum, et.al., 2021).
Relevansi pemikiran ekonomi Ali bin Abi Thalib dengan

era saat ini memang agak sulit ditemui pemimpin yang
memiliki sifat seperti beliau. Hal ini bisa dilihat dari
maraknya kasus korupsi dan praktik nepotisme, termasuk di
dalamnya masih banyaknya penimbunan barang untuk
menciptakan  kelangkaan palsu yang memberikan
keuntungan sepihak karena naiknya harga. Namun praktik
penggajian mingguan pada pegawai di perusahaan tertentu
cukup membantu keberlangsungan kehidupan sebuah
keluarga dan perputaran ekonomi.

I. Perbedaan Ekonomi Syariah dengan Ekonomi Konvensional
Kegiatan ekonomi secara garis besar bertujuan dalam
pemenuhan keinginan dan kebutuhan manusia yang tak
terbatas yang dihadapkan dengan keterbatasan alat
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pemenuhannya. Keinginan merupakan suatu hal yang tidak

selalu harus dipenuhi, sehingga bisa ditunda ataupun tidak

dipenuhi sama sekali. Berbeda dengan kebutuhan yang

memang sebisa mungkin harus dipenuhi demi kelangsungan

hidup manusia. Baik ekonomi konvensional maupun ekonomi

syariah sama-sama memiliki tujuan yang mengarah ke hal

tersebut. Namun ada hal-hal yang membedakan antara

keduanya yang menjadi ciri khas masing-masing. Beberapa

perbedaan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Dasar
Secara prinsip dasar ekonomi konvensional mengutamakan
aspek efisiensi dan keuntungan, sedangkan ekonomi
syariah lebih mengutamakan aspek tauhid, moral, dan
etika (Wijayanto, 2023). Namun bukan berarti ekonomi
syariah tidak memperhatikan aspek efisiensi dan
keuntungan, karena pada dasarnya kedua aspek tersebut
adalah tujuan dari suatu kegiatan ekonomi. Hanya saja jika
dibandingkan antara keduanya, ekonomi konvensional
terkadang mengabaikan aspek etika dan moral demi
keuntungan yang maksimal. Sedangkan ekonomi syariah
harus lebih berhati-hati agar tidak menimbulkan kerugian
bagi orang lain yang dilarang secara ajaran islam.

2. Dasar Hukum
Ekonomi konvensional berpedoman pada hukum positif,
sedangkan ekonomi syariah berpedoman pada al-qur’an,
hadist dan fatwa ulama (Wahyuni, 2019). Hukum positif
dibuat oleh manusia yang memiliki sifat umum dan
disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sehingga dapat
berubah. Sedangkan ekonomi syariah berpatokan kepada
al-qur’an dan hadist yang memiliki aturan spesifik terkait
nilai-nilai ketuhanan. Sehingga apapun perkembangan
yang terjadi dalam kegiatan ekonomi, pengambilan
keputusan harus tetap berpedoman pada nash dan dalam
penentuan hukum harus berdasarkan hasil ijtihad para
ulama yang berupa ijma’ dan qgiyas.

3. Tujuan
Prinsip merupakan hal dasar yang dapat dijadikan acuan
dalam suatu sistem ekonomi. Ekonomi konvensional
berorientasi pada keuntungan pribadi semaksimal
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mungkin sedangkan ekonomi syariah berorientasi pada
keuntungan yang adil bagi sesama manusia (Kamal, et.al.,
2024). Di dalam ekonomi konvensional, tujuan setiap
individu adalah berusaha bagaimana memperkaya diri
sendiri tanpa memperdulikan kebutuhan orang lain.
Sedangkan di dalam ekonomi syariah, dalam memperoleh
keuntungan  juga harus memperhatikan aspek
kemaslahatan dan dampak yang ditimbulkan.

Konsep Kepemilikan

Ekonomi konvensional beranggapan bahwa kepemilikan
adalah mutlak milik manusia. Dalam ekonomi kapitalis
kepemilikan mutlak milik individu, sehingga negara tidak
berhak untuk melakukan intervensi atau boleh dengan
kapasitas yang minimal. Sedangkan dalam sistem ekonomi
sosialis, negara berkuasa penuh dalam mengelola
kekayaan yang dimiliki rakyatnya (Amiral, 2017). Ekonomi
syariah memiliki konsep kepemilikan yang lain, dimana
Allah SWT adalah pemilik dari segala yang ada di muka
bumi dan manusia hanya bertugas untuk mengelolanya
demi kepentingan bersama (Misbach, 2020). Islam
menerangkan bahwa manusia boleh memiliki hak
kepemilikan atas harta benda yang mereka punyai dan
Negara juga boleh ikut melakukan intervensi demi
terjadinya suatu sistem ekonomi yang menimbulkan
kebermanfaatan bersama.

Pembagian Keuntungan dan Manajemen Risiko

Ekonomi konvensional menerapkan sistem bunga,
sedangkan ekonomi syariah menerapakan sistem bagi hasil
(Wahyuni, 2019). Di dalam kerjasama bisnis selalu
diharapkan untuk menuai keberhasilan yang
mendatangkan keuntungan. Namun risiko kegagalan
terkadang tidak dapat dihindari walaupun sudah dilakukan
perencanaan bisnis yang matang. Ekonomi konvensional
dan ekonomi syariah memiliki perbedaan dalam
menghadapi suatu risiko tersebut. Di dalam ekonomi
konvensional seorang peminjam/ pengelola modal
bertanggungjawab penuh atas keberhasilan atau kegagalan
yang di alami. Bunga pinjaman harus tetap dibayarkan
kepada pemodal bagaimanapun kondisi bisnis yang
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dijalankan. Berbeda dengan ekonomi syariah yang
menggunakan profit sharing and loss sharing. keuntungan
dibagi berdasarkan prosentasi yang sudah disepakati di
awal akad dengan nominal menyesuaikan keuntungan
yang didapat. Dan ketika terjadi kerugian, maka akan
ditanggung bersama. Sehingga terjadi unsure keadilan di
dalamnya.
6. Konsep Investasi

Sesuai dengan prinsip yang dianut, konsep investasi dalam
ekonomi konvensional tidak begitu memperhatikan aspek
halal haram, asalkan bisnis yang dijalankan bagus dan
mendatangkan keuntungan sebanyak-banyaknya maka
akan dilaksanakan. Berbeda dengan konsep investasi
dalam ekonomi islam yang harus mengutaman aspek
kehalalan disamping menilai baik buruknya suatu bisnis
yang akan dijalankan. Karena terdapat larangan-larangan
seperti halnya riba, maysir, dan gharar yang dapat
menyebabkan bisnis itu menjadi haram.

J. Kesimpulan

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ekonomi
syariah adalah sistem ekonomi yang di dalam praktiknya selalu
berpedoman kepada ajaran-ajaran agama islam yang
bersumber dari al-qur'an dan hadist. Ekonomi syariah
sebenarnya memiliki ruang lingkup yang luas seperti pada
ekonomi konvensional yang meliputi aspek mikro dan makro
ekonomi, namun dalam praktiknya masih terbatas diterapkan
pada lingkup lembaga keuangan saja. Terdapat beberapa
prinsip dasar yang dijadikan acuan dalam menjalankannya
yakni prinsip keimanan, prinsip keadilan, prinsip kenabian,
prinsip khilafah, dan prinsip ma’ad.

Selain memiliki prinsip yang tegas, ekonomi syariah juga
memiliki karakteristik yang menjadi pembeda dengan ekonomi
konvensional. beberapa karakteristik tersebut adalah pertama
ekonomi syariah bersumber dari illahiyah sehingga dalam
praktiknya harus sesuai dengan perintah dan larangan Allah
SWT. Karakteristik kedua adalah unsur pertengahan yang
berimbang yang bermakna bahwa ekonomi syariah menjadi
penengah dan penyeimbang antara ekonomi kapitalis yang
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individualistikdan materialistic dan sistem ekonomi sosialis
yang segala sesuatunya diatur negara. Ekonomi syariah
memadukan  keduanya  agar tercapai kemakmuran.
Karakteristik ketiga adalah ekonomi berkecukupan serta
berkeadilan yang bermakna bahwa segala sesuatu yang ada di
dunia ini harus dikelola secara adil demi mencukupi kebutuhan
seluruh manusia. Dan karakteristik yang ke-empat adalah
ekonomi pertumbuhan serta keberkahan yang bermakna bahwa
praktik ekonomi syariah harus selalu berupaya bertumbuh
dengan cara dan hasil yang diberkahi Allah SWT.

Ekonomi syariah hadir dengan tujuan yang lebih kompleks
yakni menjamin tersedianya kebutuhan pokok bagi seluruh
manusia baik muslim maupun non muslim yang
menerapkannya. Berupaya menjalankan proses distribusi yang
adil dan merata. Ekonomi syariah juga bertujun untuk menjadi
solusi untuk membebaskan dari sistem kapitalisme yang kacau
yang hanya berupaya memikirkan keuntungan bagi diri sendiri.
Tujuan lain dari ekonomi syariah yang utama adalah
menyeimbangkan aspek spiritual dan material. Disamping
menggapai kebahagiaan dunia maka juga harus memikirkan
kebahagiaan di akhirat kelak. Dalam praktiknya ekonomi
syariah berpedoman pada sumber hukum utama yakni al-
qur’an dan hadist. Dalam penentuan hukum lain yang tidak
dijelaskan di dalam al-qur’an dan hadist, maka dapat dilakukan
proses ijtihad oleh para ulama dengan output berupa ijma’ dan
givas. Terdapat hasil ijtihad lain yang dilakukan oleh para
ulama yang dapat dijadikan sumber hukum dalam ekonomi
islam walaupun masih menjadi perdebatan. Adapun sumber
hukum yang dimaksud adalah Istidlal, Masalih al-mursalah,
Saddu’ al-zara’i, Istihsan, Istishab, Urf.

Ekonomi syariah sudah ada sejak zaman nabi Muhammad
SAW, kemudian dikembangkan oleh para sahabat (khulafaur
Rasyidin), kemudian dikembangkan lagi oleh tokoh-tokoh
muslim hingga berkembang sampai saat ini. Praktik-praktik
ekonomi saat ini selalu berpedoman pada apa yang sudah
dicontohkan oleh nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Jika
terdapat fenomena-fenomena baru akan tetap mengacu pada
hukum praktik ekonomi di masa lalu. Ekonomi syariah berbeda
dengan ekonomi konvensional, beberapa perbedaan tersebut
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antara lain terletak pada prinsip dasar, dasar hukum, tujuan,
konsep kepemilikan, sistem pembagian keuntungan dan
manajemen risiko, serta konsep dalam berinventasi bisnis.
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BAB 2
SUMBER HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Al-Qur’an Sebagai Sumber Utama
Sumber hukum ekonomi syariah yang berasal dari ayat-
ayat Al-Qur'an memberikan prinsip-prinsip mendasar dalam
menjalankan aktivitas ekonomi sesuai dengan syariat Islam.

Berikut adalah beberapa ayat Al-Qur'an yang relevan,

penjelasan masing-masing ayat, dan hubungannya dengan

ekonomi syariah:

1. Ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan keharaman riba
secara bertahap (melalui 4 tahap) sesuai urutan turunnya
ayat (asbab al-nuzul).

A Tahap Pertama: Pengenalan Awal (QS. Ar-Rum: 39)
LI 08 Ak 5 ()35 5385 (a il gl e 1335 38 (A 0134l 53 153506 s 28 e
O3taiaidl 2
Artinya: Riba yang kamu berikan agar berkembang pada
harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan
Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud
memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekalah orang-orang
yang melipatgandakan (pahalanya).
Ayat ini diturunkan di Makkah dan merupakan ayat
pertama yang menyinggung tentang riba. Pada tahap ini,
Allah SWT memperkenalkan bahwa riba tidak membawa
keberkahan. Hal ini menunjukkan bahwa tambahan yang
diperoleh melalui riba tidak bertambah di sisi Allah. Ayat
ini hanya membandingkan riba dengan sedekah yang

justru mendapat keberkahan. Dengan kata lain, belum ada
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pengharaman riba secara eksplisit, hanya pengenalan
konsepnya saja.

b. Tahap Kedua: Peringatan Melalui Sejarah (QS. An-Nisa:

161)

Ll e 24 (5 I U5 15 Lty G 05T a6l & 15468 38515050 23415

Artinya: melakukan riba, padahal sungguh mereka telah
dilarang darinya; dan memakan harta orang dengan cara
tidak sah (batil). Kami sediakan untuk orang-orang kafir di
antara mereka azab yang sangat pedih.
Ayat ini diturunkan di Madinah dan mengambil pelajaran
dari sejarah kaum Yahudi yang tetap melakukan praktik
riba meskipun telah dilarang. Dan juga ayat ini
memberikan peringatan kepada umat Islam dengan
menunjukkan konsekuensi yang dialami umat terdahulu.
Selain itu, makna yang tersirat dalam ayat ini adalah upaya
mengaitkan riba dengan perbuatan memakan harta orang
lain secara batil. Tahap ini menunjukkan penguatan dalam
mengecam praktik riba.

c. Tahap Ketiga: Larangan Eksplisit (QS. Ali Imran: 130)
& 5AlE & a1 8 SRl el 150 10 Y 155 aal @l

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah
kepada Allah agar kamu beruntung.

Riba dalam ayat ini dimaksudkan sebagai utang-piutang
yang ketika tidak bisa dibayar pada waktu jatuh tempo,
pengutang diberi tambahan waktu, tetapi dengan ganti
berupa penambahan jumlah yang harus dilunasinya.
Menurut para ulama, riba nasiah ini haram, walaupun
jumlah penambahannya tidak berlipat ganda. Pada tahap
ini, turun larangan yang jelas terhadap praktik riba, secara
eksplisit melarang pengambilan riba yang berlipat ganda
(adh'afan mudha'afah). Dan juga menunjukkan bahwa
praktik riba yang berlaku saat itu sangat memberatkan
peminjam. Selain itu, ayat ini juga memerintahkan untuk
bertakwa kepada Allah agar mencapai keberuntungan.
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Nampak jelas pada tahap ini memperkuat larangan dengan
menekankan aspek moral dan etika

d. Tahap Keempat: Pengharaman Total (QS. Al-Bagarah:
275-279)
el L) 308 2430 b Gl G i 43R (o) 2585 L& W) (33450 ¥ 130 63RE ol
) Gl gl Akl i 1 G Tl a5 Ol T (B
B 85 5005 ) 03 g 1508 15 2 (8 e 2K 01500 Gom G 13505 0
O3l ¥y & 5allt Q80T (e o4
Artinya: 275. Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan)
riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri
sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi
karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba.
Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan
riba. 276. Allah menghilangkan (keberkahan dari) riba dan
menyuburkan sedekah. 278. Wahai orang-orang yang beriman,
bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum
dipungut) jika kamu orang-orang mukmin. 279. Jika kamu tidak
melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari
Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu
berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim
(merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).

Ini merupakan tahap final dan paling komprehensif dalam
pengharaman riba (Halaby, 2022). Ayat 275 membedakan
secara tegas antara jual beli yang halal dengan riba yang haram,
dan menjelaskan kondisi orang yang memakan riba seperti
orang yang kerasukan setan. Kemudian ayat 276-277
menjelaskan bahwa  Allah memusnahkan riba dan
menyuburkan sedekah, menjanjikan pahala bagi orang yang
beriman dan beramal saleh. Sedangkan ayat 278-279
memberikan perintah untuk meninggalkan sisa riba yang belum
dipungut, dan pernyataan perang dari Allah dan Rasul-Nya bagi
yang tetap melakukan riba. Secara tegas hanya diperbolehkan
mengambil pokok harta tanpa tambahan. Pengharaman riba
secara bertahap ini mencerminkan pendekatan strategis Al-
Qur'an dalam melakukan reformasi sosial-ekonomi (Putri et al.,
2022). Pendekatan bertahap ini memungkinkan masyarakat
untuk beradaptasi dengan standar etika dan moral yang baru
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dalam sistem ekonomi Islam, mengingat praktik riba sudah
sangat mengakar dalam masyarakat Arab pra-Islam (Eyerci,
2021) Tahapan ini juga menunjukkan kebijaksanaan Allah
dalam mensyariatkan hukum, di mana perubahan dilakukan
secara gradual untuk memudahkan penerimaan dan
implementasi hukum tersebut, mirip dengan proses
pengharaman khamr (minuman keras) (Robbani et al., 2024).
Hal ini memungkinkan masyarakat untuk melakukan transisi
dari sistem ekonomi berbasis riba menuju sistem ekonomi yang
berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Ayat di atas menegaskan larangan terhadap riba, yaitu
tambahan bunga atas utang yang merugikan pihak lain. Allah
menghalalkan jual beli sebagai bentuk transaksi yang adil,
tetapi mengharamkan riba karena sifatnya eksploitatif dan
merugikan pihak yang lemah. Larangan riba menjadi dasar bagi
sistem ekonomi syariah, yang mendorong transaksi berbasis
keadilan seperti mudarabah (bagi hasil) dan musyarakah
(kemitraan). Sistem ini memastikan keuntungan diperoleh
melalui usaha bersama, bukan eksploitasi pihak lain (Cahyani
et al., 2025).

Selain itu, ayat di atas juga menunjukkan bahwa Allah
akan menghancurkan harta yang diperoleh melalui riba,
sedangkan sedekah akan membawa keberkahan dan
kesejahteraan. Sedekah adalah bentuk redistribusi kekayaan
untuk membantu masyarakat yang membutuhkan (Syamsuri &
Azhari, 2023). Prinsip ini mendorong pemberdayaan ekonomi
melalui sedekah dan zakat sebagai mekanisme distribusi
kekayaan. Hal ini menciptakan keseimbangan sosial dan
mengurangi kesenjangan ekonomi dalam masyarakat. Di
samping itu, juga menegaskan pentingnya membangun sistem
ekonomi yang bebas dari eksploitasi, seperti riba. Dalam praktik
ekonomi syariah, konsep tenggang waktu bagi peminjam yang
kesulitan mencerminkan nilai-nilai keadilan dan empati dalam
muamalah (transaksi).

2. Keseimbangan antara Ibadah dan Aktivitas Ekonomi (QS.
Al-Jumu'ah Ayat 10)

28 &
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Artinya: Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan,
bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan
ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung.

Ayat ini mendorong umat Islam untuk bekerja keras
mencari rezeki setelah melaksanakan kewajiban ibadah.
Aktivitas ekonomi dianggap sebagai bagian dari ibadah jika
dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat (lip Syaripudin et
al., 2024). Ayat ini menjadi dasar bagi prinsip kerja produktif
dalam ekonomi syariah. Berniaga atau berwirausaha
dianjurkan sebagai cara untuk meningkatkan kesejahteraan
individu dan masyarakat tanpa melanggar aturan agama. Ayat
ini juga menekankan beberapa aspek penting seperti integrasi
ibadah dan ekonomi. Aktivitas ekonomi merupakan kelanjutan
dari ibadah, bukan sesuatu yang terpisah dari kehidupan
religius (Machmud & Hidayat, 2020). Konsep "bertebaran di
muka bumi" mengandung dorongan untuk aktif berpartisipasi
dalam kegiatan ekonomi produktif dalam mencari rezeki yang
halal yang dianggap sebagai bentuk ibadah ketika dilakukan
sesuai prinsip syariah.

Selain itu, ayat ini menekankan pentingnya menjaga
keseimbangan antara kewajiban spiritual dan pencarian
materi dan mengajarkan bahwa kesuksesan sejati mencakup
dimensi spiritual dan material, serta mendorong produktivitas
ekonomi tanpa mengabaikan aspek spiritual (Rubbab et al.,
2024). Prinsip kerja produktif menunjukkan bahwa etika kerja
Islam memiliki dampak positif pada peningkatan kinerja
organisasi dan inovasi, pengembangan pembelajaran
organisasi, dan peningkatan produktivitas melalui komitmen
karyawan (Machmud & Hidayat, 2020).

Trend baru menunjukkan adanya integrasi keuangan sosial
dan komersial Islam, dan kerangka kerja yang menyelaraskan
aktivitas ekonomi dengan nilai-nilai Islam (Ascarya et al., 2023).
Ayat kesepuluh dalam surat Al-Jumu'ah tidak hanya
memberikan landasan teologis bagi aktivitas ekonomi dalam
Islam, tetapi juga menyediakan kerangka kerja praktis untuk
pengembangan ekonomi modern yang berkelanjutan dan etis.
Penelitian terkini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip yang
terkandung dalam ayat ini masih sangat relevan dan dapat
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berkontribusi signifikan pada pembangunan ekonomi yang
seimbang antara aspek material dan spiritual.

3. Prinsip Keadilan, Kebajikan, dan Sosial dalam Ekonomi
Syariah (QS An-Nahl Ayat 90)

R0ad ey Sy &8l £Laadl e a3l 53 (5 el Jislly 5 )

O35

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil,

berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada

kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran,

dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar

kamu selalu ingat.

Ayat ini menekankan keadilan, kebajikan, dan pemberian
bantuan kepada pihak-pihak yang membutuhkan sebagai
prinsip dasar dalam kehidupan bermasyarakat. Keadilan dalam
transaksi ekonomi menjadi prinsip utama dalam sistem
ekonomi syariah, termasuk larangan praktik gharar
(ketidakpastian) atau penipuan dalam jual beli. Keadilan
menjadi landasan fundamental dalam sistem ekonomi Islam
yang mencakup keadilan dalam distribusi kekayaan dan
sumber daya, serta adanya larangan praktik-praktik yang
mengandung ketidakadilan seperti tadlis, maysir, najsh, gharar,
ghish, ghabn, jahalah dan riba (Kapetanovic, 2017). Lembaga
keuangan syariah menerapkan prinsip keadilan melalui
penghapusan unsur gharar dalam produk keuangan,
pengembangan kontrak yang transparan dan berkeadilan, dan
perlindungan hak-hak konsumen dalam transaksi finansial
(Widiastuti et al., 2022).

Selanjutnya, konsep ihsan (Kebajikan) dalam konteks
ekonomi meliputi penerapan etika bisnis yang melampaui
kepatuhan minimal, mendorong praktik bisnis yang
berkontribusi pada kesejahteraan social, dan pengembangan
produk keuangan yang mendukung pembangunan sosial (Al-
Daihani et al., 2025). Sementara aspek sosial dalam ekonomi
syariah mencakup pengembangan sistem keuangan sosial Islam
yang terintegrasi, implementasi zakat dan wakaf dalam
pembangunan ekonomi, dan program-program pengentasan
kemiskinan berbasis komunitas (Al-Daihani et al., 2025).
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B. Hadis Sebagai Sumber kedua

1.

Hadis tentang Kejujuran dalam Perdagangan
Sl gzl e &0 Gl 0 055 06 108 Ak 0 G 213 i psal 2
e ulaga 4805 Ciind LI LK (5 dlagai o Ll &5 Wy aia 33 650 3 e
(VoFY) alaay (YVV4) sl oy 1adde
Artinya: Penjual dan pembeli memiliki hak untuk
menentukan pilihan selama mereka belum berpisah. Jika
keduanya berlaku jujur dan menjelaskan (keadaan barang),
maka mereka akan mendapat berkah dalam transaksi
mereka. Namun, jika mereka menyembunyikan (cacat) dan
berdusta, berkah dalam transaksi mereka akan hilang.

Hadis ini menjadi dasar transparansi dalam transaksi
bisnis modern. Penelitian terkini menunjukkan korelasi
positif antara transparansi bisnis dan kepercayaan
konsumen, dan implementasi dalam standar pemerintah
kepada lembaga keuangan syariah (Alsahoui, 2024).
Penekanan pada kejujuran mencakup dua aspek; Gl
(kejujuran dalam deskripsi barang/transaksi), dan ok
(pengungkapan cacat atau kekurangan). Hadis ini sering
menjadi rujukan dalam fikih muamalah, khususnya bab
odsdl J6s (hak pilihan dalam majelis transaksi).

2. Hadis tentang Larangan Riba
A pa5 Ll JShalis e @1 Lo A J5l5 el 106 Al D a2 03 s Ge

(2085) & adls (1598) alics 8157 ¢é) 3 aby 10 il s 4S5
Artinya: Allah melaknat pemakan riba, yang memberi makan
dengan riba, pencatatnya dan kedua saksinya. (HR. Bukhari
dan Muslim).
Hadis ini menegaskan bahwa semua pihak yang terlibat
dalam transaksi riba-baik penerima (4 JS1), pemberi (45 5%),
pencatat (48%), maupun saksi (4%l) sama-sama dilaknat
oleh Allah SWT. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya
melarang praktik riba secara langsung, tetapi juga
menutup semua celah yang memfasilitasi atau melegitimasi
transaksi haram tersebut. Dalam ekonomi syariah
kontemporer, prinsip ini menjadi dasar untuk menghindari
keterlibatan dalam sistem keuangan konvensional berbasis
bunga. Contohnya bank syariah tidak menggunakan akad
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pinjaman berbunga, tetapi mengadopsi skema bagi hasil
(mudharabah), sewa (ijjarah), atau jual beli (murabahah)
(Khofiya, 2023). Dan lembaga keuangan syariah wajib
memastikan transaksi bebas dari unsur riba, gharar
(ketidakjelasan), dan maysir (judi) (Hasanatun Fitri et al.,
2024).

Prinsip bagi hasil yang dianut oleh lembaga keuangan
syariah dalam skema mudharabah (kerjasama usaha) dan
musyarakah (kemitraan) memastikan keuntungan dan
risiko dibagi secara adil antara pemodal dan pengusaha
(Marlina et al., 2023). Sementara sukuk (obligasi syariah)
dapat menjadi alternatif obligasi konvensional yang
mengacu pada underlying asset, bukan bunga (Farikhin &
Mulyasari, 2022). Sedangkan fintech syariah merupakan
platform digital yang memastikan transaksi sesuai prinsip
syariah, seperti peer-to-peer financing tanpa bunga.

3. Hadis tentang Etika Bisnis

A sk JUE TG 2308 Saldl S edl Osh5 ;) 06 06 L 2 oy e o Gl B

g e 40 o ST 5 0 (0 51459 G35 3350 k) Gl 5l 53 a8

(el dania cdeal s anle Cl 5 o yill s 20 saf ol 5 ) Il V3 2 o dalhagy il &
Dari Anas bin Malik RA, ia berkata: Orang-orang berkata,
'Wahai Rasulullah, harga melambung tinggi! Tetapkanlah
harga untuk  kami.' Rasulullah SAW  bersabda:
'Sesungguhnya Allah-lah yang menetapkan harga, Yang
Menahan, Yang Mengulurkan, dan Yang Maha Pemberi
Rezeki. Aku berharap bertemu Allah dalam keadaan tidak
ada seorang pun dari kalian yang menuntutku atas
kezaliman dalam darah atau harta." (HR. Abu Dawud,
Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad, Hadis ini disahihkan oleh
Tirmidzi)".
Hadis ini terjadi di Madinah ketika terjadi inflasi akibat
kelangkaan pasokan pangan. Masyarakat meminta Nabi
SAW menetapkan harga maksimal, tetapi beliau menolak
dengan menegaskan prinsip ketuhanan dalam pengaturan
ekonomi. Allah sebagai penentu harga absolut Al-Musa’ir
(u~l) melalui mekanisme alamiah <hlly ==l (penawaran
dan permintaan). Al-Shawkani menyatakan bahwa frasa ini
menegaskan larangan intervensi harga selama tidak ada
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distorsi pasar seperti monopoli atau penimbunan (Rahman
et al., 2023). Selain itu, Allah juga sebagai Al-Qabid (u=id)
dan Al-Basit (=44) di mana kedua sifat ini merujuk pada
kuasa Allah dalam menahan rezeki (misalnya melalui
bencana alam yang mengurangi pasokan), dan
melapangkan rezeki (seperti turunnya hujan yang
meningkatkan produksi). Konsep ini menjadi dasar filosofi
stabilitas ekonomi makro dalam Islam (Arifin & Hassan,
2022).

Nabi SAW menolak permintaan penetapan harga karena
harga terbentuk secara alamiah melalui mekanisme pasar
yang adil. Intervensi otoritas berpotensi menzalimi hak
produsen/konsumen, sebagaimana penelitian empiris yang
dilakukan oleh Az-Zuhdi menunjukkan bahwa intervensi
harga di pasar modern meningkatkan risiko black market
sebesar 37% (Az-Zuhdi, 2023). Dalam konteks Kkrisis
pangan 2020-2024, hadis ini mengajarkan pemerintah
fokus pada peningkatan produksi daripada kontrol harga.
Kebijakan larangan _\Sial (ikhtikar/penimbunan) sebagai
bentuk distorsi pasar, ditambah platform digital seperti e-
commerce harus mengadopsi prinsip transparansi harga
tanpa algoritma manipulatif (gharar), serta penghapusan
bunga (riba) yang bertentangan dengan konsep &)\ dapat
menjadi solusi menghadapi persaingan global (Pusvisasari
et al., 2023).

4. Hadis tentang Kemitraan Bisnis

U0 e @ ) el alle A0 La d 5 06 106 Al A om0 o Ge
EIG g e E308 Lalia LadA] GIA 136 dialia Laadal 345 a0 L oK, 3
(PSlall 4ania 52931 ab,y 250 sl ol 5)
Allah SWT berfirman: 'Aku adalah pihak ketiga dari dua
orang yang bermitra selama salah satu dari mereka tidak
mengkhianati yang lain. Jika salah satunya berkhianat, Aku
keluar dari mereka'. (HR. Abu Dawud No. 2931, Hadis ini

disahihkan oleh Al-Hakim).

Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA saat
masyarakat Madinah bertanya tentang etika bermitra
dalam bisnis. Nabi SAW menegaskan prinsip keilahian
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dalam transaksi syirkah, yaitu Allah menjadi "mitra
spiritual" dalam kemitraan bisnis yang adil atau oS8l &l
(pihak ketiga Ilahiah). Abdul Qadir Audah menjelaskan
bahwa frasa ini menegaskan dua prinsip; transendensi atau
keberkahan usaha bergantung pada integritas mitra, dan
immanensi atau Allah mengawasi transaksi melalui
mekanisme 43 4udadl (akuntabilitas diri) (Audah, 2023).
Syarat v ol L (selama tidak berkhianat) dalam hadis di atas
mencakup praktik gharar (menyembunyikan informasi
penting), tadlis (manipulasi data keuangan), dan ikhtikar
(penimbunan keuntungan). Az-Zarkasyi dalam sebuah
penelitiannya menunjukkan 68% kegagalan syirkah
modern disebabkan pelanggaran syarat ini (Az-Zarkasyi,
2022).

Kemudian implikasi We¢w (= @i (Allah Keluar) merupakan
konsekuensi teologis-ekonomi dari adanya pengkhianatan,
ditambah hilangnya 38 (keberkahan) usaha, dan
meningkatnya risiko ¢isWl ol (kerugian material). Dalam
hal ini Bank Indonesia membuktikan usaha syirkah yang
mempertahankan prinsip ini memiliki survival rate 43%
lebih tinggi (Bank Indonesia, 2023). Model syirkah ‘abdan
(kemitraan keahlian) dalam startup teknologi dapat
diimplementasikan  dalam  pembagian keuntungan
berdasarkan kontribusi skill (bukan modal), dan adanya
larangan  non-compete  agreement yang  berakibat
pengerdilan kreativitas.

S. Hadis tentang Tanggung Jawab Sosial
WS 2]l 2 ekl Agnzaliali g e 40 Lo b 050 08 106 2 D) ) 55008 A G
DA 2 ki (614 4 csde sl ol )
Sedekah (termasuk zakat) memadamkan dosa sebagaimana
air memadamkan api.

Hadis ini menunjukkan validitasnya sebagai sumber
hukum dan pedoman amal. Air lawan api merupakan
metafora dalam menegaskan efektivitas sedekah dalam
membersihkan dosa. Api melambangkan kerusakan
spiritual, sedangkan air merepresentasikan pemurnian
(Syukri, 2021). Sedangkan tathir (pembersihan) adalah
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tujuan utama disyariatkannya zakat dan sedekah yang
dapat membersihkan harta dari hak mustahik, serta
menyucikan jiwa dari sifat kikir dan egois (Hariyadi, 2022).
Zakat hukumnya wajib bagi setiap muslim yang sudah
memenuhi syarat sebagai muzakki (orang yang
mengeluarkan zakat), ukuran dan kadar zakat berbeda
tergantung dari jenis zakatnya dan total nisabnya.
Sedangkan sedekah hukumnya sunah, sedekah dapat
berupa materi (uang, makanan) atau non-materi (ilmu,
tenaga, senyum) (Syawwaludin, 2024).

Sindrom "boleh berdosa asal bersedekah" merupakan
argumentasi yang jauh dari kebenaran. Islam menegaskan
sedekah harus disertai taubat nasuha, bukan sebagai
pembenaran untuk maksiat (Munjid, 2022).

Hadis tentang Larangan Ketidakpastian

DA e e iy 4l A0 e d U a8 0B A A i) 85006 o BB o))

(1513 &, ¢alse

Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW melarang jual beli
yang mengandung gharar (ketidakpastian). (HR. Muslim No.
1513).
Gharar merujuk pada ketidakjelasan atau risiko yang tidak
dapat diukur dalam transaksi, yang berpotensi
menimbulkan perselisihan atau kerugian bagi salah satu
pihak. Larangan ini bertujuan menegakkan prinsip
keadilan dan kepastian dalam muamalah. Imam An-
Nawawi mendefinisikan gharar adalah segala transaksi
yang mengandung ketidakpastian objek, harga, atau waktu
penyerahan (Shahid & Noh, 2023). Sedangkan menurut
Ibnu Taimiyah, gharar adalah ketidakjelasan yang
mengakibatkan salah satu pihak tidak mengetahui hakikat
transaksi (Sofiah Rahmawati et al., 2023).
Terdapat tiga bentuk gharar dalam Hadis, pertama, gharar
al-majhul (ketidakpastian objek) seperti praktik menjual
ikan di laut yang belum ditangkap, dan menjual janin
dalam kandungan hewan (dallds) (Fitra Irawan & Purnama
Wari, 2023). Kedua, gharar as-sifat (ketidakpastian
spesifikasi) seperti transaksi jual beli buah sebelum matang
(4a3ia 3% 08 &0 &%) (Nasution & Lubis, 2022). Dan ketiga,
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gharar al-ajal (ketidakpastian waktu) seperti transaksi
berjangka tanpa kepastian waktu penyerahan (Jalaluddin,
2024).

Gharar dalam  fikih muamalah merujuk pada
ketidakpastian (uncertainty) atau ambiguitas yang
berpotensi menimbulkan perselisihan dalam transaksi.
Ulama membaginya menjadi dua kategori utama, pertama,
gharar fahish (=l 4l yang berarti ketidakpastian besar
yang mengakibatkan ketidakadilan atau kerugian
signifikan bagi salah satu pihak. Gharar jenis ini
mempunyai tiga kriteria, yaitu objek transaksi tidak
terdefinisi secara jelas (misal: spesifikasi, kuantitas, atau
waktu penyerahan), risiko asimetris yang tidak
proporsional, dan menyerupai praktik spekulasi (maysir)
atau perjudian. Hukum gharar fahish adalah membatalkan
akad (bathil) menurut ijma' ulama. Kedua, gharar yasir
(bl LA yang berarti ketidakpastian minor yang tidak
dapat dihindari dalam transaksi sehari-hari. Kriteria gharar
jenis ini adalah tidak mengakibatkan kerugian material,
dapat diterima secara umum dalam praktik bisnis (urfj,
dan risiko dapat diprediksi melalui pengalaman atau data.
Adapun hukum gharar yasir adalah ditoleransi (ma'fu
'‘anhu) selama tidak melanggar prinsip keadilan (Bin Mohd.
Noh & Fidhayanti, 2022).

C. Ijma’ (Konsensus Ulama) dalam Ekonomi Syariah
jma’ (konsensus wulama) dan Qiyas (analogi hukum)
merupakan sumber hukum sekunder dalam ekonomi syariah
setelah Al-Qur'an dan Sunnah. Keduanya berperan krusial
dalam menjawab tantangan ekonomi modern yang tidak secara
eksplisit diatur dalam nash primer. Berdasarkan data terbaru,
26% fatwa ekonomi syariah di Indonesia mengadopsi [jma’ dan
Qiyas sebagai landasan penetapan hukum (Zainuddin, 2022).
[jma’ merujuk pada kesepakatan para mujtahid (ahli hukum
Islam) dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW pada suatu
masa terhadap hukum syar’i. Landasan utamanya terdapat
dalam QS. An-Nisa’ ayat 115
S alialy I el Gl e 52 s 4 A 8 e 50 B 330 (383
¢V hman Eigllag
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Artinya. Siapa yang menentang Rasul (Nabi Muhammad) setelah
jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan
orang-orang mukmin, Kami biarkan dalam kesesatannya dan
akan Kami masukkan ke dalam (neraka) Jahanam. Itu seburuk-
buruk tempat kembali.

Ayat di atas menegaskan konsekuensi berat bagi yang
menyimpang dari konsensus umat. Frasa “Gue3dl dui” (jalan
orang-orang mukmin) ditafsirkan sebagai [jma’ (konsensus
ulama) oleh mayoritas Mufassir, termasuk Imam Asy-SyafiT dan
Ibnu Katsir (Amru et al., 2021). Ini karena jalan mukmin yang
dimaksud adalah kesepakatan kolektif dalam masalah syariat,
bukan sekadar kebiasaan sosial. Selain ayat, landasan I[jma’
juga dari Hadis Nabi SAW yang menyatakan:

ez ) 0 5Ll 2iled USER) 2l 136 Al e pids ¥ Ll &)

“Sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat dalam
kesesatan. Maka apabila kalian melihat perselisihan, ikutilah
kelompok mayoritas.” (HR. Ibn Majah).

Hadis ini menjadi landasan otoritas I[jma’. Umat Islam tidak
mungkin bersepakat pada kesesatan karena jaminan Allah
(.Y Zeac). Ini artinya menolak Ijma’ dianggap menyimpang dari
"tangan Allah" yang melindungi komunitas (&3l (Fauzi, 2020).
Ayat and hadis di atas menunjukkan otoritas konsensus ulama
dalam hukum Islam.

Dalam konteks kontemporer, ijma’ diimplementasikan
melalui standarisasi hukum ekonomi syariah, pengembangan
produk keuangan Islam, dan resolusi masalah-masalah
kontemporer (Fitriyah & Rahman, 2024). Lembaga fatwa
modern seperti Dewan Syariah Nasional, organisasi
standardisasi internasional AAOIFI, dan forum wulama
internasional, juga mengimplementasi [jma’ dalam bentuk fatwa
dan kebijakannya (Iskandar & Aiman, 2024). Menurut Abdul
Wahhab Khallaf, [jma’ sah jika memenubhi tiga syarat, dilakukan
oleh mujtahid yang memenuhi kualifikasi ilmu, kesepakatan
bersifat menyeluruh (tidak ada penolakan dari mujtahid lain),
dan berdasarkan dalil naqli (Al-Qur’an/Sunnah) atau giyas yang
valid (Khallaf, 2023).
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Contoh Ijma’ klasik adalah kompilasi Al-Qur’an pada masa
Khalifah Abu Bakar (Fachrurozi & Subhi, 2024), dan keharaman
riba nasi’ah dalam transaksi utang-piutang (Nyanyang, 2020).
Sedangkan [jma’ modern digunakan untuk menjawab isu baru
seperti bioetika dalam [jma’ ulama internasional tentang
keharaman kloning manusia reproduktif (Benagiano & Bianchi,
2023). Para Ushuliyyun mengklasifikasikan Ijma’ ke dalam dua
kategori, Ijma’ Sharih (Eksplisit) atau kesepakatan tertulis
melalui musyawarah resmi, seperti Fatwa DSN-MUI tentang
keharaman bunga bank (2003) (Rofiah et al., 2021), dan [jma’
Sukuti (Tacit) atau kesepakatan implisit melalui diamnya ulama
terhadap suatu pendapat, seperti penerimaan umum terhadap
akad murabahah dalam perbankan syariah (Adam & Putra,
2021).

. Qiyas dalam Ekonomi Syariah
Qiyas adalah metode penalaran analogis yang digunakan
untuk menentukan hukum masalah baru berdasarkan kasus
yang sudah ada, seperti mengembangkan produk keuangan
yang sesuai syariah, dan memberikan solusi untuk tantangan
ekonomi kontemporer. Qiyas adalah menyamakan kasus baru
(far) dengan kasus yang sudah ada hukumnya (ashl) karena
kesamaan ‘llah (alasan hukum). Komponennya meliputi:
1. Ashl: Kasus dasar (misal: riba dalam pinjaman).
2. Far Kasus baru (misal: bunga kredit digital).
3. Hukm: Hukum ashl (haram).
4. Tlah: Sifat bersama (ketidakadilan dalam pertukaran)
Implementasi Qiyas dalam produk keuangan dapat dilihat
dalam penetuan hukum cryptocurrency yang dianalogikan
(Qiyas) pada emas (ashl) karena sama-sama memiliki volatilitas
tinggi dan potensi gharar (A. Masyhadi, 2020). Kemudian kasus
dalam fintech syariah berupa peer-to-peer lending dianalogikan
pada akad wakalah bi al-ujrah (Setiawan & Hilal, 2025).
Selanjutnya asuransi syariah yang diQiyaskan pada sistem
‘agilah (tanggung jawab kolektif suku Arab pra-Islam) untuk
konsep tabarru’ (A. Masyhadi, 2020). Dan yang paling
fenomenal adalah bunga bank yang dianalogikan (Qiyas) pada
Riba Nasi’ah (Zainuddin, 2022):
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Ashl: Riba nasi’ah (QS. Al-Bagarah: 275).

Far Bunga kredit konvensional.

Tllah: Tambahan tidak sah dalam utang-piutang.

Hukm: Haram, berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 01/2004.
Dari empat rukun Qiyas di atas, rukun Tllah sering menjadi
perdebatan karena sulitnya mengidentifikasi ‘llah terutama
dalam derivatif kompleks seperti futures trading (M. Masyhadi,
2024). Jika fllah antara far’ dan ashl tidak selaras, maka
disebut  Qiyas ma’al farig atau  analogi dengan
mempertimbangkan perbedaan kontekstual, seperti penerapan
bagi hasil (mudharabah) pada startup teknologi (Setiawan &
Hilal, 2025). Berikt adalah perbandingan [jma’ dan Qiyas dalam
praktik

e s

Aspek jma’ Qiyas

Sumber Kolektif (ulama) Individual

Otoritas (mujtahid)

Fleksibilitas Terbatas (butuh Tinggi (adaptif
konsensus luas) pada kasus baru)

Contoh Fatwa DSN-MUI Analogi NFT

Modern tentang e-wallet sebagai mal

mutagawwim

Risiko Politisasi Subjektivitas
kepentingan dalam identifikasi
ekonomi ‘illah

. Fatwa Dewan Syariah dalam Praktik Ekonomi Syariah

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
(DSN-MUI) merupakan instrumen krusial dalam pengembangan
ekonomi syariah di Indonesia. Sebagai produk ijtihad kolektif,
fatwa ini berfungsi sebagai landasan hukum operasional bagi
lembaga keuangan syariah (LKS), sekaligus pengikat moral bagi
pelaku ekonomi syariah. Berdasarkan data 2023, 92% LKS di
Indonesia mengadopsi fatwa DSN-MUI sebagai acuan utama
(OJK, 2023).

DSN-MUI memiliki struktur yang terdiri dari Badan Pleno
yang bertanggung jawab untuk menetapkan, mengubah, atau
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mencabut berbagai fatwa terkait produk atau layanan lembaga
keuangan syariah, kemudian Badan Pelaksana Harian yang
menjalankan tugas harian DSN-MUI, dan Dewan Pengawas
Syariah (DPS) yang berfungsi sebagai pengawas implementasi
fatwa DSN-MUI di lembaga keuangan syariah. DSN-MUI terdiri
dari Ulama dan pakar syariah, praktisi keuangan syariah, ahli
dalam bidang figh muamalah, dan otoritas dalam bidang
ekonomi dan keuangan Islam (Jalil & Firdaus, 2023).

Fatwa DSN-MUI berperan dalam memberikan panduan
untuk produk keuangan syariah, menetapkan standar
kepatuhan syariah, dan mengatur operasional lembaga
keuangan Islam (Tartila, 2023). Hal ini karena Fatwa DSN-MUI
diimplementasikan melalui pengembangan produk keuangan
syariah, pengawasan kepatuhan syariah, dan standardisasi
praktik keuangan Islam (Farhan, 2023). Ada tiga kategori Fatwa
DSN-MUI dalam Ekonomi Syariah (Pramudita et al., 2025).
Pertama, fatwa perbankan syariah yang mencakup regulasi
tentang produk pembiayaan, layanan perbankan, dan
manajemen risiko syariah. Kedua, fatwa pasar modal syariah
yang mengatur aspek sukuk dan obligasi syariah, saham
syariah, dan reksadana syariah. Dan ketiga, fatwa asuransi
syariah yang meliputi ketentuan tentang produk takaful,
mekanisme klaim, dan pengelolaan dana peserta. Dalam
sepuluh tahun terakhir, DSN-MUI banyak mengeluarkan fatwa
terkait fintech syariah, di antaranya peer-to-peer lending yang
tercantum dalam Fatwa No.117/2018 tentang kewajiban akad
gardh hasan dengan margin 0%, dan konsensus DSN-MUI
tentang kehalalan sistem blockchain (Fatwa No. 140/2021)
(Fitri, 2023).

Beberapa tantangan utama dalam implementasi fatwa
DSN-MUI meliputi kompleksitas produk keuangan modern,
kebutuhan harmonisasi dengan regulasi nasional, dan
peningkatan literasi publik(Yumni et al., 2025). Namun, ada
beberapa solusi yang dapat dijadikan sebagai bahan
pertimbangan dalam mengambil kebijakan DSN-MUI, di
antaranya adalah penguatan strategi pengembangan framework
regulasi yang komprehensif, peningkatan koordinasi antar
Lembaga, dan program edukasi public (Pramudita et al., 2025).
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Fatwa DSN-MUI memberikan dampak signifikan pada
pertumbuhan industri keuangan syariah, pengembangan
produk inovatif, dan peningkatan kepercayaan publik. Fatwa
DSN-MUI terbukti efektif dalam memberikan kepastian hukum
syariah, mendorong inovasi produk, dan melindungi
kepentingan konsumen. Namun begitu, masih diperlukan
upaya untuk meningkatkan kapasitas SDM, memperkuat
infrastruktur pengawasan, dan mengembangkan sistem
informasi terintegrasi. Fokus pengembangan meliputi
harmonisasi standar fatwa DSN internasional, adaptasi
terhadap perkembangan teknologi, dan peningkatan efektivitas
pengawasan.

Fatwa DSN-MUI merupakan instrumen penting dalam
pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Efektivitas fatwa
DSN-MUI dalam mengatur praktik ekonomi syariah sangat
bergantung pada kualitas implementasi dan adaptasi terhadap
perkembangan zaman. Tantangan yang ada perlu diatasi
melalui penguatan kelembagaan dan pengembangan regulasi
yang berkelanjutan.

. Peran Figh Muamalah dalam Sistem Ekonomi Islam

Figh muamalah merupakan cabang hukum Islam yang
mengatur interaksi manusia dalam kegiatan ekonomi
berdasarkan prinsip syariah. Berbeda dengan ekonomi
konvensional yang berfokus pada maksimalisasi keuntungan,
figh muamalah menekankan keadilan distributif, larangan riba,
dan pencegahan gharar (ketidakpastian yang merugikan). Figh
muamalah dalam konteks sistem ekonomi Islam di Indonesia
mencakup aturan transaksi komersial dan keuangan, prinsip-
prinsip etika dalam bisnis, dan panduan untuk aktivitas
ekonomi yang sesuai syariah (Juhro et al., 2025).

Prinsip-prinsip utama dalam figh muamalah meliputi
larangan riba (bunga), penghindaran gharar (ketidakpastian
berlebihan), penekanan pada keadilan dan transparansi, dan
distribusi kekayaan yang adil (Qoshid et al., 2021). Selain itu,
prinsip keadilan (al-‘adl), prinsip larangan eksploitasi dalam
transaksi sebagaimana penjelasana dalam QS. Al-Bagarah: 275,
prinsip kemaslahatan (maslahah) dalam transaksi yang harus
mendatangkan manfaat dan mencegah kerusakan, prinsip
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keseimbangan (tawazun) dalam distribusi kekayaan yang
proporsional antara pemilik modal dan pekerja, merupakan
pondasi utama dalam implementasi figh muamalah dalam
sistem ekonomi di Indonesia.

Figh Muamalah berperan dalam memberikan kerangka
untuk inovasi produk keuangan syariah di lembaga keuangan
syariah di Indonesia, memastikan kepatuhan syariah dalam
pengembangan produk, dan mendorong integrasi nilai-nilai
Islam dalam sistem keuangan (Al Hadi, 2022) Selain itu, figh
muamalah juga berkontribusi dalam pengembangan standar
kepatuhan syariah, pembentukan kerangka regulasi keuangan
Islam, dan pengawasan praktik keuangan syariah (Tiran, 2023).
Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar
mengintegrasikan figh muamalah dalam regulasi ekonomi
melalui:

1. Perbankan Syariah

a. Akad Murabahah: Fatwa DSN-MUI No. 04/2000
mengatur transaksi jual beli dengan margin tetap, dan
menghindari bunga (riba), seperti contoh pembiayaan
rumah syariah oleh Bank Syariah Indonesia (BSI)
dengan NPF (Non-Performing Financing) hanya 1,8% (BI,
2024).

b. Akad Qardh al-Hasan: pinjaman tanpa bunga untuk
UMKM, diatur dalam UU No. 21/2008 tentang
Perbankan Syariah.

2. Pasar Modal Syariah

a. Sukuk Wakaf: Fatwa DSN-MUI No. 131/2021
memungkinkan wakaf produktif melalui penerbitan
sukuk, dengan underlying asset berupa tanah wakaf
komersial (OJK, 2023).

b. Reksadana Syariah: Mengadopsi akad mudharabah
mutlagah (bagi hasil tanpa batasan sektor), tumbuh
23% pada 2023 (Benali et al., 2025).

3. Kebijakan Fiskal
a. BAZNAS: Penyaluran dana zakat, infak dan sedekah
(ZIS) pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
meningkat sebesar 1% yang berkolerasi terhadap
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penurunan kemiskinan sebesar 8,189% (Munandar et
al., 2020).

BPJS Kesehatan Syariah: Mengganti sistem premi
konvensional dengan akad tabarru’ (sumbangan sosial)
sesuai Fatwa DSN-MUI No. 140/2021.

4. Fintech Syariah

a.

Smart Contract: Mengotomasi akad salam (pesanan)
dalam perdagangan komoditas, mengurangi risiko
default (Kurnaini & Rohmah, 2024).
Artificial Intelligence (Al) untuk Audit Syariah:
Kecerdasan buatan mampu mendeteksi transaksi
bermasalah di e-commerce syariah.

5. Kebijakan Green Economy

a.

Green Sukuk: Penerbitan sukuk senilai Rp 15 triliun
untuk proyek energi terbarukan, menggunakan akad
jjarah (sewa aset ramah lingkungan) (Info, 2023).
Fatwa DSN-MUI No. 140/2023: Mengatur kriteria ESG
(Environmental, Social, Governance) atau Lingkungan,
Sosial, dan Tata Kelola dalam investasi syariah.
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BAB 3

PRINSIP-PRINSIP DASAR DALAM
EKONOMI SYARIAH

A. Pendahuluan

Prinsip-prinsip dasar (basic principles) adalah aturan
pokok atau landasan utama yang menjadi panduan dalam
memahami, menilai serta menerapkan suatu pemikiran atau
konsep tertentu (Schwandt, 2007: 24). Prinsip-prinsip dasar ini
biasanya berupa nilai-nilai etis yang bersifat umum,
fundamental dan universal, sehingga bisa menjadi acuan yang
fleksibel dan dapat diterapkan di sepanjang masa dan dalam
seluruh konteks kehidupan, termasuk bidang ekonomi
(Samuelson, P. A., & Nordhaus, 2010).

Prinsip-prinsip dasar Ekonomi Syariah merupakan nilai-
nilai mendasar atau asas-asas utama yang menjadi pedoman
bagi umat Islam dalam menjalankan segala aktivitas ekonomi.
Asas-asas ini membentuk kerangka nilai yang memandu hal-
hal apa saja yang harus dikerjakan, dihindari, boleh atau tidak
boleh dilakukan, dalam rangka mewujudkan Magqgasid Syariah
(tujuan Syariah Islam), yaitu mencapai keadilan, keberkahan
dan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia (Fauzia et al.,
2019). Prinsip-prinsip dasar dalam Ekonomi Islam antara lain
adalah: 1) Prinsip Tauhid; 2) Prinsip keadilan (‘Adalah); 3)
Prinsip Kebebasan yang Bertanggungjawab; 4) Prinsip Ta’awun;
5) Prinsip Anti Riba, Maysir dan Gharar.
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B. Prinsip Tauhid

Kata “Tauhid” berasal dari Bahasa Arab “wahhada-
yuwahhidu-tauhidan“ yang memiliki arti “mengesakan” (al-
Firuzabadi, 1987: 343). Tauhid merupakan suatu konsep ajaran
Islam tentang keyakinan bahwa Allah Swt. adalah Tuhan Yang
Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya, Pencipta dan Pengatur alam
semesta, serta satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, dan
menjadi tujuan segala bentuk ibadah (Wahhab, 2010). Tauhid
merupakan ajaran pokok dalam Islam, yang menjadi landasan
utama bagi seluruh cabang keilmuan Islam, yang secara garis
besar dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu: Ilmu Akidah, Ilmu Syariah
dan Ilmu Akhlak (Ali, 2007: 2).

Konsep Tauhid bagi pemeluk ajaran Islam, harus
dibuktikan dalam bentuk keyakinan dalam hati, diucapkan
secara lisan, serta diwujudkan dalam bentuk perbuatan.
Pernyataan yang menggambarkan nilai-nilai ketauhidan
tertuang dalam dua kalimah syahadat: “asyhadu an la ilaha illa
Allah wa asyhadu anna Muhamadan Rasul Allah” (Aku bersaksi
bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa
Muhammad adalah Utusan Allah). Ungkapan dua kesaksian
secara lisan ini, harus diyakini di dalam hati, sekaligus juga
harus dibuktikan dalam bentuk perbuatan nyata. Wujud dari
kesaksian tersebut adalah bahwa setiap orang Islam harus
mentaati segala aturan hukum Allah Swt., serta melanjutkan
misi kenabian Muhammad Saw. dalam seluruh bidang
kehidupan, (Hidayatulloh et al., 2024), agar tercapai tujuan
ajaran Islam “rahmatan li al-‘alamin” atau menjadi rahmah bagi
semesta alam (Qs. Al-Anbiya’ [21]:107).

Dalam konteks bidang ekonomi, prinsip Tauhid harus
menjadi landasan utama dan paradigma bagi penyusunan
konsep Ekonomi Syariah serta implementasinya dalam aktifitas
perekonomian umat Islam. Prinsip ini tergambar dalam konsep
kepemilikan yang membedakannya dengan konsep ekonomi
lain, yaitu sistem ekonomi kapitalis dan sosialis (Salim et al.,
2023). Konsep kepemilikan dalam Islam terkait dengan
kedudukan manusia di bumi dan status harta bagi umat Islam
sebagaimana dijelaskan berikut ini:
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Manusia adalah Hamba dan Wakil Allah di Bumi

Konsep tauhid menempatkan Allah sebagai Khaliq
(Pencipta), sedangkan manusia adalah makhluk (ciptaan).
Sebagai makhluk manusia memiliki peran ganda, yaitu
sebagai hamba (Qs. Al-Dzariyat [51]:56), sekaligus wakil
(khalifah) di bumi (Qs. al-Bagarah [2]:30). Dua peran ini
menjadi satu kesatuan yang integral dan tak terpisahkan
dalam konsep dan penerapannya. Ketika seorang muslim
menjalankan kegiatan ekonominya sebagai khalifah, dia
akan berjuang mengembangkan usahanya agar turut
berkontribusi dalam misi memakmurkan bumi. Namun dia
tidak boleh melupakan perannya sebagai hamba yang
harus selalu menjalankan aktivitas ekonominya sesuai
ketentuan Syariah Islam. Implementasi dua peran tersebut,
secara seimbang dalam kehidupan ekonomi akan
mengarahkan umat Islam untuk mencapai kesuksesan,
kemenangan dan kebahagiaan duniawi dan ukhrawi (Fazira
et. al., 2023).

Harta adalah Amanah Allah

Konsep Tauhid meniscayakan bahwa hanya Allah saja yang
memiliki, menguasai dan mengatur segala sesuatu yang
ada di langit dan bumi (Qs. Al-Ma'idah [5]:120). Semua
harta yang ada di bumi, bahkan manusia sendiri
hakikatnya adalah milik Allah semata (Qardhawi, 1997).
Adapun status harta yang dimiliki oleh manusia hanyalah
titipan dan amanah dari Pemilik Yang Sejati. Sebagai harta
titipan, maka umat Islam tidak punya pilihan kecuali
mencari, mengelola dan memanfaatkannya sesuai dengan
ketentuan Penitipnya (QS. Al-Hadid [57]: 7).

Harta adalah Media Menjalankan Ibadah

Konsep Tauhid menekankan bahwa tujuan hidup adalah
beribadah, baik yang bersifat mahdhah maupun ghairu
mahdhah (Jawas, 2012). Harta yang merupakan titipan
Allah bukanlah menjadi tujuan dalam kehidupan,
melainkan hanya sebagai media dan instrumen dalam
menjalankan ibadah. Orientasi dalam mencari nafkah dan
memanfaatkannya harus dimulai dengan niat ibadah serta
diarahkan hanya untuk tujuan ibadah karena Allah Swt.
dengan niat dan tujuan ibadah, setiap muslim akan
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berhati-hati dalam kegiatan ekonominya agar tidak
melanggar rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam
syariah Islam.
d. Manusia bebas terbatas dalam mengelola harta

Konsep Tauhid mengajarkan bahwa segala harta yang kita
miliki berasal dari Allah dan pengelolaannya akan diminta
pertanggungjawaban oleh-Nya (Muji, 2024). Oleh karena itu
kebebasan yang diberikan kepada manusia tidaklah
mutlak. Ada batas yang berupa pertanggungjawaban
manusia sebagai hamba Allah Swt.

C. Prinsip Keadilan

Kata “keadilan” berasal dari Bahasa Arab “al-‘adalah (dla=))”,
Secara etimologis atau bahasa (lughawi) kata al-‘adalah berasal
dari kata dasar ‘adl (J*&) yang memiliki makna “adil” (Isfahani,
2017). Keadilan, memiliki beberapa arti, yaitu: Kesamaan (Jiill),
keseimbangan (oJ\sY); tidak berat sebelah atau tidak memihak,
dan menempatkan sesuatu pada tempatnya (4za3s & eo8 plas)
(Shihab, 1996).

Pengertian al-‘adalah secara terminologis dikemukakan
oleh para tokoh muslim dan ulama dengan redaksi yang
berbeda namun memiliki substansi dan tujuan yang sama.
Beberapa pokok pemikiran tentang keadilan dikemukakan
sebagai berikut:

a. Keadilan adalah dasar pokok dari segala sesuatu. Al-Quran
menegaskan pentingnya menegakkan keadilan dalam
setiap urusan (Qs. al-Nisa’ [4]: 58); Allah Swt. menjadi saksi
yang adil (Qs. al-Maidah [5]:8). Ibn Taymiyyah menyatakan
bahwa dengan keadilan, langit dan bumi mampu tegak
berdiri (Ibn Taymiyyah, tt., 146). Keadilan merupakan asas
utama dalam ajaran Islam, yang menjadi tolok ukur tegak
dan tumbangnya kehidupan manusia dan seluruh
makhluk di muka bumi. Agar penegakan keadilan sesuai
dengan tujuan syariat, maka konsep keadilan harus
didasarkan pada Al-Qur’an dan Sunnah (Qs. al-Hadid [57]:
25), dan menurut al-Syaukani bukan sekadar atas
pertimbangan akal (Taufiki et al., 2022). Di sini konsep
keadilan harus diselaraskan dan diwujudkan dalam
kerangka konsep Tauhid. (Jawas, 2008).
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b. Keadilan menjadi hak manusia. Sebagai makhluk Allah
setiap manusia berhak diperlakukan adil, karenanya
keadilan menjadi hak sekaligus kewajiban. Al-Qurthubi
menekankan pentingnya keadilan dengan prinsip
kesetaraan di antara manusia yang didasarkan pada
ketentuan Sang Pencipta (Al-Qurthubi, 2006: 165).
Keadilan adalah pemenuhan hak-hak seseorang tanpa
dipengaruhi hawa nafsu, ego pribadi, atau permusuhan (Al-
Maraghi, 1974: 69), sehingga kebenaran didekati
berdasarkan fakta dan memberikan hak kepada masing-
masing individu secara proporsional.

c. Keadilan merupakan sifat jiwa yang seimbang dan
mewujudkan tindakan mulia. Al-Ghazali menekankan
keadilan sebagai “sifat jiwa yang menjadikan seseorang
memiliki sikap moderat dalam pemikiran, perasaan, dan
tindakannya, serta mampu menjauhkan dirinya dari
kezaliman memberikan hak kepada seseorang sesuai
dengan proporsinya (Al-Ghazali, tt.: 165).

d. Keadilan adalah tindakan bijaksana yang menempatkan
sesuatu sesuai kebutuhan pada tempatnya. (Shihab , 2007:
111)

e. Keadilan adalah keselarasan antara aspek lahiriah dan
batinah. Sufyan. Keadilan menciptakan keseimbangan
dalam masyarakat, yang mendorong kemajuan dan
kejayaan (Mutahhari, 2009: 360).

Pemikiran-pemikiran di atas menggambarkan konsep
keadilan dalam ruang lingkup yang sangat luas meliputi
seluruh aspek kehidupan. Karena itu nilai-nilai keadilan harus
ditanamkan dalam jiwa setiap insan, yang akan menuntun dan
membentuk pola pikir dan tindakan nyata yang selaras dengan
tujuan syariat Islam, yaitu terciptanya kesejahteraan yang
berkeadilan bagi seluruh umat manusia. Kesetaraan manusia
sebagai makhluk Allah meniscayakan perlakukan yang sama.
Namun situasi manusia yang berbeda, dapat juga menyebabkan
manusia harus diperlakukan tidak sama, melainkan harus
seimbang dan proporsional sesuai kondisi dan kebutuhan.
Maka menempatkan sesuatu pada tempatnya yang sesuai juga
bisa mencerminkan makna adanya rasa keadilan dalam
masyarakat.
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Dalam konteks Ekonomi Islam, konsep keadilan akan

diurai sesuai dengan macam-macam pengertiannya, yaitu
berarti kesamaan, keseimbangan dan menempatkan sesuatu
pada tempatnya.

1.

Kesamaan (Jlil atau musawa)

Pada dasarnya status, kedudukan dan derajat manusia
setara di hadapan Allah, hanya satu-satunya faktor
pembeda kemuliaannya terletak pada faktor ketaqwaannya
(Qs. al-Hujurat [49]:13) Oleh karena itu setiap individu
berhak diperlakukan dan diberi kesempatan yang sama
dalam memperoleh dan memanfaatkan harta, serta
dilindungi hak  kepemilikannya. Kesamaan  hak
kepemilikan atas harta bagi setiap individu merupakan
perwujudan dari konsep keadilan dengan makna “sama”.
Menurut al-Ghazali, keadilan yang merupakan salah satu
pembentuk akhlak mulia (Al-Ghazali, 2000), bukan hanya
menyangkut pemenuhan hak saja, tapi juga pencegahan
dari perbuatan yang merugikan orang lain (Al-Ghazali,
2000). Salah satu tujuan syariat Islam (Magasid Syariah)
adalah menjaga harta (Hifz al-Mal) (Asy-Syatibi, 1997), yang
berarti setiap harta yang dimiliki manusia dilindungi oleh
hukum Islam, tidak boleh diambil, dijual, dirampas, dicuri
atau dipergunakan untuk kepentingan apapun oleh orang
lain tanpa seizin pemiliknya.

Keseimbangan (o))

Setiap transaksi ekonomi dan bisnis harus memberikan
keuntungan kepada semua pihak, tidak boleh ada salah
satu pihak yang secara sengaja dirugikan. Keuntungan
kedua belah pihak tidak harus sama, tetapi tergantung
pada posisi dan porsi masing-masing. Hal ini perlu diawali
dengan kesepakatan masing-masing pihak yang saling
memberikan manfaat. Misalnya dalam jual beli, kedua
belah pihak yang bersepakat akan memperoleh manfaat.
Penjual diuntungkan dengan barangnya laku dan
memperoleh laba, sementara pembeli mendapatkan barang
sesuai yang dibutuhkan. Penjual dan pembeli memperoleh
keuntungan dan manfaat yang seimbang sesuai peran dan
kebutuhannya.
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Prinsip keseimbangan pada dana tabarru’ (non-profit)
terdapat dalam pedistribusian harta secara adil. Dalam
setiap harta yang diperoleh mengandung unsur sosial. Ada
hak kaum duafa yang harus disalurkan sesuai dengan
syariat Islam, yaitu melalui zakat, infaq, sedekah dan wakaf
(Suhartono et.al., 2024). Prinsip keseimbangan juga dapat
dilihat dari transaksi Kerjasama dengan prinsip bagi hasil
(Husaini, 2015), misalnya akad mudharabah, musyarakah
atau muzaraah. Masing-masing pelaku transaksi
memainkan peran, kontribusi, pekerjaan yang berbeda,
tetapi memiliki tujuan sama, yaitu sama-sama
menghasilkan keuntungan/manfaat. Keuntungan yang
diperoleh tidak harus sama, namun seimbang karena
ditentukan oleh kontribusi dan porsi, serta sesuai
kesepakatan.

Suatu transaksi dikatakan tidak seimbang, ketika salah
satu pihak dirugikan, atau secara sengaja dirugikan.
Sebagai contoh, riba termasuk wujud ketidakadilan dalam
ekonomi syariah karena hanya salah satu pihak saja yang
diuntungkan, sedangkan pihak lainnya dirugikan (Afif et
al., 2021). Pada dasarnya riba dihasilkan dari akad tabarru’
atau transaksi kebajikan yang seharusnya tidak boleh
mendatangkan keuntungan finasial. Riba harus dihindari,
dan sebagai penggantinya adalah kerjasama dengan prinsip
bagi hasil, misalnya akad mudharabah dan musyarakah
(Karen Hunt-Ahmed, 2013: 45-46).

Dalam konsumsi Islam, perilaku perilaku kikir, boros dan
berlebihan dalam belanja dan menggunakan harta juga
termasuk ketidakadilan. Islam mengajarkan sikap yang
seimbang antara dua kutub yang bertentangan, yaitu tidak
kikir serta tidak boros dan berlebihan. Perilaku ini juga
menggambarkan keadilan bagi diri sendiri dan orang lain.
Menempatkan sesuatu pada tempatnya (4= b ¢o8)) ias).
Nilai-nilai keadilan dalam transaksi ekonomi
mengharuskan semua pihak memperoleh keuntungan, dan
tidak ada pihak yang dirugikan sehingga tidak ada unsur
kezaliman di dalamnya. Menempatkan sesuatu pada
tempatnya yang juga berarti menempatkan diri pada posisi
yang tepat dan benar sesuai syariah Islam, akan
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menghadirkan keadilan, sekaligus menghindarkan diri dari
praktik kezaliman. Beberapa praktik transaksi ekonomi
yang mengandung kezaliman, karena tidak bertindak dan
berperilaku yang semestinya, di antaranya adalah:

Ihtikar, menimbun barang-barang terutama bahan
kebutuhan pokok yang menyebabkan kelangkaan dan
berakibat kenaikan harga di pasar (Taufiq, 2020).
Seharusnya barang-barang dagangan didistribusikan
secara adil, tidak boleh ditimbun dan dimonopoli oleh
seseorang atau sekelompok orang saja. Tidak
mendistribusikan barang-barang komoditas di pasar-
pasar sama artinya dengan tidak menempatkan
sesuatu pada tempatnya, yang berakibat kerugian bagi
Masyarakat luas;

Talaqqi rukban, menghadang pedagang dari luar kota
dengan tujuan untuk menutup akses mereka pada info
perkembangan harga pasar (Pasarela, 2021).
Tujuannya agar orang yang menghadang (tengkulak)
bisa memperoleh keuntungan yang lebih besar karena
bisa memborong barang dagangan dengan harga yang
jauh dari harga normal (Sarwadi, 2018). Di sini pihak
pedagang yang dirugikan.

Muthaffif, orang yang melakukan kecurangan dalam
perdagangan dengan cara megurangi takaran atau
timbangan  (Al-Hikmah, 2011). Tindakan ini
memberikan keuntungan hanya pada penjual,
sedangkan pembeli dirugikan karena haknya atas
barang yang dibeli berkurang dari jumlah atau volume
yang semestinya. Praktik ini salah satu bentuk
ketidakjujuran dalam transaksi ekonomi dan bisnis,
yang menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak.
Penjual yang tidak transparan tentang adanya
kecacatan suatu barang atau uang/barang palsu juga
termasuk kategori tidak jujur, yang tujuannya hanya
demi meraup keuntungan bagi penjualnya sendiri.
Tidak mengonsumsi barang halal dan thayyib (baik)
termasuk ketidakadilan. Makanan atau barang halal
dan baik menjadi keniscayaan untuk dipilih karena
akan membawa kebaikan dan keberkahan, baik bagi
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jasmani maupun rohani (Rasyid, 2020). Sebaliknya
mengabaikan dua aspek tersebut akan mengakibatkan
keburukan. Aspek kehalalan meliputi zatnya atau cara
memperoleh dan menggunakannya. Benda-benda yang
diharamkan dalam al-Quran, antara lain khamr
(barang yang memabukkan), babi, darah serta hewan
yang disembelih bukan karena Allah. (Qs. Al-Maidah
[5]: 3).

D. Kebebasan yang Bertanggungjawab

Peran manusia sebagai khalifah (wakil) Allah di bumi
berkonsekuensi pemberian hak dan kompetensi kepada
manusia untuk mengelola bumi agar tercapai kemakmuran bagi
alam semesta (Qs. al-An’am [6]:165). Anugerah dari Allah yang
berupa akal pikiran (Qs. Al-Nahl [16]:78), memberikan
kemampuan bagi manusia untuk memperoleh pengetahuan
melalui pengamatannya terhadap ayat-ayat kauniyah (Surah Ali
Tmran [3]: 190-191), yang berupa alam semesta sebagai salah
satu tanda-tanda kekuasaan-Nya. Kemampuan akal pikiran
manusia tidak dapat dibiarkan berkelana tanpa batas, karena
itu terdapat ayat-ayat kauliyah yang memandu langkah-
langkahnya, yang berupa dalil-dalil al-Quran dan Hadis (Amin,
2018). Sehingga penggunaan kedua macam ayat tersebut dalam
proses belajar manusia, akan ditemukan langkah-langkah yang
tepat dalam pengelolaan alam yang memberikan kemanfaatan
yang besar umat manusia.

Selain modal akal pikiran bagi manusia dalam pengelolaan
alam, pemberian hak kepemilikan atas harta serta kebebasan
untuk memanfaatkannya bagi setiap individu atau kelompok
merupakan suatu keniscayaan. Dengan kebebasan itu manusia
memiliki keleluasaan untuk mendayagunakan akal pikirannya,
serta mengembangkan kreativitas dan inovasinya dalam
kegiatan berekonomi, sehingga tercipta kesejahteraan dan
kemaslahatan bersama (Hamalatul Qur’an, 2024). Harapan ini
akan terwujud jika kebebasan manusia dibatasi dengan
batasan yang ideal, yaitu ketentuan dan aturan yang berasal
dari Sang Pencipta, yang posisinya jauh di atas derajat manusia
(makhluk-Nya). Dengan demikian mereka memiliki prinsip atau
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pijakan yang kuat dan fundamental dalam setiap pemikiran dan
tindakannya.

Kebebasan yang diberikan tidaklah bersifat mutlak, karena
pada hakikatnya harta yang dimilikinya hanya titipan dari Allah
Swt. Sejak proses pencarian harta kekayaan sampai
penggunaannya harus sesuai dengan Kehendak Sang Penitip
sejati (Nizaruddin, 2019). Di sinilah status manusia sebagai
hamba diperankan pula, dengan menjalankan ketaatan tanpa
syarat dalam setiap aktifitasnya. Sebaliknya kebebasan yang
tak terbatas akan memunculkan egoisme individu dan konflik
sosial karena adanya benturan kepentingan yang berakibat
saling menjatuhkan dan menghancurkan. Norma dan rumusan
aturan yang didasarkan pada pemikiran manusia semata, tanpa
sandaran pada nilai-nilai Ilahiyah sangat rentan dan bias
dengan kepentingan sekelompok masyarakat, bahkan bangsa.
Biasanya pihak yang kuat akan menyusun aturan dan undang-
undang untuk memenuhi kepentingan kelompoknya sendiri,
sedangkan pihak yang lemah cenderung dirugikan.

Kebebasan dalam Islam adalah kebebasan yang
bertanggungjawab, bukan kebebasan yang seluas-luasnya
tanpa batas. Ini berbeda dengan dua sistem ekonomi yang
dikenal memiliki konsep yang bertentangan, yaitu sistem
ekonomi kapitalis dan sosialis. Sistem ekonomi kapitalis
memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada individu
untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, memilikinya
dengan hak penuh atas semua hasil usahanya, serta
menggunakannnya secara bebas untuk mencapai keuntungan
pribadi, tanpa mengenal hak milik sosial di dalamnya. Sistem
ekonomi Islam berada pada posisi atengah-tengah di antara
kedua sistem ekonomi di atas.

Heath, menegaskan bahwa kaum (kapitalis) konservatif
mengakui hak individu terhadap harta, mendukung pasar
bebas dan menentang kekuasaan negara. Mereka juga menolak
gagasan bahwa setiap orang wajib membantu satu sama lain
(Heath, 2010). Karena itu Piketty, mengkritik ideologi ini yang
menekankan pemberian hak milik pribadi tanpa batas, serta
mengharuskan setiap masyarakat membenarkan
ketidaksetaraan ekonomi yang seringkali merupakan hasil dari
keputusan politik dan ideologi, bukan semata-mata hasil dari
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pasar bebas (Piketty, 2020). Ketidakadilan sistem ini tampak
dari solusi yang ditawarkannya agar dilakukan pajak kekayaan
progresif dan redistribusi aset untuk mengurangi ketimpangan.
Menurutnya hak milik pribadi harus dilihat sebagai hak
sementara yang dapat dibatasi untuk kepentingan umum
(Piketty, 2020).

Sebaliknya, dalam sistem ekonomi sosialis yang diametral
dengan sistem kapitalis, hak individu atas harta dibatasi,
terutama kepemilikan atas alat-alat produksi demi mencapai
keadilan sosial dan pemerataan kekayaan. Menurut Karl Marx,
kepemilikan pribadi atas alat produksi menyebabkan
eksploitasi kelas pekerja dan ketimpangan social, yang akhirnya
melahirkan sejarah perjuangan kelas oleh masyarakat dari
masa ke masa (Marx, 1867). Di sini peran individu dan
masyarakat sangat dibatasi, sedangkan peran neegara sangat
dominan.

. Prinsip Ta’awun (Tolong Menolong)

Kata ta‘awun (usd), secara etimologis berasal dari akar
kata 'a-wa-na yang mempunyai arti saling tolong-menolong atau
saling membantu (al-Isfahani, 1991). Secara terminologis,
ta'awun mengandung makna saling memberikan manfaat
dalam hubungan sosial yang dibangun atas dasar solidaritas
dan kepedulian terhadap sesama, untuk tujuan kebaikan dan
ketakwaan. Ta‘awun ini menjadi prinsip dasar ajaran Islam,
termasuk dalam bidang ekonomi. Terdapat banyak dalil-dalil
normatif tentang kewajiban saling tolong menolong antara lain
dijelaskan dalam Al-Qur’an surah al-Maidah ayat 2:

5l s ) e 1353 Y5 5585 ) e 15l
"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan
dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan
permusuhan.” (Qs. Al-Maidah [5]:2)

Ayat di atas memerintahkan umat Islam untuk melakukan
semua aktivitasnya dengan saling bekerja sama dengan sesama
manusia dengan cara-cara yang baik dan untuk mencapai
kebaikan sesuai syariat Islam, bukan dengan kezaliman dan
eksploitasi (Katsir, 1999), yang mengakibatkan kerugian pada
salah satu pihak atau masyarakat pada umumnya.
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Penerapan prinsip taaawun pada setiap kegiatan ekonomi
akan menghindarkan diri seorang muslim dari perilaku
menyimpang, seperti mementingkan keuntungan hanya untuk
diri sendiri atau secara sengaja membebankan kerugian hanya
hanya pada pihak lain. Prinsip ta‘awun sebagai prinsip dasar
Ekonomi Syariah tidak hanya diterapkan dalam konteks
kegiatan sosio-ekonomi yang bersifat tabarru’ atau non-profit
saja, melainkan juga pada aktifitas ekonomi yang bersifat tijari
atau berorientasi bisnis. Dengan demikian prinsip ini berlaku
untuk semua transaksi ekonomi dan bisnis yang termasuk
ranah muamalah antara seorang muslim dengan muslim
lainnya atau pihak lain yang non muslim (Antonio, 2001: 115-
117).

a. Prinsip Ta’awun dalam Kegiatan Sosial

Prinsip tolong-menolong dalam bidang sosial ekonomi

diterapkan pada kegiatan pengelolaan dana-dana filantropi

Islam, yaitu: dana ZIS (zakat, infaq, sedekah), wakaf dan

kurban oleh lembaga-lembaga formal seperti Badan Amil

Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat

Nasional/Lembaga Amil Zakat (LAZNAS/LAZ), Unit

Pengumpulan Zakat (UPZ) (Antonio, 2012:45-50). Selain itu

sekelompok orang dalam suatu komunitas/paguyuban

secara non formal tak jarang juga melakukan pengumpulan
dan penyaluran dana-dana tersebut secara insidentil pada

acara-acara tertentu (Rifa’i, 2016: 132-135).

Lembaga-lembaga keuangan syariah (LKS) yang berbasis

bisnis, di samping menjalankan bisnisnya sebagai kegiatan

inti, juga dapat melakukan kegiatan sosial dengan prinsip
saling tolong-menolong di antara para anggotanya (Hasan,

2015). Dua kegiatan ini (bisnis dan sosial) dijalankan

secara terpisah, karena keduanya memiliki orientasi dan

tujuan yang berbeda dan karena itu tidak boleh
dicampuradukkan. Pada dasarnya bisnis itu berbasis
profit-oriented yang mengharuskan adanya keuntungan,
sedangkan sosial bersifat nirlaba (non-profit) yang tidak

meniscayakan keuntungan secara finansial (Antonio, 2021:

225-228). Namun keduanya harus saling mendukung dan

bekerjasama satu sama lain untuk kepentingan bersama.

Jika suatu lembaga sosial mampu mendatangkan laba atau
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bagi hasil dari unit usaha bisnisnya, maka pendapatan
tersebut dialokasikan untuk kepentingan sosial bukan
untuk individu. Kegiatan ini yang biasa disebut social
entrepereneurship (Saputra, 2025).

Prinsip taawun sosial pada LKS ditunjukkan pada jenis-
jenis produknya. Misalnya pada asuransi syariah sebagai
salah satu industri keuangan modern, terdapat produk
asuransi jiwa yang bersifat tabarru’. Para peserta
(pemegang polis) saling membantu dalam menanggung
risiko dengan kontribusi sukarela yang dikelola secara
amanah oleh pihak asuransi (Afandi, 2022). Selain itu
terdapat produk inovatif sebagai hasil kolaborasi antara
lembaga asuransi syariah dengan lembaga wakaf, yaitu
produk wakaf melalui wasiat manfaat asuransi jiwa
syariah. Contoh lain pada koperasi syariah atau BMT,
adalah himbauan pemberian dana ZIS bagi anggota
penerima pembiayaan kepada LKS biasanya dilakukan
pada saat anggota membayar angsuran tiap minggu, bulan
atau sesuai waktu yang disepakati. Dana yang
dikumpulkan dipakai untuk membantu anggota yang
membutuhkan, baik sebagai derma maupun sebagai modal
usaha melalui akad pembiayaan gardh al hasan (Purwadi,
2016).

Prinsip Ta’awun dalam Kegiatan Bisnis

Suatu transaksi bisnis apapun yang dilakukan oleh
seseorang atau sekelompok individu dengan LKS, pada
hakikatnya menggambarkan wujud tolong-menolong di
antara kedua belah pihak. Masing-masing pihak
memperoleh keuntungan sesuai kebutuhannya melalui
kerjasama yang saling membantu tersebut. Misalnya dalam
pembiayaan mudharabah, pihak LKS (shahib al-mal) dapat
menyalurkan dananya untuk kegiatan bisnis, sedangkan
pihak anggota/nasabah (mudharib), dapat menjalankan
usaha produktif dengan modal yang diperolehnya dari LKS.
Kemudian keduanya akan memperoleh keuntungan berupa
bagihasil, bahkan kerjasama tersebut menjadi keping-
keping mozaik yang dapat berkontribusi bagi masyarakat
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luas, karena kegiatan mereka yang berdampak bagi
pertumbuhan ekonomi secara umum (Hidayatullah, 2020).
Wuyjud ta’awun pada ranah bisnis yang bersifat khusus
dapat dilihat pada contoh pemberian keringanan atau
penjadwalan ulang pada kasus pembiayaan murabahah
bermasalah (Haris, 2010). Pada kasus anggota/nasabah
yang menghadapi masalah keuangan atau terkena musibah
sehingga tidak mampu melakukan pembayaran, kedua
pihak saling membantu untuk mencarikan solusi yang
tidak menzalimi salah satu pihak. Pihak LKS dapat
membantu dengan cara memberikan keringanan
pembayaran atau strukturisasi pembayaran, sedangkan
pihak lainnya terus berusaha secara maksimal dengan
iktikad baik untuk dapat melakukan pembayaran sampai
lunas, misalnya dengan menjual agunan, aset, dan
sebagainya (Ramadhani, 2021).

Paparan tentang prinsip tolong-menolong di atas
menunjukkan salah satu keunggulan ajaran Islam tentang
keseimbangan antara kepentingan bisnis
(individu/kelompok) dengan kebutuhan sosial.
Kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat
harus diselaraskan dan tidak saling dipertentangkan agar
tidak merugikan salah satu pihak. Namun ketika terjadi
benturan dua  kepentingan yang belum  bisa
dikompromikan, maka prioritas kepentingan harus
diletakkan pada kesejahteraan dan kemaslahatan umum
(Fadllan et al., 2022).

F. Prinsip Anti Riba, Gharar Dan Maysir

Prinsip anti riba, gharar dan maysir menjelaskan bahwa
setiap transaksi atau akad dalam ekonomi Islam harus terbebas
dari ketiga unsur ini untuk menjamin rasa keadilan dan
mencapai kemaslahatan bersama bagi semua pihak. Transaksi
yang mengandung salah satu dari ketiga unsur tersebut akan
menyebabkan kezaliman dan kerugian pada salah satu pihak
serta mengikis nilai-nilai akhlak dengan absennya rasa
kepedulian dan solidaritas antar sesama. Masing-masing pihak
hanya berpikir keuntungan dan kepentingan dirinya sendiri,
serta cenderung mengabaikan hak-hak dan kepentingan orang
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lain. Prinsip menghindari riba, gharar dan maysir dalam
transaksi ekonomi dan bisnis ini akan dipaparkan dari
pengertian, kriteria serta hal-hal yang terkait dengan ketiganya.
a. Riba (GY(
Kata riba berasal dari kata Arab kata "4)" yang memiliki arti
"tambah, penambahan" atau "kenaikan". Menurut istilah
riba berarti penolakan penggantian sesuatu dengan sesuatu
yang lain yang tidak sesuai menurut pandangan syara pada
saat pelaksanaan akad dan/atau ketika berakhirnya proses
pertukaran (Mubarok,2013:4), atau tambahan yang
disyaratkan pada suatu akad pinjam-meminjam (hutang
piutang) atau jual beli yang bertentangan dengan ketentuan
syariat, sehingga menimbulkan ketidakadilan (Wahbah al-
Zuhaili, 2011). Larangan riba ditegaskan dalam al-Quran,
antara lain pada surah al-Bagarah [2]: 275 dan Ali Imran
[3]:130, yaitu: )
gl a5as a4 Oals
“-., Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan
riba.....” (Qs. al-Baqarah [2]:275

[ @
S s L2

AL &ET a1 8050 Ak Bl 15050 1R Y 1l @
“‘Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah
kepada Allah agar kamu beruntung.” (Qs. Ali Imran [3]:130.
Ayat pertama membandingkan riba dengan jual beli pada
aspek hukumnya yang berlawanan, yaitu jual beli halal,
sedangkan riba haram. Secara konsep keduanya berbeda.
Jual beli berbasis pertukaran antara uang dengan barang,
yang pada umumnya disertai keuntungan dengan
menaikkan harga barang dari nilai produksi atau dari
pembelian awal. Sedangkan dalam riba penambahan jumlah
uang dalam hutang-piutang (pinjam-meminjam) tidak ada
imbangannya, atau tidak ada barang yang dijadikan patokan
penambahan uang atau harganya. Karena itu tambahan
tersebut dianggap tidak sesuai dengan ketentuan syariat.
Sedangkan ayat yang kedua menjelaskan tentang riba yang
berlipatganda, yaitu penambahan pada hutang-piutang yang
berlipat-lipat dari nilai semula akibat tertundanya
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pembayaran atau pelunasannya. Akibatnya praktik tersebut

menimbulkan kezaliman pada salah satu pihak.

Suatu transaksi termasuk kategori riba atau tidak,

ditentukan oleh kriteria-kriteria sebagai berikut:

1) Adanya tambahan yang disyaratkan dalam transaksi
hutang-piutang
Ini terjadi pada praktik hutang-piutang dengan
menetapkan syarat di awal transaksi, bahwa penerima
hutang mempunyai kewajiban membayar hutangnya
dengan tambahan jumlah tertentu. Biasanya tambahan
tersebut menggunakan persentase dari jumlah
hutangnya.

2) Tidak ada pertukaran yang seimbang antara kedua
pihak;
Kriteria bisa terjadi pada dua pihak yang melakukan
pertukaran (jual beli) barang-barang tertentu dengan
ukuran atau jumlah pertukaran yang tidak sama. Obyek
pertukaran dimaksud adalah barang-barang ribawi,
yaitu: emas, perak, gandum, kurma, dan garam. (HR.
Imam Muslim, No.1587).

3) Transaksi yang mengandung unsur ketidakadilan dan
eksploitasi.
Melipatgandakan tambahan atau denda pada hutang-
piutang yang belum bisa dilunasi pada saat jatuh tempo,
menjadikan beban hutang debitur (penghutang)
semakin besar dan memberatkan. Dalam kondisi seperti
itu dia semakin tidak mampu untuk melunasi
hutangnya yang semakin banyak.

Para ulama membagi riba menjadi riba al-nasi’ah dan riba al-

fadl. Riba al-nasiah terkait dengan hutang piutang karena

ada penangguhan pembayaran hutang, adapun riba al-fadl

berhubungan dengan penambahan pada pertukaran barang

(ribawi) yang sama tanpa adanya penundaan (Al-Zuhaili,

2011:309-312). Misalnya pertukaran emas 5 gram dengan

emas 6 gram. Pertukaran tersebut secara tegas dilarang oleh

Nabi Saw., karena benda ribawi dapat dijadikan obyek

pertukaran dengan syarat dilakukan secara tunai dan

jumlah yang sama. (HR. Imam Muslim, No.1587).
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Hukum keharaman riba disepakati oleh semua ulama (al-
Nawawi, 2000: 396), dengan berbagai alasan penindasan
bagi kaum yang lemah, serta karena dampak negatif yang
ditimbulkannya terhadap akhlak serta keadilan dan
kesejahteraan bagi masyarakat. Menurut Ibnu Qayyim (w.
751 H / 1350 M), riba dapat menumbuhkan sifat-sifat tamak
dan serakah, serta merusak akhlak dan moral individu dan
masyarakat (Ibn al-Qayyim, tt.:50). Demikian pula Ar-Razy
(w. 606 H / 1210 M) berpendapat bahwa riba akan
menanamkan perilaku ketergantungan untuk memperoleh
keuntungan secara mudah dan cepat tanpa melakukan daya
usaha Al-Razi, tt.:123). Al-Ghazali juga menegaskan bahwa
riba mengandung unsur kezaliman, karena mengampbil
kelebihan dari kaum yang lemah (al-Ghazali, 1997: 97), serta
penindasan ekonomi yang secara tegas dilarang oleh syariat
(Ibnu Qudamah, 1994:166).

Persoalan riba akan terus menjadi kajian yang tak
berkesudahan, terutama pada era digital saat ini, di mana
telah terjadi tranformasi luar biasa dalam kegiatan ekonomi
dan bisnis modern. Transaksi konvensional beralih menjadi
pola digital, sehingga bermunculan persoalan-persoalan
baru terkait riba. Persoalan lama “apakah bunga bank
termasuk riba atau tidak”, sampai saat ini masih menyisakan
kontroversi. Persoalan-persoalan baru seperti jual beli emas
digital danE-mas di Lembaga Keuangan Syariah saat ini
masih menuai  perdebatan, karena  diindikasikan
mengandung unsur riba. Emas sebagai alat tukar yang
termasuk benda ribawi pada masa Rasulullah Swt., apakah
masih berlaku saat ini ketika fungsi emas sudah berubah
menjadi barang komoditas.

Akar masalah terjadinya kontroversi tersebut antara lain
terletak pada definisi substansial antara eksploitasi ekonomi
dengan imbal hasil yang bersifat produktif; konsepsi fikih
klasik yang literal dengan fikih kontemporer yang
kontekstual; serta realitas sistem keuangan global yang
mengharuskan umat Islam mencari berbagai alternatif
instrumen, perbankan syariah, asuransi syariah, dan
sebagainya. Dengan demikian persoalan sekitar riba akan
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terus menjadi kajian di kalangan umat Islam, selama
transaksi ekonomi masih berjalan

. Gharar (Lo&(

Kata Gharar berasal dari bahasa Arab, yang berarti risiko

tinggi, penipuan, ketidakpastian, atau ketidaktahuan

terhadap akibat suatu hal. Gharar adalah sesuatu yang
mengandung bahaya, ketidakjelasan, atau kerugian (Ibn

Manzur, 1993:341). Menurut istilah fikih muamalah gharar

berarti ketidakpastian atau ketidaktahuan yang penting

dalam akad yang dapat menyebabkan sengketa atau
ketidakadilan. Al-Sarakhsi menjelaskan, bahwa gharar
adalah suatu akad atas sesuatu yang belum jelas dari aspek
wujudnya, kadarnya, atau kemampuannya untuk
diserahkan, (Al-Sarakhsi, Al-Mabsuth, 1993: 28) sehingga
menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak. Karena itu,
menekankan pentingnya kejelasan dalam setiap transaksi

untuk menghindari gharar (al-Zuhaili, 2011).

Suatu akad disebut gharar apabila mengandung salah satu

kriteria sebagai berikut: (Al-Qardhawi, 1995): a) Terdapat

ketidakjelasan pada obyek akad; b)Tidak ada kepastian hasil
atau konsekuensi dari transaksi; c) Tidak ada informasi yang

lengkap ; d) Obyek akad tidak mampu diserahterimakan; e)

Terdapat unsur spekulasi yang dominan.

Mengenai macam-macamnya, para ulama membagi gharar

menjadi beberapa kategori (Al-Zuhayli, Wahbah, 2003).

1. Berdasarkan tingkatannya, dibagi dua: a) Gharar
Fahish (besar), yaitu tingkat ketidakpastiannya sangat
tinggi dan sangat berpotensi merugikan salah satu
pihak. Hukum gharar jenis ini dalam suatu akad adalah
haram. b) Gharar Yasir (ringan), yakni tingkat
ketidakpastiannya kecil dan dapat ditoleransi. Gharar
jenis ini hukumnya boleh.

2. Berdasarkan Bentuknya: a) Ketidakjelasan pada
obyeknya, misalnya: jual beli burung di angkasa atau
ikan di lautan, benda yang tidak dalam penguasaan
penjualnya; b) Ketidakjelasan pada harga, misalnya:
menjual beras dengan harga yang tidak ditentukan tapi
digantungkan pada suatu keadaan yang spekulatif; c)
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Ketidakjelasan pada kualitas obyek, misalnya: membeli
pakaian tanpa mengetahui spesifikasinya dulu sebelum
akad; d) Ketidakjelasan pada akadnya, sehingga
membingungkan atau ambigu atau multi persepsi dalam
bentuknya, misalnya: menyerahkan barang pada orang
lain tanpa ada kejelasan apakah barang itu dititipkan,
dihibahkan atau dijual.
Hukum haram gharar telah disepakati oleh mayoritas ulama
empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hanbali) pada gharar
besar berdasarkan hadis: ) )
ol e s e A e 0 055 @
Nabi melarang jual beli gharar.” (HR. Imam Muslim, no. 1513)
Pelarangan gharar pada akad muamalah tersebut
disebabkan gharar mengandung risiko tinggi dan tidak
diketahui hasil akhirnya (Malik bin Anas, 1985), serta
pelarangan ini merupakan bentuk proteksi terhadap para
pihak dari upaya penipuan dan hal-hal yang merugikan (Al-
Nawawi: 156). Gharar tidak hanya dilihat dari sisi akad, tapi
juga dari sisi dampaknya terhadap kehidupan sosial dan
moral. (Al-Qardhawi, Y., 1995: 131-136). Ketidakjelasan
akan hasil yang akan diperoleh dalam suatu akad juga
menjadi alasan pelarangan gharar, misalnya akad pada
asuransi konvensional karengan sangat spekulatif dan
penuh dengan ketidakpastian Usmani, M. T., 2002: 61-70).
Adapun untuk gharar yang kecil atau minor, Al-Zarqa
menekankan agar gharar dipahami secara kontekstual,
selama tidak menyebabkan kezhaliman, maka gharar yang
ringan itu dapat ditoleransi atau dibolehkan (Al-Zarqa, 1999).

. Maysir (Lsall(

Kata Maysir berasal dari akar kata ">«" yang berarti
"kemudahan" atau "keberuntungan". Menurut al-Qardhawi,
kata maysir berarti untung-untungan, sedang secara
terminologis maysir merujuk merupakan bentuk transaksi
yang berbasis spekulasi atau hasilnya digantungkan pada
keadaan yang tidak pasti, yang mana satu pihak menang
atas kerugian yang diderita pihak lain (Al-Qardhawi, 1995).
Dasar keharaman judi dijelaskan dalam al-Quran surah al-
Maidah [5]:90:

1"
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L et 5 by RIS LTy udally 25 10 ate ol 4
“‘Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya
minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan
mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji
dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-
perbuatan) itu agar kamu beruntung.”
Ayat di atas secara eksplisit menyatakan haram pada praktik
maysir atau judi, dan beberpa larangan lainnya. Para ulama
telah sepakat bahwa segala bentuk perjudian hukumnya
haram, termasuk semua maysir yang terselubung dalam
pasar derivatif dan asuransi konvensional., praktik-praktik
tersebut merusak prinsip keadilan dan transparansi serta

mengandung spekulatif yang tinggi (Suweilem, 20006).

Macam-macam maysir bisa dibagi 2 (dua), yaitu maysir

murni seperti judi pada umumnya atau judi online yang

marak saat ini serta maysir yang terjadi pada praktik
ekonomi spekulatif yang terselubung. Beberapa kriteria
transaksi yang mengandung unsur maysir adalah:

1. Terdapat unsur spekulasi berlebihan, misalnya pada
Kontrak Berjangka (futures) pada indeks saham, yang
mana transaksi ini tidak melibatkan kepemilikan aset
riil, melainkan hanya spekulasi terhadap pergerakan
harga indeks. Hal ini mengandung unsur gharar
(ketidakpastian) dan maysir (spekulasi), karena
keuntungan diperoleh dari fluktuasi harga yang tidak
dapat diprediksi dengan pasti.

2. Tidak berdasarkan nilai produktif, misalnya pada skema
Ponzi, yaitu salah satu jenis investasi palsu di mana
keuntungan bagi investor lama dibayarkan dengan uang
yang diperoleh dari investor baru. Tidak ada usaha yang
produktif dan nyata dalam skema ini, karena
keuntungan diperoleh dari kontribusi anggota baru.

3. Zero-sum game atau keuntungan bagi satu pihak adalah
kerugian pada pihak lain. Misalnya pada taruhan
olahraga, satu pihak bertaruh pada hasil tertentu yang
berlawanan dengan taruhan pihak lainnya.di sini hanya
satu pihak yang akan menang, dan kemenangannya
didasarkan pada kekalahan pihak lainnya.
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Kata kunci dari maysir adalah spekulasi. namun tidak setiap
spekulasi itu bermakna maysir. Pada aktivitas bisnis juga
terdapat spekulasi, tentu spekulasi keduanya memiliki
perbedaan yang mendasar: a) Spekulasi pada bisnis
didasarkan pada aspek pemikiran rasional atau analisis yang
kuat, bukan mengandalkan keberuntungan, untung-
untungan atau kebetulan semata; b) Adanya hasil dari
usaha yang bernilai produktif bagi pelaku dan masyarakat,
bukan untung-untungan yang hanya untuk kepentingan
pribadi semata; c) Melalui proses panjang suatu ikhtiar dan
usaha, bukan mengandalkan keberuntungan yang bersifat
instan; d) Terdapat kerjasama yang saling menguntungkan
serta menanggung risiko bersama, bukan praktik yang
mengharuskan satu pihak menang dengan cara merugikan
pihak lainnya.

Namun sebagian ekonom muslim terus berupaya
merumuskan suatu bentuk transaksi berbasis risiko yang
tetap memiliki kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah
(sharia compliance) (Suweilem, 2006). Ini merupakan respon
positif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat yang
kian kompleks, yang tidak dapat dihindari, melainkan harus
dihadapi dan dicarikan solusi tanpa menciderai prinsip dasar
ekonomi syariah.
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BAB 4

INSTRUMEN KEUANGAN DALAM

EKONOMI SYARIAH

A. Akad-Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah
1. Akad Mudharabah

a.

Definisi dan Karakteristik

Akad mudharabah merupakan bentuk kontrak
kerja sama yang khas dalam sistem keuangan syariah,
di mana terdapat dua pihak dengan peran yang berbeda
namun saling melengkapi. Pihak pertama, yakni
shahibul maal, menyediakan modal secara penuh,
sementara pihak kedua, yaitu mudharib, mengelola
usaha dengan kemampuan, tenaga, dan keahliannya.
Dalam prinsip dasar akad ini, keuntungan dibagi
berdasarkan nisbah (rasio) yang telah disepakati
bersama, sedangkan kerugian sepenuhnya menjadi
tanggungan pemilik modal selama tidak terjadi kelalaian
atau pelanggaran oleh pengelola (Badruddin & Husaini,
2025).

Secara etimologis, istilah “mudharabah” berasal
dari bahasa Arab “al-darb fi al-ardh” yang berarti
"berjalan di muka bumi" untuk mencari nafkah (QS. Al-
Muzzammil: 20). Dalam fikih, mudharabah dimaknai
sebagai akad kerja sama antara dua pihak, di mana satu
pihak memberikan dana (pemilik modal), dan pihak lain

66



Makhda Intan Sanusi, S.H., M.E.

memberikan kontribusi dalam bentuk kerja atau

manajemen usaha (ImaAniyati, 2011).

Karakteristik utama akad mudharabah meliputi:

1) Berbasis Prinsip Bagi Hasil (Profit Sharing). Sistem
pembagian hasil usaha didasarkan pada kesepakatan
nisbah di awal, bukan berdasarkan bunga tetap
seperti dalam sistem konvensional.

2) Kerugian Ditanggung Pemilik Modal. Risiko kerugian
hanya ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika
terbukti adanya kelalaian oleh mudharib, yang
mengindikasikan prinsip keadilan dalam Islam.

3) Modal Harus Jelas dan Tunai. Modal harus dalam
bentuk kas atau setara kas yang diketahui nilainya
secara pasti, dan tidak boleh dalam bentuk piutang.

4) Kebebasan Operasional bagi Mudharib. Dalam
mudharabah mutlagah, pengelola usaha bebas
menentukan arah dan strategi bisnis tanpa intervensi
dari pemilik modal.

5) Keuntungan. Dimiliki Bersama Keuntungan yang
dihasilkan merupakan hak bersama berdasarkan
nisbah, bukan berbasis persentase modal.

Dasar Hukum dan Landasan Syariah
Akad mudharabah memperoleh legitimasi kuat dari
teks-teks utama Islam, baik dari Al-Qur’an, Hadis, ijma’
ulama, hingga fatwa dan regulasi kontemporer.
Landasan normatif akad mudharabah dapat
ditemukan secara implisit dalam beberapa ayat Al-
Qur’an yang menekankan prinsip keadilan, kerja sama,
dan larangan riba. Dalam surat al-Bagarah ayat 275,
menyebutkan bahwa:
1516 2L Qs Fuall (e umx@dm A5 L&YY G55k Y 1ol oL cadi
uuss@_uum)wuyugws\y)ne);}tunmd;\}\ws\d:‘@m
SR L b & L Chzal al B ale Bay § a8l Sl

Artinya: Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan)
riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri
sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi
karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan
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riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan
mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai
kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba),
lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya
dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada
Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka
itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Ayat ini menegaskan bahwa kegiatan ekonomi yang
berbasis kesepakatan dan keadilan, termasuk
mudharabah, diperbolehkan. Akad ini merupakan
alternatif dari sistem bunga dalam sistem konvensional.

Ulama menafsirkan bahwa ayat ini menjadi isyarat
atas kebolehan melakukan aktivitas bisnis dan kerja
sama usaha yang melibatkan kepercayaan dan modal
konsep yang menjadi inti dalam akad mudharabah.
Praktik mudharabah juga diakui dalam Hadis Nabi
Muhammad SAW. Salah satu hadis menyebutkan
bahwa:

blay Alajlaals sl ) gl A4S Sab G 56 106 Al s e A1 T A

Artinya: “Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung
berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah
(mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut
untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR.
Ibnu Majah dari Shuhaib).

Dalam literatur fikih klasik, mayoritas ulama dari
empat mazhab besar (Hanafi, Maliki, Syafii, dan
Hanbali) mengakui kebolehan akad mudharabah.
Syarat-syarat keabsahan akad ini mencakup:

a. Modal harus berbentuk uang tunai.

b. Keuntungan harus disepakati di awal dan dibagi
proporsional.

c. Kerugian ditanggung pemilik modal, kecuali jika
pengelola melakukan kelalaian.
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Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama
Indonesia (DSN-MUI) merupakan referensi penting
dalam penerapan akad mudharabah di lembaga
keuangan syariah di Indonesia. Beberapa fatwa penting
yang berkaitan:

1) Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000: Menjelaskan
ketentuan umum dan syarat sah akad mudharabah,
baik dalam bentuk mudharabah muthlagah (bebas)
maupun muqayyadah (terikat).

2) Fatwa DSN No. 105/DSN-MUI/X/2016: Tentang
mudharabah musytarakah, bentuk campuran antara
akad mudharabah dan penyertaan modal pihak
pengelola.

Dalam fatwa ini disebutkan bahwa praktik
mudharabah harus menghindari unsur-unsur gharar
(ketidakpastian), maysir (spekulasi), dan riba (Al-Hasni,
2017). Selain rujukan normatif dari syariah, sistem
hukum positif Indonesia juga telah mengakomodasi
akad mudharabah dalam regulasi perbankan syariah:

1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah Menyebutkan secara eksplisit
bahwa bank syariah dapat menjalankan akad yang
sesuai prinsip syariah, termasuk mudharabah.

2) Peraturan OJK No. 16/POJK.03/2015 Mengatur
penerapan manajemen risiko dan pembiayaan
berbasis bagi hasil, termasuk akad mudharabah
dalam operasional bank syariah.

Akad mudharabah merupakan bentuk kerja sama
ekonomi Islam yang memiliki dasar hukum kuat dalam
Al-Qur’an, Hadis, ijma’ ulama, serta regulasi positif di
Indonesia. Legalitas akad ini semakin diperkuat dengan
fatwa DSN-MUI yang memberikan panduan praktis bagi
penerapannya di lembaga keuangan. Tantangan-
tantangan dalam implementasi tetap perlu diatasi
dengan manajemen risiko dan sistem akuntabilitas yang
baik.
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c. Jenis Mudharabah (Mutlagah dan Muqgayyadah)
Akad mudharabah diklasifikasikan menjadi dua
bentuk utama berdasarkan batasan pengelolaan:
Aspek Mudharabah Mudharabah
Mutlagah Mugayyadah
Kewenangan Bebas penuh Terbatas sesuai syarat
pengelola
Kontrol pemilik  Minimal Tinggi
modal
Risiko Lebih tinggi Lebih rendah
ketidaksesuaian
penggunaan
dana
Fleksibilitas Sangat fleksibel Terbatas
pengelolaan
Cocok untuk Usaha kreatif, Usaha konservatif dan
startup terstruktur

Tabel 1. Perbedaan pokok Mudharabah Mutlagah dan

Mudharabah Mugayyadah

Penjelasan mudharabah mutlagah memberikan
keleluasaan penuh kepada pengelola dalam menentukan
strategi  operasional dan investasi, sedangkan
mudharabah muqayyadah memiliki batasan tertentu
yang ditetapkan oleh pemilik modal.

2. Akad Musyarakah

a.

Konsep dan Landasan Fikih

Akad Musyarakah berasal dari kata syarika yang
berarti “bersekutu” atau “berserikat”. Dalam istilah fikih,
musyarakah merupakan bentuk kerja sama antara dua
pihak atau lebih yang masing-masing pihak memberikan
kontribusi modal untuk menjalankan usaha bersama
dan membagi hasil usaha tersebut berdasarkan nisbah
yang disepakati, serta menanggung risiko bersama
(Antonio, 2001).

Praktik Musyarakah sering kali diterapkan dalam
pembiayaan proyek-proyek yang memerlukan komitmen
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modal dari semua pihak yang terlibat (L. Z. Nasution,
2020). Dalam konteks ini, setiap pihak tidak hanya
berkontribusi secara finansial tetapi juga berbagi risiko
yang muncul dari usaha tersebut. Pembagian risiko ini
adalah bagian integral dari akad Musyarakah, yang
memastikan bahwa semua pihak merasa aman dan
berkeinginan untuk berinvestasi secara adil tanpa
adanya unsur penipuan (Rakhmawati et al., 2024).

Para pelaku pasar, termasuk bank syariah dan
nasabah, sangat penting untuk memahami landasan
fikih dari Musyarakah sehingga mereka dapat
menjalankan transaksi keuangan berdasarkan prinsip-
prinsip syariah yang telah ditetapkan (Mulyani, 2020).
Dengan demikian, mereka dapat terhindar dari unsur
riba, ketidakadilan, dan praktik yang dilarang dalam
agama. Keberadaan akad Musyarakah juga mendukung
inklusi keuangan dengan menciptakan peluang bagi
pengusaha kecil dan mikro untuk mendapatkan akses
terhadap pembiayaan yang sesuai dengan syariah
(Imaniyati et al., 2023).

Dalam konteks pembiayaan musyarakabh,
transparansi dan kejelasan dalam pengaturan modal
serta pembagian keuntungan menjadi syarat utama agar
perjanjian tersebut sah secara hukum (Istiqomawati,
2023). Kejelasan mengenai tujuan usaha yang ingin
dijalankan dan mekanisme pembagian keuntungan
harus dinyatakan secara eksplisit dalam perjanjian
antara pihak-pihak yang terlibat. Ketidakjelasan dalam
hal ini bisa mengakibatkan sengketa di kemudian hari,
yang tentunya akan merugikan semua pihak
(Purnamasari, 2022).

Akad Musyarakah bukan hanya sekedar perjanjian
kerjasama dalam konteks ekonomi syariah, tetapi
merupakan pilar penting dalam pengembangan ekonomi
berbasis keadilan dan keadaban. Memahami dan
melaksanakan prinsip-prinsip dalam akad Musyarakah
dengan baik akan membuka peluang besar bagi
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di masa
depan.
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Jenis Musyarakah: Permanen dan Menurun
Dalam konteks keuangan syariah, dikenal dua

bentuk utama akad musyarakah:

1) Musyarakah Permanen (Musyarakah Mutanaqisah)
Musyarakah permanen adalah bentuk kerja sama
yang tidak memiliki batas waktu tertentu. Masing-
masing pihak tetap memiliki porsi modal sepanjang
masa kerja sama kecuali ada pengalihan.

2) Musyarakah Menurun (Musyarakah Mutanagqisah)
Merupakan bentuk kemitraan di mana salah satu
pihak (biasanya nasabah) berkomitmen membeli
secara bertahap porsi kepemilikan mitra (biasanya
lembaga keuangan) sampai akhirnya menjadi
pemilik penuh. Model ini sering digunakan dalam
pembiayaan kepemilikan aset, seperti rumah atau
kendaraan (Ascarya, 2009).

Dari sudut pandang aplikasi, kedua jenis
Musyarakah ini memiliki kegunaan yang berbeda.
Musyarakah Permanen lebih umum dipakai dalam
proyek berjangka panjang, sedangkan Musyarakah
Menurun lebih banyak digunakan dalam instrumen
pembiayaan konsumen (Rizky & Azib, 2021). Misalnya,
dalam skema pembiayaan perumahan seperti yang
diadopsi oleh bank syariah, hak kepemilikan bisa
ditransfer dari bank kepada nasabah seiring dengan
pembayaran angsuran, sehingga diharapkan nasabah
dapat memiliki properti sepenuhnya setelah masa
kontrak berakhir (Nuriyah & Setyaningsih, 2024).

Meskipun keduanya memiliki kegunaan yang
berbeda, implementasinya dapat memberikan tantangan
tersendiri, terutama  terkait dengan  masalah
kepemilikan dan hukum yang harus dipatuhi. Misalnya,
Musyarakah Menurun sering menghadapi kompleksitas
yang berhubungan dengan aspek legalitas dan regulasi,
di mana kebijakan dari Dewan Syariah Nasional Majelis
Ulama Indonesia (DSN-MUI) harus ditegakkan untuk
memastikan bahwa semua pihak mendapatkan
perlakuan yang adil.
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Jika melihat masa yang akan datang, penegakan
implementasi fatwa mengenai Musyarakah
Mutanaqishah seharusnya diperkuat dengan revisi
kebijakan yang lebih berorientasi pada kepentingan
masyarakat, agar produk pembiayaan ini dapat lebih
luas diakses (Zamahsyari, 2022).

Model Pembiayaan Musyarakah dalam Praktik

Musyarakah diterapkan dalam lembaga keuangan
syariah (LKS) sebagai salah satu bentuk pembiayaan
berbasis kemitraan (profit and loss sharing). Dalam
skenario ini, bank dan nasabah biasanya menentukan
persentase kontribusi modal yang akan mempengaruhi
pembagian keuntungan dan risiko. Sebagai contoh, jika
Bank A berkontribusi sebesar 60% dan nasabah B
sebanyak 40%, maka pembagian keuntungan juga
dilakukan berdasarkan proporsi tersebut (Agustine et
al., 2023). Model ini tidak hanya mempromosikan
transparansi tetapi juga menciptakan rasa keadilan di
antara semua pihak, yang sangat penting dalam
hubungan bisnis jangka panjang (Edriyanti, 2020).

Dalam pelaksanaan pembiayaan Musyarakah,
pengelolaan dan pengawasan yang ketat terhadap
penggunaan dana sangat krusial. Proses ini mencakup
monitoring berkala yang bertujuan untuk mencegah
penyimpangan dan memastikan bahwa proyek berjalan
sesuai rencana. Notaris sering digunakan wuntuk
menghasilkan akta perjanjian yang memberikan
kepastian hukum pada setiap transaksi yang dilakukan,
menjaga agar semua kesepakatan tetap sah dan bisa
dipertanggungjawabkan. Peran lembaga pengawas
keuangan dalam konteks ini sangat krusial, mengingat
tanggung jawabnya dalam memastikan bahwa prinsip
syariah diimplementasikan dalam setiap transaksi
(Agustinar et al., 2024).

Dalam konteks profitabilitas, pembiayaan
Musyarakah juga berkontribusi terhadap laba bersih
institusi keuangan syariah. Penelitian menyebutkan
bahwa pembiayaan Musyarakah, ketika dikelola dengan
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baik, dapat membawa dampak positif bagi kinerja
keuangan bank syariah (Purnama, 2023). Misalnya,
analisis data menunjukkan bahwa bank yang
mengadopsi model co-financing ini cenderung memiliki
kinerja yang lebih stabil di masa-masa krisis, berkat
pengelolaan berbasis kemitraan yang lebih transparan
dan adil (Febriyanti et al., 2024).

Praktik pembiayaan Musyarakah di Indonesia juga
baru-baru ini memperoleh dorongan dari pemerintah
untuk membangun perumahan bagi masyarakat
berpenghasilan rendah. Model Musyarakah
Mutanaqishah, yang merupakan variasi dari
pembiayaan Musyarakah, diterapkan untuk membantu
nasabah mendapatkan kepemilikan rumah secara
bertahap, dengan opsi buy-out di masa depan
(Purnamasari, 2022). Dengan pendekatan ini,
diharapkan lebih banyak masyarakat dapat terlayani
melalui instrumen keuangan syariah yang responsif
terhadap kebutuhan mereka.

Dengan begitu, sekalipun ada tantangan yang ada,
prospek dan potensi pembiayaan Musyarakah untuk
mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)
serta proyek-proyek sosial tetap signifikan. Melalui
pendekatan syariah yang berbasis pada prinsip
partisipasi dan tanggung jawab bersama, Musyarakah
berpotensi menjadi salah satu solusi integral dalam
menjawab tantangan ekonomi global dan menciptakan
kemandirian ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
(Alsyaf, 2020).

3. Akad Murabahah
a. Konsep Jual Beli dalam Syariah

Konsep jual beli dalam Islam berlandaskan pada
prinsip keadilan, kejujuran, transparansi, dan saling
menguntungkan. Ajaran Al-Qur'an dan  Hadis
menekankan bahwa transaksi dalam Islam harus bebas
dari unsur riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan
maysir (judi) (Marzuki & Marzuki, 2024). Dalam
kerangka ini, akad murabahah menjadi salah satu
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instrumen jual beli yang paling banyak digunakan dalam
praktik keuangan syariah.

Dalam akad murabahah, lembaga keuangan syariah
bertindak sebagai penjual yang terlebih dahulu membeli
barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian
menjualnya kembali kepada nasabah dengan tambahan
margin keuntungan yang telah disepakati. Margin ini
harus disampaikan secara jelas sejak awal dan tidak
boleh bersifat manipulatif tersebut (mariyam, 2024).

Keunggulan utama akad murabahah terletak pada
transparansi informasi dan kepastian hukum. Lembaga
keuangan syariah harus bertanggung jawab juga untuk
memberikan edukasi berkelanjutan kepada staf agar
memahami nilai-nilai etika yang melekat dalam
transaksi syariah (Norrahman, 2023). Hal ini menjadi
krusial mengingat masih ditemukannya praktik
transaksi yang menyimpang dari nilai-nilai Islam, seperti
yang dikritik dalam konsep “satanic finance” (Mukhibad
et al., 2021).

Struktur Transaksi Murabahah

Struktur transaksi murabahah dalam perbankan
syariah dirancang secara sistematis untuk memastikan
kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dalam
implementasinya, terdapat beberapa tahapan penting:

a. Permintaan Barang oleh Nasabah: Nasabah
mengajukan  permohonan pembiayaan untuk
membeli barang tertentu.

b. Pembelian Barang oleh Bank Syariah: Bank membeli
barang dari pemasok atas nama sendiri.

c. Penjualan kepada Nasabah: Bank menjual kembali
barang tersebut kepada nasabah dengan
penambahan margin keuntungan.

d. Pembayaran oleh Nasabah: Pembayaran dapat
dilakukan secara tunai atau dicicil berdasarkan
kesepakatan (Nabila & Thamrin, 2022).

Keabsahan akad bergantung pada kejelasan harga
pokok, margin, dan spesifikasi barang. Jika transaksi
dilakukan secara cicilan, maka struktur angsuran,
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tenor, dan konsekuensi keterlambatan pembayaran
harus ditetapkan secara rinci. Hal ini penting untuk
menghindari ketidakpastian (gharar) serta menjaga
keadilan antara pihak-pihak yang terlibat (Basri et al.,
2022).

Salah satu keunggulan murabahah adalah
fleksibilitasnya dalam mendukung pembiayaan mikro.
Adaptasi terhadap kebutuhan pasar juga terlihat dalam
bentuk Murabahah Bil Wakalah, yakni penggabungan
antara akad wakalah dan murabahah, yang
mempercepat proses transaksi—khususnya dalam
pembiayaan kendaraan (Arwanita et al., 2022). Dalam
konteks akuntansi, PSAK No. 102 menjadi rujukan
utama dalam pencatatan transaksi murabahah, dengan
menekankan pengungkapan margin dan kejelasan
informasi (E. D. D. Wulandari & Anwar, 2021).

Peran Murabahah dalam Pendanaan Konsumtif dan

Produktif
Murabahah merupakan salah satu metode

pendanaan yang signifikan dalam sistem keuangan
syariah, dengan peranan yang sangat penting dalam
memenuhi kebutuhan konsumtif maupun produktif
individu dan usaha dalam masyarakat. Akad
murabahah secara praktis mendukung kontribusi
terhadap  peningkatan ekonomi lokal, dengan
menyediakan alternatif pembiayaan yang bersifat etis
dan inklusif.

1) Murabahah dalam Kebutuhan Konsumtif
Pendanaan berbasis murabahah menawarkan
solusi bagi individu yang ingin memperoleh barang-
barang rumah tangga atau kebutuhan konsumtif
lainnya tanpa beban terkait suku bunga yang tinggi,
yang sering kali menjadi kendala bagi mereka yang
tidak memiliki akses mudah ke lembaga keuangan
konvensional. Sejumlah penelitian menunjukkan
bahwa murabahah sangat relevan bagi masyarakat
yang memerlukan pembiayaan namun terbatasi
oleh akses dan pemahaman mengenai finansial
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(Marzani et al.,, 2021). Dalam konteks ini,
murabahah tidak hanya sekadar menyediakan alat
untuk konsumerisme, tetapi juga mengedepankan
prinsip-prinsip keadilan dan etika perbankan
syariah yang sejalan dengan nilai-nilai masyarakat.
2) Murabahah dalam Pendanaan Produktif

Tidak hanya terbatas pada kebutuhan konsumtif,
murabahah juga berperan penting dalam
pendanaan produktif, terutama bagi Usaha Mikro
Kecil dan Menengah (UMKM). Leverage dari
menggunakan metode murabahah sangatlah besar,
terutama bagi pelaku usaha yang membutuhkan
modal untuk mengembangkan wusaha mereka.
Pembiayaan murabahah dapat digunakan untuk
memenuhi kebutuhan membeli peralatan, modal
kerja, dan bahan baku (Marzani et al., 2021). Dalam
hal ini, penggunaan pembiayaan berbasis
murabahah telah terbukti berdampak signifikan
dalam peningkatan kapasitas produksi serta
penciptaan lapangan kerja baru di tengah
masyarakat (Aprilia et al., 2022).

4. Akad [jarah dan Istishna’

a.

Definisi dan Perbedaan Ijarah dengan Leasing
Konvensional

[jarah secara terminologi syariah berarti akad sewa-
menyewa antara dua pihak, di mana pihak pemilik aset
(mu’jir) memberikan hak manfaat kepada pihak penyewa
(musta’jir) dengan imbalan pembayaran sewa dalam
jangka waktu tertentu. Dalam praktik keuangan syariah,
ijjarah  merupakan alternatif pembiayaan yang
menghindari unsur riba (interest) dan gharar
(ketidakpastian), dengan struktur akad yang transparan
dan berkeadilan.

Perbedaan signifikan antara ijarah dan leasing
konvensional terletak pada aspek syariah compliance,
terutama terkait dengan kepemilikan aset, komponen
bunga, dan struktur pembayaran. Dalam leasing
konvensional, unsur bunga menjadi bagian utama dari
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perhitungan cicilan, dan kepemilikan aset sering kali
ambigu selama masa kontrak. Sebaliknya, dalam ijarah,
pemilik aset tetap memiliki tanggung jawab atas
kepemilikan hingga akhir masa sewa, sementara
penyewa hanya membayar atas manfaat penggunaan
aset tersebut.

Selanjutnya, ada juga faktor-faktor eksternal yang
mempengaruhi pilihan nasabah antara ijarah dan
leasing konvensional. Penelitian menunjukkan bahwa
persepsi masyarakat terhadap risiko keuangan juga
berperan dalam  keputusan mereka. Di era
ketidakpastian ekonomi global yang meningkat, banyak
individu cenderung memilih ijarah untuk menghindari
risiko yang muncul dari fluktuasi ekonomi yang tidak
menentu. Dengan beralih ke ijarah, nasabah tidak hanya
mendapatkan manfaat dari kepatuhan syariah tetapi
juga Dberpotensi untuk meningkatkan stabilitas
keuangan pribadi mereka.

[jarah menawarkan alternatif yang lebih baik bagi
individu maupun perusahaan yang mencari solusi
pembiayaan yang halal dan sesuai dengan prinsip
syariah. Dengan struktur biaya yang transparan,
perlindungan hukum yang lebih baik, dan kepastian
yang lebih besar dalam pembiayaan, ijarah tidak hanya
memiliki potensi untuk meningkatkan kepercayaan
nasabah tetapi juga memperkuat sistem keuangan
syariah secara keseluruhan.

[jarah Muntahiya Bittamlik (IMBT)

[jarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) merupakan
salah satu inovasi dalam pembiayaan syariah yang
berperan penting dalam menyediakan alternatif yang
lebih beretika dan bebas riba bagi individu yang ingin
memiliki properti. IMBT merujuk pada skema sewa yang
pada akhir periode sewa, hak kepemilikan aset
berpindah kepada penyewa, berbeda dengan model
ijarah tradisional di mana aset tetap dimiliki oleh lessor
(Fathimah, 2023). Dengan karakteristik unik ini, IMBT
memiliki potensi besar dalam memperluas akses
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masyarakat untuk memiliki rumah dan properti lainnya,
yang sejalan dengan peningkatan kesadaran akan
pentingnya keuangan syariah di Indonesia.

Konsep IMBT mendukung keuangan syariah dengan
memberikan solusi pembiayaan yang sesuai dengan
prinsip Islam, di mana riba dihindari dan transaksi
dilakukan dengan adil. Seperti yang diungkapkan oleh
Cahyani, IMBT menjadi pilihan menarik bagi individu
yang telah menyadari pentingnya penghindaran utang
berbunga dalam membangun kekayaan melalui
kepemilikan rumah (Purwihartuti et al., 2023). Selain
itu, IMBT juga memfasilitasi proses pembiayaan yang
lebih transparan dan sederhana, sehingga dapat
mengurangi risiko bagi penyewa dan memberikan rasa
aman dalam perencanaan keuangan mereka.

Pentingnya pemahaman yang baik terhadap IMBT
tidak dapat dipungkiri, terutama dalam konteks
pembiayaan perumahan syariah (KPR Syariah). Sejalan
dengan penelitian oleh Mustaqim, pendekatan ini sangat
diperlukan di era yang semakin sadar akan pentingnya
integritas finansial dan kepatuhan syariah (Pribadi,
2020). Dengan banyaknya produk dan akad perbankan
syariah yang ditawarkan, pemahaman yang mendalam
dari nasabah tentang IMBT dapat meningkatkan
kepercayaan dan minat mereka dalam memilih produk
yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

IMBT dapat dilihat sebagai bagian dari evolusi
sistem keuangan syariah yang lebih inklusif di
Indonesia. Hal ini mencerminkan pergeseran menuju
pendekatan yang lebih berfokus pada kesejahteraan
masyarakat, baik dari sisi harta maupun spiritual.
Dengan demikian, IMBT menawarkan solusi inovatif
yang tidak hanya sekadar memenuhi kebutuhan
finansial, tetapi juga menjaga integritas moral sesuai
dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, sangat penting
bagi lembaga keuangan syariah untuk terus
mengembangkan produk ini dan = menyokong
pemahaman yang lebih dalam dari masyarakat
mengenai manfaatnya.
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Istishna’ Kontrak untuk Proyek dan Manufaktur

Istishna’ adalah suatu akad yang memegang
peranan penting dalam dunia perdagangan dan
keuangan Islam, khususnya dalam konteks proyek
pembangunan dan manufaktur. Kontrak istishna’
memungkinkan pelanggan untuk memesan barang
tertentu yang akan diproduksi oleh produsen, dan sering
kali melibatkan proyek yang memerlukan keahlian
teknis dan spesifikasi mendetail. Dalam akad ini,
pelanggan biasanya membayar sejumlah uang di muka,
sementara pelunasan dilakukan setelah barang selesai
diproduksi. Oleh karena itu, istishna’ memberikan jalan
bagi proyek-proyek yang lebih efisien dan efektif, di
mana risiko dapat diminimalkan, menjadikannya
sebagai alternatif yang menarik dalam mendanai proyek-
proyek berisiko tinggi.

Dalam sejarahnya, istishna’ telah digunakan dalam
berbagai sektor, terutama sektor infrastruktur. Dalam
proyek-proyek yang melibatkan pembangunan jalan,
jembatan, dan fasilitas lainnya, kontrak ini menjadi alat
yang penting untuk memastikan semua pihak terlibat
dalam proses yang transparan dan terjaga. Istishna’ juga
memiliki fleksibilitas yang memungkinkan penyesuaian
dengan berbagai kondisi proyek.

Selanjutnya, dalam konteks keuangan syariah,
penerapan istishna’ juga sangat relevan. Kontrak ini
menjadi salah satu metode pembiayaan yang dapat
dimanfaatkan oleh institusi keuangan syariah, termasuk
bank syariah dan koperasi syariah (Komarudin, 2024).
Di Indonesia, penggunaan akad ini telah
diimplementasikan dalam berbagai produk investasi dan
pembiayaan di koperasi syariah, yang menunjukkan
hasil yang memuaskan dalam konteks profitabilitas. Hal
ini sejalan dengan pemanfaatan instrumen keuangan
syariah lainnya seperti sukuk dan murabahah yang juga
mengedepankan prinsip-prinsip syariah dalam

pembiayaannya.
Melihat potensi istishna’ dalam mendukung proyek-
proyek pembangunan dan produksi, serta
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adaptabilitasnya terhadap perubahan kondisi pasar dan
teknologi, jelas bahwa akad ini memiliki posisi penting
dalam sistem ekonomi syariah modern. Mengingat
kebutuhan pembiayaan dalam infrastruktur yang sangat
tinggi, keikutsertaan istishna’ dalam skema pembiayaan
dapat mempercepat realisasi proyek-proyek tersebut dan
meningkatkan efisiensi serta efektivitas seluruh proses.

B. Sukuk dan Obligasi Syariah
1. Konsep Dasar Sukuk

a.

Definisi Sukuk dan Perbedaannya dengan Obligasi
Sukuk merupakan instrumen keuangan yang unik
dan berbeda dari obligasi, terutama dalam konteks
kepatuhan syariah. Definisi sukuk dapat dijelaskan
sebagai instrumen investasi yang tidak hanya berfungsi
sebagai surat utang, tetapi juga sebagai bentuk
partisipasi dalam kepemilikan aset yang mendasarinya,
sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang melarang
riba (bunga) (A. Maulana & Thamrin, 2020). Dalam
transaksi sukuk, investor memiliki hak atas aset
tertentu dan dapat memperoleh klaim atas aliran
pendapatan yang dihasilkan oleh aset tersebut. Ini
menjadi penting mengingat hukum syariah yang
menekankan pada keadilan dan kejelasan dalam
transaksi keuangan (Wiratama, 2020). Perlindungan
hukum terhadap transaksi sukuk juga penting untuk
memastikan bahwa semua aktivitas yang terkait dengan
instrumen ini memenuhi aturan yang berlaku.
Meskipun sukuk hadir sebagai alternatif yang
sesuai dengan prinsip syariah, terdapat tantangan
dalam penerapannya. Misalnya, penelitian
menunjukkan bahwa literasi sukuk di kalangan
mahasiswa masih dalam kategori "cukup," yang
mencerminkan perlunya edukasi lebih lanjut untuk
memahami keunggulan dan cara kerja sukuk dalam
konteks investasi syariah (Syaripudin et al., 2022).
Selain itu, aspek hukum dalam transaksi sukuk harus
diperkuat untuk melindungi semua pihak yang terlibat,
dengan mengacu pada regulasi yang sesuai (Wiratama,
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2020). Ini sejalan dengan perluasan pasar syariah yang
terus berkembang dan memerlukan dukungan dari
otoritas terkait untuk memastikan kepatuhan dan
keberlanjutan investasi syariah.

Pertumbuhan pasar sukuk di Indonesia juga
menunjukkan penerimaan yang positif di kalangan
masyarakat (Nisak, 2022). Sukuk negara, sebagai salah
satu bentuk sukuk yang paling umum, telah
diimplementasikan untuk mendukung pembiayaan
anggaran negara dan pembangunan infrastruktur. Data
menunjukkan bahwa sukuk negara telah mengalami
peningkatan penerbitan secara signifikan selama
bertahun-tahun dan menjadi salah satu instrumen
penting dalam pemenuhan defisit anggaran (Nisak,
2022).

Dalam konteks pembangunan ekonomi, sukuk
mempunyai potensi sebagai instrumen = dalam
mengurangi kemiskinan dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Misalnya, sukuk Al-Intifa’a
yang terintegrasi dengan wakaf diharapkan dapat
menciptakan instrumen keuangan yang tidak hanya
menguntungkan secara finansial tetapi juga berdampak
sosial positif dengan berfokus pada sektor yang
membutuhkan dukungan (Wiratama, 2020).

Selain dari aspek keuangan dan investasi, relevansi
sukuk dalam konteks pembangunan berkelanjutan juga
patut dicermati. Penelitian menunjukkan bahwa sukuk
hijau yang diterbitkan di Indonesia memiliki kekuatan
hukum dan berkontribusi pada tujuan pembangunan
berkelanjutan (SDGs) (Fathurrahman & Al-Islami, 2023).
Hal ini menunjukkan bahwa sukuk tidak hanya
berfungsi sebagai alat investasi, tetapi juga sebagai
instrumen untuk mencapai tujuan sosial dan
lingkungan yang lebih luas.

Dari sudut pandang investor, penting untuk
memahami perbedaan strategi investasi antara sukuk
dan obligasi. Dalam kondisi pasar yang tidak stabil,
investor cenderung lebih memilih sukuk ritel atau sukuk
tabungan yang menawarkan pengembalian yang aman
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dan terjamin, sementara obligasi mungkin menghadapi
risiko lebih tinggi terkait fluktuasi suku bunga dan
kondisi ekonomi makro yang tidak pasti (Raksawati et
al., 2022). Dalam konteks ini, keputusan investasi perlu
didasarkan pada analisis yang cermat terhadap
karakteristik masing-masing instrumen serta potensi
risiko dan keuntungannya bagi investor.

Jenis-jenis Sukuk: Ijarah, Mudharabah, Musyarakah,
Istishna’

Dalam ranah keuangan syariah yang kian
berkembang, sukuk telah menempati posisi penting
sebagai instrumen pembiayaan yang sesuai dengan
prinsip-prinsip syariah. Di antara jenis-jenis sukuk yang
ada, sukuk Ijarah, Mudharabah, Musyarakah, dan
Istishna’ merupakan yang paling umum dikenal dan
digunakan oleh para investor dan penerbit. Setiap jenis
sukuk ini memiliki karakteristik tersendiri yang
mencerminkan prinsip-prinsip syariah dan beragam
wawasan ekonomi.

a) Sukuk Ijarah

Sukuk [jarah merupakan produk keuangan syariah

yang berbasis pada sewa. Prosesnya melibatkan

pemilik aset (dikenal sebagai wagqif), yang
menyewakan aset tersebut kepada pihak lain

(mustajir). Hasil dari sewa yang diperoleh menjadi

imbal hasil bagi pemegang sukuk (Godlewski et al.,

2016; Linda et al., 2023). Elemen penting dari sukuk

[jarah adalah bahwa ia tidak dibangun di atas

praktik bagi hasil, melainkan berdasarkan

pembayaran sewa yang telah  ditetapkan
sebelumnya, sehingga memberikan kepastian bagi
para investor.

b) Sukuk Mudharabah

Berbeda dengan sukuk [jarah, sukuk Mudharabah

adalah bentuk kontrak kemitraan yang melibatkan

investor (shahibul mal) dan pengelola usaha

(mudharib). Di sini, investor memindahkan modal

kepada pengelola untuk diinvestasikan, di mana

83



d)

Makhda Intan Sanusi, S.H., M.E.

keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang
telah ditentukan sebelumnya (Aditiya, Suwandi,
Sari, & Fadhilatunisa, 2022; Lisnawati et al., 2024).
Konsep ini berlandaskan pada prinsip bagi hasil, di
mana kerugian ditanggung sepenuhnya oleh
investor jika usaha tidak berhasil.

Sukuk Mudharabah memberikan kesempatan bagi
pengusaha yang mungkin kekurangan modal untuk
mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan untuk
menjalankan usaha mereka. Namun, potensi risiko
yang ada mendorong investor untuk lebih selektif
dalam memilih proyek yang akan dibiayai (Awaludin
et al., 2016). Hal ini berimplikasi pada perlunya
pengelola untuk menunjukkan rekam jejak
keuangan yang kuat serta proyeksi bisnis yang jelas.
Sukuk Musyarakah

Sukuk Musyarakah juga merupakan instrumen
pembiayaan berbasis kemitraan, tetapi berbeda
dengan sukuk Mudharabah di mana semua pihak,
baik investor maupun pengelola, turut
berkontribusi modal untuk investasi (A. Nasution &
Faisal, 2021). Dalam skema ini, semua pihak
mengharapkan keuntungan dan turut menanggung
risiko sebanding dengan proporsi saham yang
dimiliki.

Sukuk Musyarakah merupakan pilihan yang
menarik untuk investor yang ingin maksimalisasi
imbal hasil, sambil tetap terlibat dalam pengelolaan
aktif dari investasi mereka. Namun, kompleksitas
struktur dan pengelolaan bersama dapat menjadi
penghalang bagi beberapa investor yang lebih
memilih instrumen yang lebih sederhana seperti
sukuk Ijarah.

Sukuk Istishna’

Sukuk Istishna’ khususnya digunakan dalam
pendanaan proyek yang memerlukan pembuatan
atau pengadaan barang. Jenis sukuk ini sangat
umum dalam proyek infrastruktur seperti
bangunan, di mana pembayaran dilakukan secara
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bertahap sesuai dengan kemajuan pekerjaan
(Aditiya, Suwandi, Sari, & Fadhilatunisa, 2022;
Nurhayadi et al., 2020). Sukuk Istishna’
mengizinkan entitas untuk menggalang dana
sebelum barang jadi, memberikan insentif bagi
perusahaan yang terlibat untuk menyelesaikan
proyek tepat waktu.

Pemanfaatan sukuk jenis ini harus didukung
dengan regulasi yang jelas dan transparansi antara
seluruh pihak terkait. Di samping itu, keberhasilan
implementasi proyek yang didanai melalui sukuk
Istishna’ memerlukan perencanaan yang teliti dan
monitoring yang ketat terhadap realisasi di
lapangan, untuk memastikan bahwa semua tahap
berjalan sesuai jadwal.

Keberagaman jenis sukuk I[jarah, Mudharabah,
Musyarakah, dan Istishna’ menyediakan alternatif
yang menarik bagi para investor yang ingin
berpartisipasi dalam ekosistem ekonomi syariah.
Masing-masing  jenis sukuk ini  memiliki
karakteristik spesifik yang mempengaruhi risiko,
imbal hasil, dan struktur pengelolaan investasi.
Penting bagi para calon investor untuk memahami
dengan baik sifat dan karakteristik dari setiap jenis
sukuk agar bisa menentukan pilihan yang paling
sesuai dengan profil risiko dan tujuan investasi
mereka.

Struktur dan Mekanisme Penerbitan Sukuk

Penerbitan sukuk merupakan bagian integral dari
pengembangan pasar keuangan syariah yang
melibatkan berbagai tahapan dan struktur yang khas.
Salah satu karakteristik utama dari sukuk adalah
penggunaan aset dasar (underlying asset) untuk
memberikan jaminan kepada investor. Dalam konteks
ini, pemilihan aset menjadi langkah pertama yang
krusial. Aset yang akan digunakan harus memenuhi
kriteria syariah, termasuk kejelasan kepemilikan dan
kepatuhan terhadap hukum Islam, serta terdaftar secara
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sah (Yildirim et al., 2020). Hal ini penting karena tidak
hanya memberikan jaminan bagi investor, tetapi juga
mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam
operasional penerbitan sukuk.

Setelah pemilihan aset, langkah berikutnya adalah
penawaran sukuk kepada para investor. Penerbit sukuk,
yang umumnya adalah institusi keuangan atau
pemerintah, melakukan pengumuman yang
menjelaskan berbagai karakteristik sukuk tersebut,
seperti imbal hasil dan jatuh tempo (Fadila et al., 2022).
Penerbit juga menyediakan dokumen syariah yang
menyatakan bahwa sukuk tersebut telah disetujui oleh
Dewan Syariah. Proses ini mencerminkan upaya untuk
memastikan bahwa sukuk yang diterbitkan memenuhi
prinsip syariah dan dapat diterima oleh masyarakat luas
sebagai alternatif investasi yang halal.

Dalam konteks regulasi, Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) di Indonesia memegang peranan penting dalam
mengawasi dan memastikan bahwa proses penerbitan
sukuk dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan
prinsip syariah yang telah ditetapkan (Fadila et al.,
2022). Peran OJK ini mencakup pengaturan mengenai
transparansi, kepatuhan, dan perlindungan bagi
investor. Selain itu, stabilitas pasar dan jaminan
likuiditas juga menjadi fokus utama dalam regulasi
sukuk, terutama dalam menghadapi fluktuasi pasar
yang dapat memengaruhi investasi.

Sebagai instrumen keuangan, sukuk menyajikan
banyak keuntungan bagi perekonomian. Penelitian
menunjukkan adanya hubungan positif antara
perkembangan pasar sukuk dan pertumbuhan ekonomi
(Permatalia & Istan, 2020). Ketersediaan sukuk sebagai
opsi pembiayaan dapat membantu meningkatkan
investasi, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan
infrastruktur (Ramadan, 2024). Sukuk menjadi sumber
pendanaan yang efektif, memungkinkan para penerbit
untuk menarik modal dari masyarakat yang dapat
digunakan untuk proyek-proyek pembangunan jangka
panjang.
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Munculnya berbagai jenis sukuk seperti sukuk ritel
dan sukuk tabungan juga menambah variasi pilihan
investasi yang dapat diakses oleh masyarakat (Hastuti,
2018). Kedua jenis sukuk ini dirancang untuk
memberikan kesempatan bagi individu, terutama
generasi muda dan masyarakat berpenghasilan rendah,
untuk berpartisipasi dalam investasi syariah. Ini penting
dalam upaya menciptakan ekonomi inklusif dan
berkelanjutan (Aristantia, 2020). Pendidikan keuangan
dan pemahaman masyarakat mengenai produk-produk
investasi ini harus terus ditingkatkan agar masyarakat
dapat memanfaatkan peluang yang ada.

Lebih jauh lagi, sukuk hijau (green sukuk) dan
sukuk berbasis wakaf (‘waqgf-linked sukuk') juga mulai
berkembang sebagai instrumen keuangan yang
bertujuan untuk mendukung keberlanjutan lingkungan
dan sosial (Mauliyah et al.,, 2023). Green sukuk
diarahkan untuk membiayai proyek-proyek yang ramah
lingkungan, sedangkan wagqf-linked sukuk
mengintegrasikan konsep filantropi dalam investasi.
Inovasi ini menunjukkan bahwa sukuk tidak hanya
berfungsi sebagai instrumen keuangan, tetapi juga
sebagai sarana untuk mencapai tujuan sosial yang lebih
luas dan menciptakan dampak positif bagi masyarakat.

2. Perkembangan Sukuk di Indonesia

1.

Perkembangan Sukuk Negara dan Korporasi

Sukuk, sebagai instrumen keuangan syariah, telah
menunjukkan perkembangan yang signifikan di
Indonesia sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun
2000. Sukuk negara, yang diterbitkan oleh pemerintah,
memainkan peran krusial dalam = pembiayaan
pembangunan infrastruktur, mengingat kebutuhan
modal yang sangat besar untuk mendukung berbagai
proyek publik yang krusial. Menurut studi yang
dilakukan oleh Hastuti, sukuk negara tidak hanya
berfungsi sebagai instrumen pendanaan alternatif, tetapi
juga sebagai alat untuk mengatasi defisit Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta
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berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara
keseluruhan (Hastuti, 2018). Hal ini juga diperkuat oleh
penelitian yang dilakukan oleh Wijaya, yang menyoroti
pentingnya sukuk negara dalam menampung
kebutuhan pembiayaan yang terus meningkat (Wijaya,
2021).

Sukuk korporasi juga telah berkembang pesat,
menjadi pililhan utama bagi perusahaan dalam
menghimpun dana. Penerbitan sukuk oleh perusahaan
swasta seperti PT. Indosat, Tbk. selama tahun 2002,
menurut penelitian Irawan, telah membuka jalan bagi
perusahaan lain untuk memanfaatkan instrumen ini
sebagai sumber pendanaan yang syariah compliant
(Auliah et al., 2024). Keberhasilan sukuk korporasi ini
tidak terlepas dari peningkatan literasi keuangan
masyarakat tentang instrumen keuangan syariah, yang
dianggap lebih aman. Aditiya & Lubis mengemukakan
bahwa pemahaman yang lebih baik tentang sukuk
mendorong minat investor untuk berpartisipasi dalam
instrumen keuangan ini (Aditiya, Suwandi, Sari,
Fadhilatunisa, et al., 2022).

Sebagai respons terhadap tantangan yang ada,
berbagai upaya perlu dilakukan untuk meningkatkan
kualitas kelembagaan dan regulasi yang mendukung
pasar sukuk. Seperti yang ditunjukkan dalam penelitian
oleh Sunarno, pemahaman investor tentang berbagai
dimensi likuiditas dalam sukuk negara juga penting
untuk menentukan premi likuiditas yang adil (Sunarno
et al., 2019). Hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor
makroekonomi dan kelembagaan memiliki pengaruh
besar terhadap pertumbuhan sukuk di Indonesia (Najib
et al., 2023). Kurniawan et al. menggarisbawahi bahwa
variabel makroekonomi seperti inflasi dan nilai tukar
memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan
sukuk korporasi, yang menandakan bahwa stabilitas
ekonomi juga berperan penting dalam pasar sukuk
(Kurniawan et al., 2020).

Integrasi pengetahuan mengenai produk sukuk
dalam informasi keuangan publik harus meningkat agar
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masyarakat dapat memahami manfaat dan risiko yang
melekat pada instrumen ini. Haerunnisa, menyatakan
bahwa instrumen keuangan syariah, termasuk sukuk,
mampu berfungsi sebagai motor penggerak untuk
mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan
tanggung jawab sosial yang diharapkan (Haerunnisa et
al., 2023). Oleh karena itu, dilakukannya edukasi secara
berkelanjutan mengenai potensi bahwa sukuk dapat
memberikan dukungan dalam pembiayaan proyek-
proyek sosial juga sangat penting untuk memperkuat
kepercayaan masyarakat terhadap instrumen ini.
Dalam konteks kebijakan, terdapat kebutuhan
mendesak untuk pengembangan regulasi yang akan
mengatur dan mendukung ekosistem sukuk di
Indonesia. Penelitian oleh Muharam menunjukkan
bahwa meskipun sektor keuangan syariah memberikan
kontribusi positif terhadap sistem keuangan global,
tantangan seperti pemahaman yang kurang serta
koordinasi regulasi yang tidak memadai masih perlu
ditangani (Muharam, 2023). Melalui pengembangan
regulasi yang lebih baik dan dukungan dari pemerintah,
pasar sukuk di Indonesia diharapkan mampu berperan
lebih maksimal dalam pembangunan ekonomi dan
memenuhi kebutuhan investasi yang semakin besar.

Peran Sukuk dalam Pembiayaan Infrastruktur

Sukuk, sebagai instrumen keuangan syariah,
memainkan  peran  kunci dalam pembiayaan
infrastruktur di Indonesia. Dalam konteks
perekonomian nasional yang membutuhkan
pembiayaan yang berkelanjutan untuk proyek-proyek
infrastruktur, penerbitan sukuk negara telah terbukti
menjadi salah satu alternatif yang menarik. Penelitian
oleh Khairunnisa menunjukkan bahwa sukuk negara
secara langsung bisa digunakan untuk mendanai
proyek-proyek penting seperti pembangunan jalan dan
jembatan yang esensial bagi rangsangan pertumbuhan
ekonomi (Khairunnisa et al., 2021).
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Di samping itu, sukuk pun memiliki dampak positif
dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan
kapasitas infrastruktur. Hal ini sejalan dengan
penelitian yang dilakukan oleh Yuliani yang menegaskan
bahwa proyek infrastruktur yang dibiayai dengan sukuk
dapat memberikan efek ganda terhadap pertumbuhan
ekonomi dan  peningkatan kesempatan  kerja
(Yulianingsih, 2021). Fenomena ini tidak hanya
berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja, tetapi
juga mendorong perbaikan pada aspek sosial dan
ekonomi masyarakat. Dengan hadirnya sukuk,
pemerintah dapat mengoptimalkan aset publik yang ada
dan menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat yang
lebih luas (Firman et al., 2023).

Kendati demikian, ada tantangan yang harus diatasi
untuk  memaksimalkan  potensi sukuk dalam
pembiayaan infrastruktur. Untuk itu, regulasi yang jelas
sangat diharapkan, di mana pemangku kepentingan
termasuk pemerintah, institusi keuangan, dan
masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang
mekanisme operasional sukuk.

Aspek transparansi dan akuntabilitas juga menjadi
salah satu keuntungan utama sukuk dalam pengelolaan
dana publik. Dalam upaya untuk meminimalisir praktik
korupsi, penggunaan sukuk membawa keuntungan
dalam hal ketertelusuran dan pengawasan yang lebih
ketat terhadap dana yang dihimpun, sehingga
memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk
tujuan yang benar. Hal ini sangat relevan terutama
dalam konteks pengelolaan anggaran publik yang sering
kali rentan terhadap korupsi. Hasil penelitian oleh
Hastuti menunjukkan bahwa adanya sukuk tabungan,
yang ditujukan bagi individu, juga memberikan
kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk
berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan
ekonomi (Hastuti, 2018).

Dengan peran vitalnya dalam pembiayaan
infrastruktur, sukuk juga harus dipandang sebagai
pendorong inovasi keuangan. Adanya sukuk biru yang
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dikhususkan untuk proyek-proyek lingkungan
merupakan contoh bagaimana sukuk dapat digunakan
untuk tujuan yang lebih luas, bukan hanya untuk
infrastruktur fisik tetapi juga untuk keberlanjutan
ekologis (Igbal Irfany, 2022). Keberadaan produk sukuk
yang dirancang untuk mendanai usaha-usaha pro-
lingkungan dapat membuka jalan menuju pertumbuhan
ekonomi yang tidak hanya fokus pada keuntungan
jangka pendek tetapi juga keberlanjutan jangka panjang.

Efisiensi dan Profitabilitas Sukuk

Sukuk, sebagai instrumen keuangan syariah, telah
mendapatkan perhatian yang luas di kalangan investor
dan akademisi. Efisiensi dan profitabilitas sukuk
menjadi isu penting, terutama dalam konteks pasar
keuangan yang semakin kompetitif. Beberapa studi
menunjukkan bahwa dengan meningkatnya
pengetahuan dan minat investor, sukuk mampu
menawarkan pengembalian yang kompetitif, khususnya
dalam konteks perekonomian Indonesia.

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh pasar
sukuk adalah persepsi risiko yang berkaitan dengan
likuiditas dan  fluktuasi harga. Pengembangan
mekanisme pasar yang lebih transparan dan informatif
menjadi krusial untuk meningkatkan kepercayaan dan
menarik lebih banyak investor ke instrumen ini. Oleh
karena itu, kebijakan yang memfasilitasi akses informasi
dan pendidikan dengan baik bagi investor menjadi
sangat penting untuk energisasi pasar sukuk.

Dalam menghadapi tantangan dan peluang yang
ada, pemahaman investor mengenai struktur sukuk juga
harus ditingkatkan. Salsabilah menunjukkan bahwa
struktur dan status jaminan sukuk memiliki pengaruh
signifikan terhadap rating sukuk di bursa efek
Indonesia, dan pentingnya pengawasan yang lebih ketat
dalam hal ini (Salsabilah et al., 2021). Peningkatan
literasi keuangan, baik di kalangan investor ritel
maupun institusi, juga berperan dalam menciptakan
ekosistem investasi sukuk yang lebih sehat dan bernilai.
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Pentingnya sukuk tidak hanya terletak pada potensi
profitabilitasnya, tetapi juga dalam kontribusinya
terhadap pembangunan ekonomi, khususnya
infrastruktur. Aditiya menyatakan bahwa sukuk negara
dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek
infrastruktur yang penting bagi pertumbuhan ekonomi
negara (Aditiya, Suwandi, Sari, Fadhilatunisa, et al.,
2022). Dengan memanfaatkan struktur sukuk yang
berbasis keadilan dan transparansi, pemerintah dan
pengembang dapat mendanai proyek besar tanpa harus
bergantung pada utang luar negeri, yang seringkali
memiliki risiko tinggi terkait inflasi dan suku bunga.

Peningkatan minat investasi di kalangan generasi
milenial dan Z dapat didorong melalui promosi yang
lebih efektif mengenai manfaat investasi sukuk. Efisiensi
dan profitabilitas sukuk tidak hanya bergantung pada
kondisi pasar, tetapi juga pada kepastian dan
transparansi dari mekanisme yang mengatur sukuk itu
sendiri. Terkait hal ini, penting untuk melibatkan semua
pemangku kepentingan dalam proses penguatan dan
pengembangan pasar sukuk ke depan. Kebijakan yang
mengedepankan inklusivitas dan peningkatan pelatihan
serta informasi terkait investasi sukuk dapat berperan
besar dalam menciptakan lingkungan investasi yang
sehat dan produktif bagi semua pihak.

C. Crowdfunding dan Fintech Syariah
1. Fintech Syariah
a. Pengertian dan Cakupan Fintech

Fintech atau teknologi finansial merupakan konsep
yang mengalami pertumbuhan pesat di berbagai belahan
dunia, termasuk Indonesia. Fintech merujuk pada
penggunaan inovasi teknologi untuk menyediakan
layanan keuangan secara lebih efisien dan aksesibel
(Muchtar & Soolihah, 2022). Dalam konteks syariah,
istilah ini mengacu pada penerapan teknologi dalam
penyediaan layanan keuangan yang sesuai dengan
prinsip-prinsip syariah Islam. Fintech syariah tidak
hanya menawarkan alternatif pembiayaan tetapi juga
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berupaya menghadirkan model keuangan yang lebih
inklusif dan adil bagi masyarakat.

Cakupan dan penggunaan fintech syariah semakin
meluas seiring dengan perkembangan teknologi dan
kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Fintech
tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyediaan
pembiayaan, tetapi juga berperan penting dalam
meningkatkan literasi keuangan di kalangan pengguna.
Pemanfaatan fintech dalam bentuk layanan peer-to-peer
(P2P) lending, memungkinkan akses mudah untuk
memperoleh dana bagi individu atau UMKM yang tidak
terlayani oleh lembaga perbankan tradisional (Muzdalifa
et al., 2018). Sejalan dengan hal ini, Billah menekankan
pentingnya fintech dalam memperkuat UMKM di
Indonesia, khususnya dalam konteks pemulihan
ekonomi pasca pandemi.

Lebih jauh, fintech syariah berupaya mengatasi
berbagai tantangan yang dihadapi oleh sektor keuangan
tradisional, termasuk masalah aksesibilitas keuangan
bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.
Dengan mengimplementasikan teknologi dalam bentuk
aplikasi mobile dan platform online, layanan keuangan
menjadi lebih cepat dan mudah diakses oleh
masyarakat, termasuk di wilayah yang selama ini
terabaikan. Untuk mendukung ini, pentingnya
pemerintah sebagai regulator untuk mendorong inovasi
dan adopsi teknologi keuangan dalam rangka
memperluas jangkauan layanan keuangan (Muchtar &
Soolihah, 2022).

Dalam konteks pemberdayaan UMKM, peran
lembaga keuangan syariah tidak dapat diabaikan.
Lembaga  keuangan  syariah  berfungsi  untuk
memberdayakan UMKM, memberikan dukungan dalam
hal pembiayaan dengan memperhatikan prinsip-prinsip
syariah (Muheramtohadi, 2017). UMKM, sebagai tulang
punggung ekonomi nasional, memainkan peran penting
dalam menciptakan lapangan kerja dan memberikan
kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.
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Sementara itu, untuk mengatasi tantangan yang
dihadapi oleh UMKM dalam hal akses keuangan, fintech
syariah juga berperan dalam menyediakan alternatif
pembiayaan yang sesuai dengan syariah. Alim
menjelaskan bahwa fintech menyediakan berbagai
layanan, termasuk pinjaman berbasis teknologi yang
dapat diakses oleh UMKM untuk memenuhi kebutuhan
modal mereka (Alim et al., 2022). Dalam hal ini, penting
untuk mengedukasi masyarakat tentang potensi dan
cara kerja fintech syariah agar mereka dapat
memanfaatkannya secara optimal.

Pentingnya edukasi dan literasi keuangan di
kalangan UMKM juga diperhatikan yang menunjukkan
bahwa pemahaman tentang akad syariah dan kriteria
pembiayaan dapat meningkatkan kualitas keputusan
bisnis para pelaku UMKM (Rahmawati et al., 2024). Ini
merupakan langkah strategis dalam membangun
kesadaran masyarakat terhadap pentingnya
menggunakan layanan keuangan yang sesuai dengan
prinsip-prinsip syariah.

Terkait dengan regulasi, Kementerian Keuangan
dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia telah
memperkenalkan berbagai kebijakan untuk mendukung
perkembangan fintech syariah. Keberlangsungan
industri perbankan di era Society 5.0 berpotensi
terganggu jika tidak ada regulasi yang jelas mengenai
fintech dan inovasi keuangan lainnya (Khumairok,
2023). Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama antara
pemangku kepentingan dalam memperkenalkan regulasi
yang mendukung inovasi, sambil tetap menjaga prinsip-
prinsip syariah.

Perkembangan fintech syariah di Indonesia telah
membawa dampak yang signifikan dalam meningkatkan
inklusi keuangan, khususnya bagi masyarakat dan
pelaku UMKM. Dengan memanfaatkan teknologi, fintech
syariah dapat memberikan akses yang lebih luas dan
mudah dalam memenuhi kebutuhan finansial, serta
berkontribusi pada pemulihan ekonomi pasca-pandemi.
Namun, tantangan yang ada harus dihadapi dengan
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meningkatkan literasi keuangan dan regulasi yang
mendukung agar keuntungan dari fintech syariah dapat
dirasakan secara maksimal oleh seluruh lapisan
masyarakat.

Inovasi Keuangan Digital dalam Perspektif Syariah

Inovasi keuangan digital menjadi salah satu pilar
utama dalam pengembangan fintech syariah, yang tidak
hanya berfokus pada teknologi, tetapi juga pada cara
baru dalam memahami serta melayani kebutuhan
keuangan masyarakat, terutama umat Islam. Salah satu
tujuan utama dari inovasi ini adalah menciptakan
produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah,
sehingga pengguna dapat mengaksesnya dengan penuh
keyakinan bahwa semua aspek transaksi mematuhi
pedoman yang telah ditetapkan dalam Islam (Firnando &
Wahyudi, 2024). Sebagai contoh, teknologi seperti
blockchain, big data, dan kecerdasan buatan (Al) mampu
menciptakan transparansi dan akuntabilitas yang lebih
tinggi, yang pada gilirannya dapat mengurangi risiko
terkait transaksi keuangan (Hemmet, 2023).

Dalam konteks inovasi fintech syariah, maqashid
syariah menjadi nilai inti yang diintegrasikan untuk
menjamin bahwa semua layanan yang diberikan akan
mendukung kepentingan masyarakat dan menjamin
keadilan serta kemaslahatan (Kismawadi et al., 2024).
Lima nilai maqashid syariah menjaga agama, jiwa, akal,
keturunan, dan harta harus dijunjung tinggi dalam
inovasi produk finansial. Misalnya, dalam implementasi
bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah,
hubungan antara investor dan pengusaha semakin
terjaga bukan hanya dari segi ekonomi, tetapi juga dari
aspek sosial (Naim & Kasri, 2025).

Fintech syariah juga memiliki peran penting dalam
mendukung inklusi keuangan. Dengan memanfaatkan
digitalisasi, fintech syariah dapat menawarkan akses
keuangan bagi kelompok yang selama ini kurang
terlayani oleh institusi keuangan tradisional, seperti
UMKM, petani, dan ibu rumah tangga. Studi
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menunjukkan bahwa fintech syariah di Indonesia dapat
meningkatkan inklusi keuangan dengan efektif,
khususnya di wilayah yang belum terjangkau oleh
layanan perbankan konvensional (Igbal et al., 2025). Ini
relevan dalam konteks pencapaian Sustainable
Development Goals (SDGs), di mana akses keuangan
yang lebih baik diharapkan dapat berkontribusi pada
penghapusan kemiskinan dan peningkatan kualitas
hidup (Oyeniyi et al., 2024).

Jenis Fintech Syariah: P2P Lending, Payment Gateway,
Robo-Advisor
Dalam era digital yang terus berkembang,
kehadiran Financial Technology (Fintech) syariah telah
menciptakan berbagai peluang dan transformasi dalam
cara masyarakat melakukan transaksi keuangan. Tiga
jenis layanan utama dalam fintech syariah yang kini
berkembang pesat adalah P2P lending, payment
gateway, dan robo-advisor. Masing-masing layanan ini
memiliki karakteristik dan relevansi yang mendalam
dalam mendukung sistem keuangan yang sesuai dengan
prinsip-prinsip syariah.
1) P2P Landing
P2P lending atau layanan pinjaman peer-to-peer
merupakan salah satu inovasi fintech yang paling
signifikan. P2P lending memungkinkan peminjam dan
pemberi pinjaman untuk berinteraksi langsung tanpa
perantara bank tradisional, dan seluruh proses
tersebut berlangsung secara daring. Keberadaan
layanan ini sangat penting dalam konteks inklusi
keuangan, terutama bagi masyarakat yang tergolong
unbankable, yaitu individu yang tidak memiliki akses
ke layanan perbankan tradisional. Penelitian
menunjukkan bahwa fintech P2P lending syariah
dapat menjembatani kebutuhan pembiayaan bagi
masyarakat yang kesulitan memperoleh pinjaman
dari institusi konvensional (Azfat et al., 2024).
Dalam konteks syariah, P2P lending harus mematuhi
prinsip-prinsip syariah, yang antara lain mencakup
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larangan riba dan kepastian akan keadilan dalam
imbal hasil kepada pemberi pinjaman. Hal ini sejalan
dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah
Nasional-Majelis Ulama Indonesia, yang mengatur
bahwa produk pembiayaan syariah harus mematuhi
ketentuan yang telah disepakati (S. T. Wulandari &
Nasik, 2021). Layanan ini juga diharapkan dapat
meningkatkan literasi keuangan di kalangan
masyarakat, seperti yang disampaikan oleh
Wulandari dan Nasik yang menyatakan adanya
perbedaan mekanisme dalam sistem pembiayaan P2P
lending berbasis syariah dibandingkan dengan
konvensional.

Payment Gateway

Payment gateway syariah adalah teknologi yang
memfasilitasi transaksi keuangan secara elektronik
yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Fungsi
utama dari payment gateway adalah untuk
menyediakan saluran pembayaran yang efisien dan
aman untuk berbagai transaksi, termasuk e-
commerce dan layanan digital lainnya. Dalam
implementasi payment gateway, penting untuk
memastikan bahwa  semua transaksi tidak
mengandung unsur gharar (ketidakpastian) dan
maysir (perjudian) (Riswantio & Devi, 2020).
Penggunaan payment gateway syariah memberikan
keamanan lebih bagi pengguna dalam melakukan
transaksi secara online. Firmansyah dan Manaf
Firmansyah & Manaf menekankan bahwa alur proses
transaksi yang jelas dan transparan sangat penting
untuk meningkatkan rasa percaya konsumen dalam
menggunakan jasa-jasa digital berbasis syariah
(Firmansyah & Manaf, 2020). Ini menciptakan
lingkungan yang lebih inklusif bagi pengguna, di
mana mereka dapat merasakan manfaat dari
teknologi tanpa merasa terjebak dalam praktik yang
tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
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3) Robo-Advisor
Robo-advisor syariah menggunakan algoritma untuk
memberikan saran investasi yang sesuai dengan
prinsip syariah. Keberadaan robo-advisor membantu
individu dalam merumuskan strategi investasi yang
tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi
juga etis. Menyediakan rencana investasi yang
beragam, robo-advisor syariah menawarkan solusi
yang lebih terjangkau dibandingkan penasihat
keuangan tradisional, serta menjangkau lebih banyak
klien secara luas (Nafi’ah & Faih, 2019).
Proses investasi yang terautomasi pada robo-advisor
syariah memastikan bahwa semua opsi investasi yang
ditawarkan memenuhi standar syariah, yang
mengharuskan adanya transparansi dalam setiap
keputusan. Hal ini penting untuk menjaga
kepercayaan pengguna dan meningkatkan
penerimaan masyarakat terhadap layanan fintech
syariah (Muhammad & Lanaula, 2019). Semakin
banyak pengguna yang merasa nyaman
menggunakan robo-advisor di era digital ini karena
kemudahan  aksesnya, membuktikan potensi
pertumbuhan di sektor ini yang masih relatif baru
(Syamsuri et al., 2023).
Kehadiran P2P lending, payment gateway, dan robo-
advisor dalam ekosistem fintech syariah sudah
memberikan kontribusi yang signifikan terhadap
peningkatan aksesibilitas layanan keuangan bagi
masyarakat, khususnya bagi mereka yang
terpinggirkan. Namun, tantangan berkaitan dengan
regulasi, edukasi, dan keamanan masih perlu diatasi
untuk memastikan bahwa layanan-layanan ini terus
berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan
memberikan manfaat maksimal bagi penggunanya.
Pendekatan kolaboratif antara pemerintah, penyedia
layanan fintech, dan masyarakat menjadi kunci
dalam mendorong pertumbuhan berkelanjutan dalam
sektor ini di masa depan.
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2. Crowdfunding Syariah

a.

Konsep Crowdfunding: Wagqf, Infaq, dan Investasi
Crowdfunding syariah telah menjadi fenomena
signifikan di masyarakat, menawarkan alternatif bagi
penggalangan dana yang tidak hanya berorientasi pada
keuntungan tetapi juga pada tujuan sosial. Dalam
kerangka ini, tiga konsep utama, yakni waqf, infaq, dan
investasi, menjadi pilar penting yang saling melengkapi
dalam ekosistem crowdfunding syariah.
1) Wagqgf dalam Crowdfunding Syariah
Wagqf, sebagai bentuk sumbangan aset untuk tujuan
sosial, memiliki karakteristik unik di mana aset
tersebut tidak dapat dikembalikan kepada pemberi.
Dalam crowdfunding, waqf dapat digunakan sebagai
model untuk proyek-proyek sosial seperti
pembangunan masjid atau sekolah. Hal ini
mendorong keberlanjutan proyek yang didanai
tanpa membebani peminjam dengan kewajiban
untuk melunasi utang (Rahmah, 2022).
Selain itu, model crowdfunding berbasis waqf
menawarkan ketahanan finansial bagi proyek-
proyek sosial. Waqf dapat diimplementasikan dalam
platform digital yang memfasilitasi penggalangan
dana secara lebih efisien dan transparan.
2) Infaq sebagai Alat Filantropi
Sementara itu, infaq adalah penyaluran dana untuk
membantu orang lain tanpa mengharapkan
imbalan. Dalam konteks crowdfunding, infaq
diterapkan melalui proyek-proyek amal, di mana
donatur memberikan sumbangan yang tidak
diharapkan untuk dikembalikan. Penggunaan
platform crowdfunding untuk infaq sangat relevan,
terutama selama masa-masa krisis seperti pandemi
COVID-19, di mana kebutuhan akan bantuan sosial
meningkat secara tajam. Aji meneliti bagaimana niat
untuk melakukan infaq secara online sangat
dipengaruhi oleh norma subjektif dan sikap individu
terhadap penggunaan platform digital untuk tujuan
ini (Aji et al., 2020).
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Investasi dalam Crowdfunding Syariah

Investasi, dalam konteks crowdfunding syariah,
mengacu pada penggabungan dana dalam bentuk
ekuitas, di mana investor memiliki bagian proyek
yang dibiayai dan  mungkin memperoleh
keuntungan sejalan dengan hasil yang dicapai
(Ascarya & Sakti, 2022). Model investasi dalam
crowdfunding syariah memungkinkan individu
untuk terlibat secara aktif dalam wusaha yang
mereka dukung sambil mendapatkan imbal hasil
yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Ini
tidak hanya menjawab kebutuhan akan modal bagi
usaha yang membutuhkan dana, tetapi juga
memberikan alternatif bagi investor untuk
diversifikasi portofolio mereka dengan cara yang etis
dan berkelanjutan.

Majid menunjukkan bahwa terdapat ketertarikan
yang besar dari investor untuk mendukung usaha
kecil dan menengah melalui crowdfunding berbasis
syariah, khususnya ketika landasan moral dan
sosial yang kuat ditawarkan oleh model investasi ini
(Majid, 2024). Hal ini menggambarkan bagaimana
mekanisme investasi dalam crowdfunding dapat
memberikan manfaat bagi kedua belah pihak—
pengusaha yang mencari modal dan investor yang
ingin mendapatkan keuntungan sekaligus
berkontribusi pada masyarakat.

Sinergi Antara Waqf, Infaq, dan Investasi

Ketiga konsep ini waqf, infaq, dan investasi tidak
hanya sekadar alat penggalangan dana, tetapi juga
saling melengkapi dalam menciptakan ekosistem
finansial yang kohesif. Penelitian oleh Nabilla dan
Shofawati  menegaskan  bahwa  penggunaan
kombinasi dari ketiga model ini dalam crowdfunding
syariah dapat meningkatkan fleksibilitas
penggalangan dana dan mendorong keberlanjutan
proyek-proyek sosial (Ascarya & Sakti, 2022). Waqf
menyediakan dasar untuk pendanaan jangka
panjang, infag mendorong partisipasi masyarakat
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sebagai bentuk kepedulian sosial, dan investasi
menyediakan insentif finansial bagi individu untuk
berkontribusi.

Model crowdfunding syariah yang menggabungkan
ketiga unsur ini memungkinkan terciptanya sistem
yang lebih resilient, terutama dalam menghadapi
tantangan ekonomi yang tidak menentu. Di satu
sisi, proyek yang didanai dapat bergerak maju tanpa
beban utang, sementara di sisi lain, investor tetap
dapat melihat pengembalian atas investasi mereka.
Hal ini menciptakan siklus positif yang dapat
berkontribusi pada perbaikan kondisi ekonomi
masyarakat secara keseluruhan (Jawi & Soemitra,
2022).

Model Syariah Crowdfunding: Equity dan Donation-
Based

Model syariah crowdfunding, khususnya equity-
based dan donation-based, telah menjadi tema penting
dalam penelitian finansial dan pengembangan sosial di
Indonesia. Seiring dengan meningkatnya popularitas
crowdfunding sebagai alternatif pembiayaan,
pemahaman yang mendalam mengenai kedua model ini
sangat krusial dalam rangka memaksimalkan manfaat
yang dapat diperoleh dari kedua pendekatan tersebut.

Dalam model equity-based crowdfunding, investor
membeli saham atau kepemilikan di perusahaan yang
mereka biayai. Dengan pendekatan ini, pemilik usaha
mendapatkan akses ke modal yang diperlukan untuk
mengembangkan bisnis mereka, tentu saja dengan
harapan bahwa investor akan memperoleh keuntungan
dalam bentuk dividen atau peningkatan nilai saham.
Penelitian oleh Noor menunjukkan bahwa equity
crowdfunding di Indonesia secara signifikan membantu
pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM), yang
berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal,
menciptakan lapangan kerja, dan memberikan dorongan
positif terhadap ketahanan ekonomi nasional(Noor et al.,
2023).
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Di sisi lain, donation-based crowdfunding
menawarkan pendekatan yang berbeda, di mana
donatur memberikan uang untuk proyek atau inisiatif
sosial tanpa harapan imbalan finansial. Model ini lebih
berfokus pada tujuan kemanusiaan dan sosial, seperti
penggalangan dana untuk kegiatan amal, bencana alam,
atau proyek komunitas. Penelitian oleh Ramadhan dan
Hendratmi menunjukkan bahwa motivasi individu
untuk berpartisipasi dalam model ini sering kali berakar
pada nilai-nilai sosial dan kemanusiaan, di mana
altruism menjadi pendorong utama bagi donasi
(Ramadhan & Hendratmi, 2023).

Donasi dalam crowdfunding berbasis sumbangan
awalnya sempat dipengaruhi oleh situasi global,
terutama selama pandemi COVID-19, di mana
masyarakat terdorong untuk saling membantu satu
sama lain dalam keadaan yang sulit (Behl et al., 2023).
Seluruh aspek ini menunjukkan bahwa donation-based
crowdfunding menjadi lebih dari sekadar penggalangan
dana, tetapi juga sebagai bentuk partisipasi aktif
masyarakat dalam mengatasi tantangan sosial.

Kedua model crowdfunding, meskipun memiliki
tujuan dan mekanisme yang berbeda, memiliki peran
penting dalam ekosistem ekonomi syariah di Indonesia.
Meskipun equity crowdfunding berorientasi pada
keuntungan komersial, donation-based crowdfunding
berfungsi sebagai saluran untuk memfasilitasi donasi
kepada mereka yang membutuhkan. Keduanya dapat
diintegrasikan dalam strategi yang lebih besar untuk
mendukung sektor UMKM. Penelitian mengatakan
bahwa implementasi platform crowdfunding yang baik,
baik itu untuk model equity maupun donation, dapat
memfasilitasi penyebaran informasi yang diperlukan
oleh investor dan donatur, serta membantu dalam
pengelolaan dana yang lebih transparan (Ryandono et
al., 2020).

Baik model equity-based maupun donation-based
crowdfunding memiliki potensi besar dalam menyokong
pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan sosial di
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Indonesia. Melalui kolaborasi antara sektor bisnis,
pemerintah, dan masyarakat, kedua model ini dapat
berfungsi secara sinergis untuk menciptakan dampak
positif di tengah tantangan yang dihadapi oleh
masyarakat dan dunia usaha. Penelitian lebih lanjut dan
penerapan praktik terbaik dari berbagai negara akan
membantu Indonesia dalam mengoptimalkan potensi
crowdfunding syariah untuk keberlanjutan ekonomi dan
sosial di masa depan.

Analisis Keberlanjutan dan Trust Masyarakat

Crowdfunding  syariah  merupakan  metode
pembiayaan yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam,
yang semakin populer di berbagai kalangan masyarakat,
terutama dalam konteks investasi dan pendanaan usaha
kecil dan menengah (UKM) di negara-negara Muslim.
Keberhasilan crowdfunding syariah sangat dipengaruhi
oleh aspek kepercayaan masyarakat. Dengan
meningkatnya kebutuhan akan transparansi dan
akuntabilitas di dalam proyek-proyek yang dibiayai
melalui crowdfunding, transparansi informasi menjadi
kunci utama dalam membangun kepercayaan di
kalangan masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa
untuk membangun kepercayaan tinggi, fitur-fitur
transparansi dan akuntabilitas harus terpenuhi dalam
setiap proyek crowdfunding syariah yang diajukan
(Alhadiansyah et al., 2023).

Transparansi tidak hanya mencakup penyajian
informasi mengenai penggunaan dana, tetapi juga
menuntut adanya pengawasan yang ketat terhadap
bagaimana dana tersebut dikelola dan hasil dari proyek
yang didanai. Dalam penelitian di Malaysia, misalnya,
terungkap bahwa praktik crowdfunding syariah yang
berhasil adalah yang mampu mempertahankan tingkat
akuntabilitas dan transparansi yang tinggi, sehingga
meyakinkan para investor dari kalangan individu
maupun institusi bahwa semua praktik dan prosedur
yang diikuti sesuai dengan prinsip-prinsip syariah
(Ramli et al., 2022).
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Keberlanjutan proyek-proyek crowdfunding syariah
juga menjadi titik penting dalam meningkatkan
kepercayaan masyarakat. Setiap pemodal ingin
memastikan bahwa kontribusi yang diberikan tidak
hanya berdampak sesaat tetapi juga memberikan hasil
yang berkelanjutan. Proyek yang mampu menunjukkan
keberlanjutan dalam dampaknya terhadap masyarakat
sangat mungkin menarik lebih banyak investor. Untuk
mencapai itu, penting bagi organisasi yang bertanggung
jawab atas proyek-proyek ini untuk menyediakan
laporan berkala yang jelas, transparan, dan mudah
diakses mengenai kemajuan proyek dan dampaknya
terhadap masyarakat (Berlian et al., 2024).

Dalam konteks negara-negara Muslim, tantangan
lain yang dihadapi oleh sistem crowdfunding syariah
adalah perbedaan antara inovasi teknologi dan
keperluan untuk menjaga kesesuaian dengan nilai-nilai
dan prinsip-prinsip Islam. Teknologi seperti blockchain
telah diperkenalkan sebagai alat yang memungkinkan
transparansi tinggi, tetapi pengimplementasiannya
harus tetap sejalan dengan prinsip syariah. Penggunaan
teknologi ini dapat membantu mengatasi masalah
kepercayaan, memastikan bahwa semua transaksi dapat
dilacak dan diperiksa, sehingga semakin menumbuhkan
rasa percaya di kalangan masyarakat (Mahdiraji et al.,
2023).

Pentingnya kepercayaan dalam crowdfunding tidak
dapat diabaikan; hal ini berbanding lurus dengan
adanya informasi yang jelas dan akurat mengenai proyek
yang didanai. Ketika masyarakat memiliki akses
informasi yang jelas dan terperinci mengenai proyek
yang mendapatkan dana, tingkat kepercayaan mereka
cenderung  meningkat, yang pada  gilirannya
berkontribusi pada keberhasilan proyek itu sendiri.
Penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan adalah
elemen yang signifikan dalam memfasilitasi partisipasi
masyarakat dalam crowdfunding (Nikhate et al., 2023).

Perspektif masyarakat juga perlu dianggap serius;
penerima dana dan investor sama-sama harus merasa
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dihargai dan memahami proses dan manfaat dari
crowdfunding syariah. Komunikasi yang dialogis, di
mana terdapat dua arah antara para pemodal dan
penerima dana, dapat berfungsi sebagai medium penting
dalam membangun kepercayaan (Behl et al., 2022). Bagi
banyak orang, kekhawatiran utama adalah potensi
kehilangan dana, dan adanya dialog yang terbuka dapat
menyusun jembatan untuk mengatasi kekhawatiran ini.
Di masa mendatang, penguatan kebijakan yang
mendukung praktik crowdfunding syariah akan menjadi
kunci wuntuk memastikan keberlangsungan dan
pertumbuhannya. Peran pemerintah dan lembaga
terkait dalam menciptakan kebijakan yang kondusif
akan mendukung pertumbuhan industri ini. Edukasi,
transparansi, dan penguatan regulasi merupakan tiga
aspek kunci yang saling berhubungan yang harus
dioptimalkan untuk menciptakan ekosistem
crowdfunding syariah yang solid dan dapat dipercaya.
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BAB 5
PERBANKAN SYARIAH

A. Pengertian Perbankan Syariah

Bank syariah terdiri atas dua kata, yaitu bank dan syariah.
Kata “Bank” bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi
sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang
kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Sementara
kata “Syariah” dalam versi bank indonesia adalah aturan
perjanjian yang digunakan oleh kedua pihak yang
menggunakan hukum islam. Penggabungan dua kata tersebut
diatas bisa diartikan suatu lembaga yang berfungsi sebagai
perantara antara dua belah pihak yang memiliki kelebihan dana
dan pihak yang kekurangan dana untuk melakukan suatu
perjanjian dalam suatu kegiatan usaha-usaha tertentu yang
berdasarkan kepada hukum islam, sistem nilai serta etos islam.
Berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah, bank syariah merupakan bank yang menjalankan
kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Secara filosofi,
bank syariah merupakan implementasi dari nilai-nilai syariat
Islam. Prinsip tersebut antara lain adalah tidak
diperbolehkannya sistem bunga (riba) dalam transaksi ekonomi
termasuk perbankan, dan kehalalan produk yang ditawarkan
bank. Secara hakikatnya, Perbankan Syariah adalah segala
sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit
Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta
cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
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Perbankan syariah harus mematuhi seluruh prinsip
syariah atau prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan.
Untuk menjaga konsistensi perbankan syariah dalam
menjalankan aktivitas berdasarkan prinsip syariah islam, bank
syariah juga diawasi oleh Dewan Syariah Nasional dari Majelis
Ulama Indonesia (DSN-MUI). Perihal pengawasan tersebut
dijelaskan melalui Undang Undang No. 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah. Dalam Undang Undang tersebut terdapat
pernyataan pemberian kewenangan kepada MUI melalui DSN-
MUI untuk menerbitkan fatwa kesesuaian syariah terhadap
suatu produk perbankan. Ketetapan tersebut juga didukung
oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang
menegaskan bahwa seluruh produk perbankan syariah hanya
boleh ditawarkan kepada masyarakat setelah bank mendapat
fatwa dari DSN-MUI dan memperoleh izin dari OJK.

Secara umum terdapat dua jenis usaha bank syariah yang
terdiri dari, bank umum syariah (BUS) yang dalam kegiatannya
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sedangkan
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang dalam
kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas
pembayaran. Keduanya menjalankan fungsi dasar yang sama
namun terdapat perbedaan dalam sistem operasi. Selain
menjalankan fungsi sosial dalam penyaluran dana, sumber
dana, serta pembiayaan, perbankan syariah juga memiliki
fungsi seperti lembaga baitul mal sebagai sebuah lembaga yang
menerima dana berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau
dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pihak yang
berhak menerima (zakat, infaq, sedekah) maupun kepada
pengelola wakaf (nazhir) sesuai kehendak pemberi wakaf (wakif).
Bank syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan
bank konvensional. Dalam bank syariah memberikan layanan
bebas bunga kepada para nasabahnya. Dalam sistem
operasional bank syariah, penarikan bunga dilarang dalam
semua bentuk transaksi apapun. Bank syariah tidak mengenal
yang namanya sistem bunga, baik itu bunga yang diperoleh dari
nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayar kepada
penyimpan dana di bank syariah. Dalam bank syariah hanya
mengenal riba atau bagi hasil pada semua akad yang
dipraktekkan dalam bank syariah.
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B. Dasar Hukum Perbankan Syariah

Perbankan syariah menerapkan prinsip syariah yang
mengacu kepada syariah Islam yang berpedoman kepada Al
Quran dan Hadist. Kegiatan bank syariah harus
memperhatikan perintah dan larangan dalam Al-Quran dan
sunnah Rasul Muhammad SAW. Sebagai landasan, Islam
mengajarkan tuntunan kehidupan manusia secara
komprehensif dan universal baik dalam hubungan dengan Sang
Pencipta (HabluminAllah) maupun dalam hubungan sesama
manusia (Hablumminannas), serta hubungan manusia dengan
alam (Hablum Minal Alam).

Perbankan syariah merupakan bagian dari ajaran Islam
yang berkaitan dengan pengelolaan ekonomi yang
menggunakan prinsip bagi hasil (mudharabah) dan dilarang
adanya unsur riba. Secara umum selain berlandaskan Al-quran
dan hadist, landasan dalam mengoperasionalkan bank syariah
adalah segala bentuk peraturan perundang-undangan yang
terkait dengan aspek hukum perbankan syariah yang secara
hirarki antara lain:

UUD 1945 dalam ketentuan yang mengatur tentang
Pereknomian Negara dan Prinsip Demokrasi Ekonomi;
Undang-undang RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang RI No.
10 Tahun 1998 tentang Perbankan;

1. Undang-undang RI No. 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang RI No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia;

2. Undang-undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas;

3. Undang-undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah,;

4. Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan (POJK) sebagai peraturan pelaksanaan
Undang-undang.

C. Tujuan dan Fungsi Perbankan Syariah
Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya
berasaskan pada Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan
prinsip kehati-hatian. Perbankan Syariah bertujuan menunjang
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pelaksanaan pembangunan  nasional dalam  rangka
meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan
kesejahteraan rakyat. Sedangkan apabila kita berbicara
mengenai fungsi bank syariah, Bank syariah memiliki tiga
fungsi utama, yaitu fungsi bank syariah untuk menghimpun
dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi,
fungsi bank syariah wuntuk menyalurkan dana kepada
masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, dan juga
fungsi bank syariah untuk memberikan pelayanan dalam
bentuk jasa perbankan syariah.

a) Fungsi Bank Syariah untuk Menghimpun Dana Masyarakat

Fungsi bank syariah yang pertama adalah menghimpun

dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank syariah

mengumpulkan atau menghimpun dana dari masyarakat

dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad al-wadiah

dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad al-
mudharabah.

Al-wadiah adalah akad antara pihak pertama
(masyarakat) dengan pihak kedua (bank), dimana pihak
pertama menitipkan dananya kepada bank dan pihak
kedua, bank menerima titipan untuk dapat memanfaatkan
titipan pihak pertama dalam transaksi yang diperbolehkan
dalam islam.

Al-mudarabah merupakan akad antara pihak pertama
yang memiliki dana kemudian menginvestasikan dananya
kepada pihak lain yang mana dapat memanfaatkan dana
yang investasikan dengan tujuan tertentu yang
diperbolehkan dalam syariat islam.

b) Fungsi Bank Syariah sebagai Penyalur Dana Kepada
Masyarakat
Fungsi bank syariah yang kedua ialah menyalurkan
dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat
dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah asalkan
dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang
berlaku. Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang
sangat penting bagi bank syariah. Dalam hal ini bank
syariah akan memperoleh return atas dana yang disalurkan.
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Return atau pendapatan yang diperoleh bank syariah atas
penyaluran dana ini tergantung pada akadnya.

Bank syariah menyalurkan dana kepada masyarakat
dengan menggunakan bermacam-macam akad, antara lain
akad jual beli dan akad kemitraan atau kerja sama usaha.
Dalam akad jual beli, maka return yang diperoleh bank atas
penyaluran dananya adalah dalam bentuk margin
keuntungan. Margin keuntungan merupakan selisih antara
harga jual kepada nasabah dan harga beli bank. Pendapatan
yang diperoleh dari aktivitas penyaluran dana kepada
nasabah yang menggunakan akad kerja sama usaha adalah
bagi hasil.

Fungsi Bank Syariah memberikan Pelayanan Jasa Bank

Fungsi bank syariah disamping menghimpun dana dan
menyalurkan dana kepada masyarakat, bank syariah
memberikan  pelayanan  jasa  perbankan = kepada
nasabahnya. Pelayanan jasa bank syariah ini diberikan
dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam
menjalankan aktivitasnya. Pelayanan jasa kepada nasabah
merupakan fungsi bank syariah yang ketiga. Berbagai jenis
produk pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh bank
syariah antara lain jasa pengiriman uang (transfer),
pemindahbukuan, penagihan surat berharga dan lain
sebagainya.

Aktivitas pelayanan jasa merupakan aktivitas yang
diharapkan oleh bank syariah untuk dapat meningkatkan
pendapatan bank yang berasal dari fee atas pelayanan jasa
bank. Beberapa bank berusaha untuk meningkatkan
teknologi informasi agar dapat memberikan pelayanan jasa
yang memuaskan nasabah. Pelayanan yang dapat
memuaskan nasabah ialah pelayanan jasa yang cepat dan
akurat. Harapan nasabah dalam pelayanan jasa bank ialah
kecepatan dan keakuratannya. Bank syariah berlomba-
lomba untuk berinovasi dalam meningkatkan kualitas
produk layanan jasanya. Dengan pelayanan jasa tersebut,
maka bank syariah mendapat imbalan berupa fee yang
disebut fee based income.
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D. Prinsip Perbankan Syariah

Seluruh aktivitas perbankan syariah berasaskan pada
Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.
Demokrasi ekonomi adalah kegiatan ekonomi syariah yang
mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan
kemanfaatan. Sementara, yang dimaksud dengan “prinsip
kehati-hatian” adalah pedoman pengelolaan Bank yang wajib
dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan
efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Menurut UU nomor 10 tahun 1998, Prinsip Syariah
adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara
bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau
pembiayaan kegiatan wusaha, atau kegiatan lainnya yang
dinyatakan sesuai dengan syariah.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang
Perbankan Syariah, perbankan syariah menerapkan prinsip
syariah dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa oleh
Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan kesuaian dan ketaatan
syariahnya diawasi oleh Dewan Syariah Nasional dari Majelis
Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dalam UU tersebut menyebutkan
bahwa prinsip Perbankan Syariah berlandaskan pada Prinsip
Kemitraan (Ta'awun), Prinsip Keadilan (Saling Ridho), Prinsip
Kemanfaatan (Kemaslahatan), Prinsip Keseimbangan
(Tawazun), Prinsip Keuniversalan (Rahmatan lil 'Alamiin). Nilai-
nilai tersebut diterapkan dalam pengaturan perbankan yang
didasarkan pada Prinsip Syariah yang disebut Perbankan
Syariah. Prinsip Perbankan Syariah merupakan bagian dari
ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu
prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam
berbagai bentuknya, dan menggunakan sistem antara lain
prinsip bagi hasil (mudharabah).

a) Kegiatan usaha yang berasaskan Prinsip Syariah, antara
lain adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:
Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil)
antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang
tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan
(fadhl), atau dalam transaksi pinjam meminjam yang
mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas
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mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok
pinjaman karena berjalannya waktu (nasi’ah);

Maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu
keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan,;
Gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak
dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat
diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur
lain dalam syariah;

Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam
syariah; atau

Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan
bagi pihak lainnya.

Secara umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008
Tentang

Perbankan Syariah
1) Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah.

Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah
(UUS) adalah dua entitas perbankan syariah yang
berbeda. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah
yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu
lintas pembayaran. Kegiatan usaha Bank Umum Syariah
meliputi: menghimpun dana dalam bentuk Simpanan
berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang
dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi'ah
atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip
Syariah; menghimpun dana dalam bentuk Investasi
berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang
dipersamakan dengan itu  berdasarkan  Akad
mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan
dengan Prinsip Syariah.

Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut UUS,
adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum
Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari
kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha
berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor
cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar
negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara
konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari
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kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit
syariah.Kegiatan usaha UUS meliputi: menghimpun
dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan,
atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu
berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak
bertentangan dengan Prinsip Syariah; menghimpun
dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito,

Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan

dengan itu berdasarkan Akad mudharabah atau Akad

lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

Sedangkan dalam penyaluran produk pembiayaan
sama-sama menyalurkan produk pembiayaan
berdasarkan prinsip bagi hasil, prinsip jual beli atau
berdasarkan akad lain yang tidak bertentangan dengan
prinsip syariah seperti Akad gardh Akad ijarah dan/atau
ijarah muntahiya bittamlik.

Pendirian Bank Umum Syariah hanya dapat
didirikan dan/atau dimiliki oleh:

e Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum
Indonesia.

e Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum
Indonesia dengan warga negara asing dan/atau
badan hukum asing secara kemitraan; atau
pemerintah daerah.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) menurut
Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang
perbankan syariah mendefinisikan bank perkreditan
rakyat syariah sebagai bank pembiayaan rakyat syariah.
Bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) merupakan
salah satu lembaga keuangan perbankan syariah, yang
pola operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip syariah
ataupun muamalah Islam. BPRS berfungsi sebagai
pelaksana sebagian fungsi bank umum, tetapi ditingkat
regional dengan berlandaskan kepada prinsip-prinsip
syariah. Bank perkreditan rakyat syariah (BPRS)
merupakan perbankan yang unik, dimana bank ini
dalam operasionalnya dalam lingkup yang kecil,
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diperuntukkan melayani Usaha Kecil dan Mikro (UMK),

dan tidak diperkenankan melayani simpanan dalam

bentuk giro. BPRS beroperasi pada wilayah kabupaten
ataupun kota madya dengan jangkauan yang terbatas
sebagaimana permodalannya yang relatif kecil.

Karakteristik BPRS sebagai Lembaga Keuangan
Mikro, adalah :

a) BPRS hanya dapat didirikan oleh warga negara
Indonesia, badan hukum yang kepemilikannya
dimiliki oleh warga negara Indonesia, pemerintah
daerah, atau kombinasinya.

b) BPRS dilarang menerima simpanan dalam bentuk
giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran
sebagaimana yang telah diatur pada Undang-
Undang No 7 tahun 1992, melakukan kegiatan
usaha dalam bentuk valuta asing, melakukan
penyertaan modal, dan melakukan usaha
perasuransian.

c) Keberadaan BPRS juga memiliki tujuan khusus yaitu
menyediakan jasa dan produk perbankan bagi
masyarakat golongan ekonomi menengah dan
menengah kebawah, Usaha Kecil dan Mikro (UKM)
baik di kota maupun desa.

Karakteristik nasabah BPRS yang rentan terhadap
perubahan lingkungan sekitar menyebabkan relatif
tingginya kemungkinan timbulnya pembiayaan yang
bermasalah, dibandingkan dengan nasabah pada bank
umum. Hal ini juga diperburuk dengan pengikatan
jaminan yang pada umumnya lemah secara hukum.
Selain itu, BPRS berbeda dengan Bank Umum Syariah,
maka ada beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan
oleh BPRS, sebagai berikut:

a) Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan
dengan prinsip syariah.

b) Menerima simpanan dalam bentuk giro dan ikut
serta dalam lalu lintas pembayaran.

c) Melakukan kegiatan usaha dalam bentuk valuta
asing kecuali penukaran uang asing dengan izin BI.
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d) Melakukan kegiatan usaha perasuransian kecuali
sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.

e) Melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga
yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan
likuiditas BPRS.

f) Mengubah kegiatan usahanya menjadi BPR
konvensional.

g) Produk dan jasa baru yang akan dikeluarkan oleh
BPRS wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu
dari BI atau sekarang OJK.

Bank Digital Syariah

Bank digital merupakan bentuk transformasi
perbankan dengan memanfaatkan teknologi informasi
secara efektif dan efisien yang memudahkan nasabah
dalam mengakses layanan perbankan (Yusuf et al.,
2022). Bank digital di Indonesia diatur dalam POJK No.
12/POJK.03/2018 tentang penyelenggaraan layanan
perbankan digital yang memuat ketentuan layanan
perbankan digital yang dirancang untuk
mengoptimalkan penggunaan data nasabah. (Otoritas
Jasa Keuangan, 2018). POJK No. 12/POJK.03/2021
tentang Bank Umum, menyebutkan bank digital
merupakan Bank Berbadan Hukum Indonesia (BHI)
yang menjalankan kegiatan utamanya melalui saluran
elektronik, tanpa adanya kantor fisik selain kantor pusat
atau menggunakan kantor fisik dalam jumlah terbatas.
Bank Digital dapat beroperasi baik melalui pendirian
Bank BHI baru khusus sebagai bank digital ataupun
melalui transformasi dari Bank BHI yang sudah ada
menjadi bank digital. (Otoritas Jasa Keuangan, 2021).
Bank digital dibentuk untuk meningkatkan efektivitas
dan efisiensi layanan perbankan kepada nasabah
melalui computer atau smartphone tanpa mendatangi
kantor fisik. Seluruh operasional mulai dari pembukaan
rekening atau akun, transaksi, hingga penutupan
rekening atau akun dapat dilakukan secara online
melalui aplikasi bank digital. (Cupian et al., 2022).
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Berdasarkan sistem operasionalnya, bank digital
dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bank digital
konvensional dan bank digital syariah. (A. S. Utama,
2021). Bank digital syariah didefinisikan sebagai
institusi yang memberikan layanan perbankan online
atau melalui media elektronik dengan operasional dan
seluruh transaksinya dijalankan dengan prinsip syariah.
Dalam menjalankan operasionalnya, bank digital
syariah harus mematuhi prinsip-prinsip yang telah
ditetapkan dan diatur dalam Fatwa Majelis Ulama
Indonesia (MUI) No. 117/DSNMUI/II/2018 sebagai
penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan
prinsip-prinsip syariah. (Dewan Syariah Nasional Majelis
Ulama Indonesia, 2018).

E. Operasional Perbankan Syariah

Perbankan syariah menjalankan prinsip syariah dengan

sistem bagi hasil guna menghindari riba dan segala hal yang
dilarang dalam islam. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia
Nomor 10 tahun 2008, bagi hasil termasuk salah satu bentuk
pembiayaan.

a)

Produk Penghimpunan Dana

Dalam bank syariah penghimpunan dana dari masyarakat
yang dilakukan dengan prinsip wadiah dan mudharabah
tanpa membedakan nama produk yang bersangkutan.

1) Akad Wadiah

Wadiah dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak
ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang
harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan
menghendakinya. Tujuan dari perjanjian tersebut
adalah untuk menjaga keselamatan barang itu dari
kehilangan, kemusnahan, kecurian dan sebagainya.
Yang dimaksud dengan “barang” disini adalah suatu
yang berharga seperti uang, barang, dokumen, surat
berharga, barang lain yang berharga disisi Islam.
Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi
dengan prinsip wadiah, yaitu barang yang dititipkan,
orang yang penitipkan / penitip, orang yang menerima
titipan/ penerima titipan, dan ijab qobul.
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Wadiah Yad-Amanah

Wadiah yad-amanah, titipana dimana penerima titipan
tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut
sampai diambil kembali oleh penitip. Dalam perbankan
syariah dapat diaplikasikan pada produk ”safe deposit
Box”. Bank syariah tidak diperkenankan untuk
mempergunakan atau mengambil manfaat dari barang
yang ada pada safe deposito box tersebut, sebagai
imbalan bank syariah menerima fee.

Wadiah Yad-Dhamanah

Wadiah yad-dhamanah adalah titipan dimana barang
titipan selama belum dikembalikan kepada penitip dapat
dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari hasil
pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan maka
seluruhnya menjadi hak penerima titipan. Dalam
perbankan syariah diaplikasikan untuk produk Giro dan
Tabungan.

Akad Mudharabah

Mudharabah adalah perjanjian atas suatu jenis
perkongsian, dimana pihak pertama (shahib al’'mal)
menyediakan dana, dan pihak kedua (mudharib)
bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Hasil usaha
dibagikan sesuai dengan nisbah (porsi bagi hasil) yang
telah disepakati bersama secara awal, maka kalau rugi
shahib al’'mal akan kehilangan sebagian imbalan dari
kerja keras dan managerial skil selama proyek
berlangsung. Dalam transaksi dengan  prinsip
mudharabah harus dipenuhi rukun mudharabah, yaitu
Shahibul maal / Rabulmal (pemilik dana / nasabah),
Mudharib (pengelola dana/ pengusaha / bank), Amal (
Usaha / pekerjaan), dan [jab Qabul.

Mudharabah Muthlagah

Pihak pengusaha “diberi kuasa penuh wuntuk
menjalankan proyek tanpa larangan / gangguan
apapun” urusan yang berkaitan dengan proyek itu dan
tidak terikat dengan waktu, tempat, jenis, perusahaan
dan pelanggan. Mudharabah Mutlagah ini pada usaha
perbankan syariah diaplikasikan pada tabungan, dan
deposito.
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6) Mudharabah Muqayyadah

Pemilik dana (shahibul maal) membatasi / memberi

syarat kepada mudharib dalam pengelolaan dana seperti

misalnya:

» Hanya untuk melakukan mudharabah bidang
tertentu, cara, waktu dan tempat yang tertentu saja.

» Bank dilarang mencampurkan rekening investasi
terikat dengan dana bank atau dana rekening
lainnya pada saat investasi.

» Bank dilarang untuk investasi dananya pada
transaksi  penjualan cicilan, tanpa penjamin atau
tanpa jaminan.

» Bank diharuskan melakukan investasi sendiri (tidak
melalui pihak ketiga).

F. Produk Penyaluran Dana

Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis

besar produk pembiayaan syariah terbagi ked lam empat
kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya,
yaitu: 1) Pembiayaan dengan prinsip jual-beli, 2) Pembiayaan
dengan prinsip sewa, 3) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil,
4)Pembiayaan dengan akad pelengkap

a)

Prinsip jual Beli (Ba'i)

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya

perpindahan kepemilikan barang atau benda (transfer of

property). Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan

menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi

jual-beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk

pembayarannya dan waktu penyerahan barangnya, yakni

sebagai berikut:

1) Pembiayaan murabahah
Murabahah (al-bai bi tsaman ajil) lebih dikenal sebagai
murabahah saja. Murabahah berasal dari kata ribhu
(keuntungan), adalah transaksi jual belil di mana bank
menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak
sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli.
Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok
ditambah keuntungan (marjin). Kedua belah pihak
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harus menyepakati harga jual dan jangka waktu
pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual
beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah
selama berlakunya akad. Dalam perbankan murabahah
selalu dilakukan dengan cara pembayran cicilan (bi
tsaman ajil, atau muajjal). Dalam transaksi ini barang
diserahkan segera setelah akad, sementara pembayaran
dilakukan secara tangguh/cicilan.

Pembiayaan Salam

Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang
diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang
diserahkan secara tangguh sementara pembayaran
dilakukan secara tunai. Bank bertindak sebagai
pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Sekilas
transaksi ini mirip jual beli ijjon, namun dalam transaksi
ini kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan
barang harus ditentukan secara pasti. Dalam praktik
perbankan, ketika barang telah diserahkan kepad bank,
maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah
atau nasabah itu sendiri secara tunai atau secara
cicilan. Harga jual yang ditetapkan oleh bank adalah
harga beli bank dari nasabah ditambah keuntungan.
Dalam hal ini bank menjualnya secara tunai biasanya
disebut dengan pembiayaan talangan (bridging
financing). Sedangkan dalam hal bank menjualnya
secara cicilan.

Pembiayaan Istishna'

Produk istishna' menyerupai produk salam, tapi dalam
istishna' pembayarannya dapat dilakukan oleh bank
dalam beberapa kali (termin) pembayaran. Skim
istishna' dalam Bank Syariah umumnya diaplikasikan
pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.
Ketentuan umum Pembiayaan Istishna' adalah
spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis,
macam ukuran, mutu dan jumlahnya. Harga jual yang
telah disepakati dicantumkan daam akad Istishna' dan
tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Jika
terjadi perubahan dari kriteria pesanan dan terjadi
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perubahan harga setelah akad ditandatangani, seluruh
biaya tambahan tetap ditanggung nasabah.

Prinsip Sewa (jarah)

Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat.
Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan
prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek
transaksinnya. Bila pada jual-beli objek transaksinya
adalah barang pada ijarah objek transaksinya adalah
jasa. Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual
barang yang disewakannya kepada nasabah. Karena itu
dalam perbankan syariah dikenal ijarah muntahhiyah
bittamlik (sewa yang diikuti dengan berpindahnya
kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada
awal perjanjian.

Prinsip Bagi Hasil (Syirkah)

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas
prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut:

Pembiayaan musyarakah

Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah musyarakah
(syirkah atau syarikah). Transaksi musyarakah
dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja
sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki
secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang
melibatkan dua pihak atau lebih di mana mereka secara
bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber
daya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.
Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang
bekerja sama dapat berupa dana, barang perdagangan
(trading asset), kewirausahaan (entrepreneurship),
kepandaian (skill), kepemilikan (property), peralatan
(equipment), atau intangible asset (seperti hak paten
atau goodwill), kepercayaan atau reputasi (credit
worthiness) dan barang-barang lainnya yang dapat
dinilai dengan wuang. Dengan meragkum seluruh
kombinasi dari bentuk kontribusi masing-masing pihak
dengan atau tanpa batasan waktu menjadikan produk
ini sangat fleksibel.
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7) Pembiayaan Mudharabah
Secara spesifik terdapat bentuk musyarakah yang
populer dalam produk perbankan syariah yaitu
mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerja sama
anatara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal
kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian
pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja
sama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari
shahib al-maal dan keahlian dari mudharib.
Transaksi jenis ini tidak mensyaratkan adanya wakil shahib
al-maal dalam manajemn proyek. Sebagai orang
kepercayaan, mudharib harus bertindak hati-hati dan
bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang terjadi
akibat kelalaian. Sedangkan sebagai wakil shahib al-maal
dia diharapkan untuk mengelola modal dengan cara
tertentu untuk menciptakan laba optimal. Perbedaan yang
essensial dari musyarakah dan mudharabah terletak pada
besarnya kontribusi atas manajemen dan keuangan atau
salah satu di anatara itu. Dalam mudharabah, modal hanya
berasal dari satu pihak, sedangkan dalam musyarakah
modal berasal dari dua pihak atau lebih.

G. Produk Jasa Layanan Bank Syariah

Bank syariah juga melaksanakan kegiatan usaha bidaang

jasa layanan seperti transfer, inkasi, kliring, bank garansi, letter
of credit, pembayaran gaji, pembayaran telpon dan sebagainya.
Dalam menjalankan fungsi jasa perbankan ini yang harus
diperhatikan adalah prinsip apa yang dipergunakan. Prinsip-
prinsip syariah berkaitan dengan jasa perbankan antara lain
Wakalah, Kafalah, Sharf, Hawalah, Rahn.

a)

Wakalah
Wakalah - perwakilan, penyerahan, pendelegasian atau
pemberian mandat (power of attorney) — adalah akad

pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain
dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Secara teknis
perbankan, wakalah adalah akad pemberi wewenang/kuasa
dari lembaga/seseorang (sebagai pemberi mandat) kepada
pihak lain (sebagai wakil, dalam hal ini bank) untuk
mewakili dirinya melaksanakan wurusan dengan batas
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kewenangan dan dalam waktu tertentu. Praktek wakalah
dalam lembaga keuangan syariah mengharuskan adanya,
muwakil (nasabah atau investor), wakil (bank) dan taukil
(obyek atau wewenang yang diwakilkan).

Akad Kafalah

Kafalah adalah menjadikan seseorang (penjamin) ikut
bertanggung jawab atas tanggung jawab seseorang dalam
pelunasan/pembayaran hutang, dan dengan demikian
keduanya dipandang berhutang. Dalam pengertian lain
kafalah berarti mengalihkan tanggungjawab seseorang yang
dijamin dengan berpegang pada tanggungjawab orang lain
sebagai penjamin. Secara teknis perbankan, kafalah
merupakan jasa penjaminan nasabah dimana bank
bertindak sebagai penjamin (kafil sedangkan nasabah
sebagai pihak yang dijamin (makfullah). Prinsip syariah ini
sebagai dasar layanan bank garansi, yaitu penjaminan
pembayaran atas suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat
mempersyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah
dana untuk fasilitas ini sebagai jaminan. Atas dana tersebut
bank dapat memperlakukannya denagn prinsip wadiah.
Dalam hal ini bank mendapatkan imbalan atas jasa yang
diberikan.

Sharf

Sharf merupakan layanan jasa perbankan berupa jual beli
valuta asing yang sesuai dengan prinsip sharf. Dengan
istilah lain sharf adalah tukar menukar mata uang yang
tidak sejenis. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini
penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama
berdasarkna kurs jual atau kurs beli yang berlaku pada saat
itu juga (transaksi spot).

Bank syariah tidak tidak di perbolehkan melakukan
transaksi forward, swap, dan option yang dalam
transaksinya diterapkan hedging. Karena transaksi ini
penyerahannya dilakukan pada masa yang akan datang dan
mengandung unsur spekulasi.

Hawalah

Hawalah atau Hiwalah adalah akad pengalihan hutang dari
pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib
menanggung (membayar)-nya. Dalam praktik perbankan
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syariah fasilitas hiwalah lazimnya wuntuk membantu
supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan
produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa
pemindahan utang. Untuk mengantisipasi risiko kerugian
yang akan timbul, bank perlu melakukan penelitian atas
kemampuan pihak yang berhutang dan kebenaran
transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang
berhutang. Katakanlah seorang supplier bahan bangunan
menjual barangnya kepada pemilik proyek yang akan
dibayar dua bulan kemudian. Karena kebutuhan supplier
akan likuiditas, maka ia meminta bank untuk mengambil
alih piutangnya. Bank akan menerima pembayaran dari
pemilik proyek.

Rahn

Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam
sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Tujuan
akad rahn adalah untuk memberikan jaminan pembayaran
kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan.
Secara sederhana rahn adalah jaminan hutang atau gadai.
Biasanya akad yang digunakan adalah akad qardh wal
ijarah, yaitu akad pemberian pinjaman dari bank untuk
nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank
menjaga barang jaminan yang diserahkan. Barang yang
digadaikan wajib memenuhi kriteria, yaitu milik nasabah
sendiri; memiliki nilai ekonomis sehingga bank memperoleh
jaminan untuk dapat mengambil seluruh atau sebagian
piutangnya; harus jelas ukuran, sifat, dan nilainya
ditentukan berdasarkan nilai riil pasar; dapat dikuasai
namun tidak boleh dimanfaatkan bank.

Qardh

Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang
dapat ditagih atau diminta kembali. Menurut teknis
perbankan, qardh adalah pemberian pinjaman dari bank
kepada nasabah yang dipergunakan untuk kebutuhan
mendesak, seperti dana talangan dengan kriteria tertentu
dan bukan untuk pinjaman yang bersifat konsumtif.
Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jangka waktu
tertentu (sesuai kesepakatan bersama) sebesar pinjaman
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tanpa ada tambahan keuntungan dan pembayarannya
dilakukan secara angsuran atau sekaligus.
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BAB 6

INSTRUMEN KEUANGAN DALAM
EKONOMI SYARIAH

A. Pendahuluan

Pasar modal merupakan salah satu elemen penting dalam
sistem keuangan suatu negara karena berfungsi sebagai sarana
mobilisasi dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana
(surplus units) kepada pihak yang membutuhkan dana (deficit
units) untuk pembiayaan investasi. Secara umum, pasar modal
dapat diartikan sebagai tempat atau mekanisme bertemunya
penjual dan pembeli instrumen keuangan jangka panjang,
seperti saham, obligasi, reksa dana, dan sukuk. Pasar ini
memainkan peran vital dalam mendukung pertumbuhan
ekonomi nasional karena menyediakan alternatif pembiayaan
non-bank yang efisien dan fleksibel. Dalam konteks pasar modal
Islam, terdapat pendekatan yang lebih spesifik dan sesuai
dengan prinsip-prinsip syariah, yang menekankan pada
keadilan, transparansi, dan penghindaran dari unsur riba,
gharar, dan maysir.

Fungsi utama pasar modal, baik konvensional maupun
syariah, mencakup empat aspek utama: pertama, sebagai
sarana penghimpun dana publik yang akan digunakan untuk
investasi produktif; kedua, sebagai tempat untuk melakukan
diversifikasi risiko melalui berbagai instrumen investasi; ketiga,
sebagai mekanisme penilaian terhadap kinerja perusahaan
melalui harga sahamnya; dan keempat, sebagai pendorong tata
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kelola perusahaan yang baik (good corporate governance)
karena adanya keterbukaan dan regulasi yang ketat dari
otoritas pasar modal. Dalam kerangka pasar modal syariah,
seperti dijelaskan oleh Omar et al. (2013), fungsi-fungsi tersebut
tetap berlaku, namun dengan tambahan dimensi religius yang
mendalam. Pasar modal syariah tidak hanya mendorong
efisiensi ekonomi, tetapi juga menciptakan sistem keuangan
yang lebih adil dan stabil, serta mempromosikan investasi yang
bersifat halal dan toyyib.

Selain itu, pasar modal juga memainkan peran penting
dalam meningkatkan efisiensi investasi. Rohma et al. (2023)
menjelaskan bahwa kualitas pelaporan keuangan yang baik
memiliki hubungan yang positif terhadap efisiensi investasi di
pasar modal Indonesia.

Fungsi pasar modal dalam hal ini diperluas menjadi bukan
hanya sebagai tempat transaksi, tetapi juga sebagai instrumen
evaluasi dan strategi investasi yang lebih efektif bagi manajer
investasi dan investor ritel. Hal ini mencerminkan bahwa pasar
modal tidak hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi juga
membentuk perilaku investasi yang lebih bertanggung jawab
dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, pasar modal memainkan peran yang
krusial dalam mendukung pembangunan ekonomi yang
berkelanjutan dan inklusif. Dalam konteks pasar modal syariah,
terdapat nilai-nilai tambahan yang menjadikannya lebih dari
sekadar sarana investasi. Ia menjadi bagian dari sistem
keuangan Islam yang bertujuan untuk menciptakan
keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan nilai-nilai
moral serta spiritual. Sebagaimana dijelaskan oleh para ahli
seperti Uddin et al. (2022) dan Omar et al. (2013), pasar modal
syariah juga memberikan kontribusi terhadap stabilitas sistem
keuangan dengan menekankan pada transaksi yang berbasis
aset nyata, menghindari spekulasi berlebihan, dan
mengarahkan investasi pada sektor-sektor yang produktif dan
halal.

Fungsi lainnya dari pasar modal adalah meningkatkan
transparansi dan  akuntabilitas perusahaan. Karena
perusahaan publik wajib menyampaikan laporan keuangan dan
informasi material lainnya kepada publik, maka pasar modal
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menciptakan insentif bagi perusahaan untuk menjaga reputasi
dan integritasnya. Dalam jangka panjang, ini akan mendorong
terbentuknya iklim investasi yang sehat dan kondusif. Dalam
kerangka pasar modal syariah, transparansi ini juga dikaitkan
dengan prinsip amanah dan kejujuran yang merupakan pilar
penting dalam muamalah Islam. Dengan demikian, pasar modal
tidak hanya berfungsi sebagai alat ekonomi tetapi juga sebagai
sarana untuk membangun tatanan sosial yang lebih adil dan
beretika.

Dalam praktiknya, pasar modal terdiri dari dua segmen
utama, yaitu pasar perdana (primary market) dan pasar
sekunder (secondary market). Pasar perdana merupakan
tempat di mana surat berharga diterbitkan untuk pertama
kalinya dan dijual kepada investor, sedangkan pasar sekunder
adalah tempat di mana surat berharga tersebut diperjualbelikan
antar investor. Di Indonesia, keduanya diatur dan diawasi oleh
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Bursa Efek Indonesia (BEI)
yang bertugas menjaga integritas dan efisiensi pasar. Dalam
pasar modal syariah, terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS)
dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
(DSN-MUI) yang menjadi landasan operasional untuk
memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa pasar modal,
baik konvensional maupun syariah, memiliki pengertian
sebagai mekanisme penghimpunan dana jangka panjang yang
mempertemukan pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana
dengan pihak yang membutuhkan dana untuk investasi. Fungsi
pasar modal tidak terbatas pada penggalangan dana, tetapi juga
mencakup fungsi alokasi sumber daya, diversifikasi risiko,
penilaian kinerja perusahaan, peningkatan transparansi, serta
pembentukan tata kelola perusahaan yang baik. Dalam konteks
pasar modal syariah, terdapat nilai tambah berupa kesesuaian
dengan prinsip-prinsip Islam yang mendorong terbentuknya
sistem keuangan yang etis, adil, dan berkelanjutan. Dengan
mengacu pada pemikiran para ahli seperti Uddin et al. (2022),
Omar et al. (2013), Rohma et al. (2023), dan Azis et al. (2024),
jelas bahwa pasar modal memiliki peran strategis tidak hanya
dalam pembangunan ekonomi tetapi juga dalam menciptakan
ekosistem keuangan yang inklusif dan bermartabat.
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B. Konsep Dasar Investasi Syariah

Konsep dasar investasi Syariah merujuk pada hukum
muamalah yaitu kumpulan prinsip dan aturan yang mengatur
interaksi ekonomi serta transaksi antar manusia dalam
kerangka hukum Islam. Muamalah, sebagai salah satu cabang
hukum Islam yang berbeda dari ibadah, menitikberatkan pada
pengaturan transaksi yang bersifat sosial dan komersial melalui
penerapan norma-norma etis dan hukum yang bersumber dari
Al-Qur’an, Hadits, Ijma, dan Qiyas(Ahsan, 2019). Secara
fundamental, prinsip-prinsip muamalah mencakup keharusan
adanya keadilan, kejujuran, dan saling pengertian antara
pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, di mana transaksi
harus dilakukan atas dasar kerelaan dan tanpa paksaan.

Dalam praktiknya, dasar muamalah mengharuskan setiap
transaksi untuk bebas dari unsur-unsur yang dilarang, seperti
riba (bunga/usury), gharar (ketidakpastian yang berlebihan),
dan maysir (perjudian) (Izzati & Yazid, 2024). Larangan terhadap
unsur-unsur tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa
setiap hubungan ekonomi tidak hanya menguntungkan secara
material tetapi juga menjaga keseimbangan sosial dan keadilan
dalam masyarakat. Sebagai contoh, dalam operasional
perbankan syariah, prinsip-prinsip muamalah diterapkan
secara ketat melalui kontrak-kontrak berbasis syariah yang
menekankan transparansi, akuntabilitas, dan kepastian
hukum (Izzati & Yazid, 2024).

Prinsip-prinsip syariah dalam keuangan syaruah
didasarkan pada kaidah-kaidah hukum Islam (fikih) yang
relevan, yaitu:

1. Dalam fikih, terdapat kaidah mengenai akad yang
menyatakan bahwa “al-ashlu fil mu’amalati bil ‘uqud”,
Prinsip ini merupakan salah satu kaidah dalam figh
muamalah yang mendasari fleksibilitas dan adaptabilitas
praktik perniagaan Islam. Para ulama berpegang pada
dasar ini untuk menjamin bahwa transaksi keuangan yang
dilakukan oleh umat Islam tidak perlu dikhawatirkan
keabsahannya selama tidak terdapat unsur yang secara
eksplisit dilarang oleh nash (teks) agama (Azizah, 2016;
Edwar & Danti, 2021; Indupurnahayu & Prasetyowati,
2018). Hal tersebut sejalan dengan pendekatan ijtihad yang
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digunakan untuk menginterpretasikan dan menerapkan
prinsip-prinsip syariah dalam konteks ekonomi dan
kontrak, sehingga memberikan ruang bagi inovasi dan
perkembangan produk keuangan syariah selama proses
transaksi tersebut memenuhi standar etika dan tidak
mengandung unsur riba, gharar, maupun maysir (Edwar &
Danti, 2021; Indupurnahayu & Prasetyowati, 2018).
Singkatnya, "al-ashlu fil mu’amalati bil ‘uqud" menyatakan
bahwa dalam setiap kontrak atau transaksi, keabsahan
ekonomi Islam diawali dengan asas permissibilitas
(perbolehannya) yang menjadi titik tolak, hingga
munculnya bukti syari yang mengharamkannya.
Pendekatan ini tidak hanya menjamin fleksibilitas dalam
transaksi ekonomi, tetapi juga mendukung dinamika
muamalah yang responsif terhadap perubahan zaman dan
kondisi ekonomi, selama tetap berpijak pada prinsip-
prinsip dasar syariah (Azizah, 2016; Edwar & Danti, 2021).
Kaidah fikih muamalah, yaitu “al ashlu fi al-mu’amalati al-
ibaahah, illa a yadullu daliilan ‘ala tahrimiha”, penerapan
prinsip ini sangat signifikan dalam konteks perbankan dan
ekonomi syariah modern. Dalam fatwa yang dikeluarkan
oleh Dewan Syariah Nasional, prinsip ini sering dijadikan
dasar dalam penetapan kriteria produk atau transaksi yang
dianggap patuh syariah. Penggunaan kaidah "al-ashlu fi al-
mu’amalati al-ibahah" menunjukkan kecenderungan
lembaga fatwa untuk tetap mengacu pada prinsip dasar
bahwa segala sesuatu diperbolehkan secara hukum Islam
kecuali ada nash yang menetapkan larangan, sehingga
memberikan  fleksibilitas dan  dinamisme dalam
menghadapi kebutuhan ekonomi kontemporer (Zayadi,
2023). Hal ini juga berdampak pada pengembangan produk
keuangan syariah, di mana transaksi dan akad dibuat
berdasarkan premis bahwa pendanaan atau investasi
adalah sah selama tidak terdapat unsur riba, gharar, atau
maysir yang dapat memunculkan ketidakadilan(Harahap &
Imsar, 2023). Hal-hal yang diharamkan mencakup:
a. Larangan dalam transaksi, termasuk riba, perjudian
(maysir), ketidakjelasan akad, serta aspek kualitas,
kuantitas, dan harga (gharar), dan bathil.
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b. Larangan terkait objek yang ditransaksikan, seperti
makanan dan minuman yang haram.
Prinsip-prinsip yang telah disebutkan akan berfungsi
sebagai dasar untuk pelaksanaan aktivitas di pasar
modal syariah.

Secara ringkas transaksi investasi pada pasar modal adalah
merupakan muamalah, mengatur hubungan antara sesama
manusia yang pada dasarnya semua diperbolehkan untuk
dilakukan kecuali jelas ada larangannya.

Oleh karena itu, pelaksanaan investasi di pasar modal
syariah perlu dilakukan dengan mematuhi ketentuan syariah
yang berlaku di pasar modal. Faktor ini menjadi pendorong bagi
perkembangan industri pasar modal syariah. Upaya untuk
memenuhi prinsip syariah di pasar modal dapat dilakukan
melalui langkah-langkah berikut:

1. Mendorong perusahaan untuk menerbitkan efek yang
sesuai dengan prinsip syariah, keadilan, kehati-hatian, dan
transparansi;

2. Memberikan pemahaman kepada pelaku pasar mengenai
ketentuan muamalah, serta manfaat dan risiko transaksi di
pasar modal,

3. Menciptakan infrastruktur dan mekanisme pasar yang adil,
jujur, transparan, dan tepat waktu;

4. Menyelenggarakan pengawasan dan penegakan hukum
oleh otoritas pasar modal dengan cara yang adil, efisien,
efektif, dan ekonomis.

Konsep investasi Islam, sebagaimana diinterpretasikan oleh
para ulama Syariah sejak dahulu, pada dasarnya didasarkan
pada kepatuhan terhadap seperangkat prinsip etika, hukum,
dan sosial-ekonomi yang berasal dari hukum Islam. Keuangan
Islam melarang keterlibatan dalam riba (bunga), gharar
(ketidakpastian berlebihan), dan maysir (perjudian), sambil juga
melarang investasi di industri yang memproduksi produk atau
layanan yang dianggap haram, seperti alkohol, tembakau, dan
narkoba.

Kerangka etika ini tidak hanya membatasi ruang lingkup
kegiatan investasi tetapi juga memperkuat mandat yang lebih
luas untuk keadilan dan kesetaraan dalam transaksi keuangan.
Salah satu kontribusi signifikan dari para ulama Syariah
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kontemporer adalah pengembangan dan penyempurnaan
metodologi penyaringan untuk memastikan bahwa peluang
investasi memenuhi kriteria syariah agar dapat digunakan oleh
investor yang ingin berinvestasi secara halal. Dalam proses
penyaringan kualitatif, pertimbangan etis sangat penting;
perusahaan harus beroperasi di sektor yang diperbolehkan
(halal), dan aliran pendapatan mereka harus bebas dari
mekanisme berbasis bunga yang berlebihan. erangka ini, yang
didasarkan pada Maqasid al-Shariah, tidak hanya bertujuan
untuk memastikan kesejahteraan individu dan masyarakat
tetapi juga menyerukan tata kelola yang kuat dan transparansi
dalam praktik investasi. Evolusi prinsip-prinsip ini menekankan
komitmen terhadap praktik keuangan yang etis yang setia pada
doktrin Islam dan responsif terhadap tuntutan pasar keuangan
modern.

Selain itu, paradigma investasi Islam didukung oleh
Magasid al-Shariah—tujuan-tujuan tinggi untuk melindungi
iman, kehidupan, akal, keturunan, dan kekayaan
(Purbaningrum et al., 2024).Kerangka ini memastikan bahwa
investasi tidak hanya berkontribusi pada kekayaan individu
tetapi juga pada pembangunan masyarakat dan pengelolaan
lingkungan.Inklusi dimensi etis ini menggambarkan evolusi
teori investasi Islam melampaui metrik keuangan konvensional,
memposisikannya sebagai pendekatan holistik terhadap
pemberdayaan ekonomi dan keadilan sosial (Purbaningrum et
al., 2024).

Secara umum aspek dari pasar modal syariah tentunya
berbeda dengan konvesional, adapun perbedaan ini dapat
dilihat dari table berikut.

Aspek Konvensional Syariah

Tujuan Lebih terfokus Selain return, juga
pada return ada misi sosial

Pengelolaan Tanpa screening Screening  kriteria
instrumen syariah

Return Tidak perlu Adanya cleansing
cleansing non-halal

Pengawasan Oleh OJK Oleh OJK, dan

Dewan

Pengawas  Syariah
(DPS)
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Akad Tidak Harus sesuai dengan
spesifikdiatur akad yang
kehalalannya diperbolehkan

Syariah

Transaksi Selama  sesuai Sesuai regulasi, dan

regulasi harus sharia
compliance (taat
syariah)

Penempatan Bebas memilih Hanya  dinyatakan

Instrumen instrumen instrument yang

dinyatakan  sesuai
syariah

Prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan di bidang

Pasar Modal berdasarkan fatwa DSN-MUI, baik fatwa yang
ditetapkan dalam peraturan Bapepam dan LK maupun fatwa
yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya peraturan ini,
sepanjang fatwa di maksud tidak bertentangan dengan
peraturan ini dan atau Peraturan Bapepam dan LK lain yang
didasarkan pada fatwa DSN-MUI. Adapun beberapa fatwa
mengenai investasi Syariah tertuang dalam:

1.

2.

4.

Fatwa DSN-MUI No: 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang
Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa dana Syariah
Fatwa DSN-MUI No: 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar
Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di
Bidang Pasar Modal

Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang
Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan
Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.

Fatwa No135/DSN-MUI/V /2020 tentang Saham

Adapun produk pasar modal syaraih di Indonesia, akan

dijabarkan dalam bagian selanjutnya.

Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh
tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa
yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan
dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan.

Surat Yusuf Ayat 47
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C. Produk Pasar Modal Syariah
Produk pasar modal Syariah di Indonesia berkembang
sangat pesat, variasi produk terdiri dari saham, sukuk,
reksadana syariah, pada pembahasan kali ini penulis hanya
membatasai saham Syariah dan reksadana Syariah.
a) Saham Syariah
Saham syariah merupakan salah satu instrumen utama
dalam pasar modal syariah yang dirancang khusus agar
sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Saham ini
merepresentasikan kepemilikan atas suatu perusahaan yang
kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan hukum Islam.
Dengan kata lain, saham syariah adalah saham dari
perusahaan yang menjalankan aktivitas bisnis halal, tidak
mengandung unsur riba, gharar (ketidakjelasan), maysir
(judi), serta tidak berhubungan dengan industri yang
diharamkan seperti alkohol, perjudian, pornografi, atau
lembaga keuangan berbasis bunga. Menurut Hassan dan
Mahlknecht (2011), saham syariah merupakan bagian
integral dari instrumen pasar modal Islam yang berfungsi
sebagai  alternatif  investasi yang  tidak  hanya
menguntungkan secara finansial tetapi juga sesuai dengan
nilai-nilai spiritual umat Islam. Dalam praktiknya, saham
syariah harus melewati proses penyaringan atau screening
syariah agar dapat masuk ke dalam daftar efek syariah, yang
dilakukan oleh otoritas pasar modal dan Dewan Syariah
Nasional.

Mekanisme Penyaringan Saham Syariah

Penyaringan saham syariah ini didasarkan pada dua
pendekatan utama, yaitu penyaringan aktivitas bisnis dan
penyaringan keuangan. Dalam penyaringan aktivitas,
perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang
dilarang seperti bank konvensional, asuransi konvensional,
minuman keras, perjudian, dan lainnya akan secara
otomatis dikecualikan. Sementara itu, dalam penyaringan
keuangan, terdapat rasio-rasio tertentu yang digunakan
untuk mengukur tingkat kepatuhan syariah, misalnya total
utang berbasis bunga tidak boleh melebihi batas tertentu
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dari total aset, serta pendapatan non-halal tidak boleh
melebihi 10% dari total pendapatan. Adapun secara singkat
mekanisme penyaringan dapat dibagi menjadi 2:

1.

Penyaringan Kualitatif

Proses penyaringan kualitatif melibatkan identifikasi
industri dan aktivitas usaha yang sesuai dengan prinsip
syariah. Sebagai contoh, industri yang bergerak dalam
bidang alkohol, perjudian, dan produksi produk haram
lainnya secara otomatis dikecualikan. Komite pengawas
syariah, yang biasanya terdiri atas para ulama dan ahli
figh ekonomi, Dbertugas menilai apakah suatu
perusahaan memenuhi kriteria dari segi jenis usaha dan
pola operasionalnya.

Penyaringan Kuantitatif

Selain aspek kualitatif, screening kuantitatif dilakukan
untuk menganalisis kesehatan keuangan perusahaan.
Kriteria ini umumnya meliputi analisis rasio keuangan,
seperti:

a. Rasio pendapatan bunga terhadap total pendapatan,
b. Rasio total utang terhadap total aset, dan

c. Rasio investasi dalam instrumen non-halal.

Tujuan dari 2 penyaringan diatas adalah memastikan
bahwa pendanaan dan operasional perusahaan tidak
terlalu bergantung pada praktik-praktik keuangan yang
bertentangan dengan prinsip syariah.

Selain dari penyaringan secara kualitatif dan kuantitative
ada juga peran Lembaga Pengawas Syariah Di Indonesia,
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-
MUI) berperan sentral dalam mengeluarkan pedoman
dan fatwa terkait investasi saham syariah. Pedoman ini
berfungsi sebagai acuan bagi bursa efek dan lembaga
keuangan dalam menetapkan kriteria penyaringan serta
mekanisme monitoring secara berkelanjutan. Kemudian
dalam pengawasan kesehariannya dilakukan oleh Dewan
Pengawas Syariah yang bertugas memberi nasihat dan
saran kepada pimpinan Lembaga
Keuangan Syariah (LKS) agar sesuai dengan
Prinsip Syariah
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ISRA (2015) menegaskan bahwa proses screening ini
sangat penting dalam menjaga keabsahan dan integritas
dari saham syariah, karena menjamin bahwa dana umat
tidak digunakan dalam aktivitas yang melanggar prinsip-
prinsip Islam.

D. Indeks Saham Syariah
a) Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI)

b

-

Di Indonesia, perkembangan saham syariah mengalami
kemajuan yang signifikan, terutama sejak diluncurkannya
Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) oleh Bursa Efek
Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada
tahun 2011. Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI)
merupakan salah satu indikator utama yang mencerminkan
pergerakan harga saham-saham  perusahaan yang
memenuhi kriteria syariah di Bursa Efek Indonesia. ISSI
dibentuk berdasarkan proses penyaringan ketat—baik
secara kualitatif maupun kuantitatif—yang mengecualikan
perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam aktivitas yang
tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti riba,
gharar, dan maysir Kurniati et al. (2022). Dengan kata lain,
ISSI mencakup semua saham syariah yang memenuhi
kriteria penyaringan syariah dan telah terdaftar resmi.
Indeks ini berfungsi sebagai acuan utama bagi investor yang
ingin berinvestasi secara syariah serta sebagai alat ukur
performa pasar saham syariah secara keseluruhan. ISSI
diseleksi ulang setiap bulan Mei dan November mengikuti
jadwal Daftar Efek Syariah (DES).

Manfaat investasi dalam ISSI

Menurut Faisal dan Nissa (2018), ISSI juga dapat
digunakan sebagai indikator untuk menilai nilai perusahaan
dalam konteks syariah, karena keberadaan indeks ini
memberikan sinyal positif kepada investor mengenai tingkat
kepatuhan syariah dari emiten yang tercatat.

Keberadaan ISSI juga memberikan manfaat strategis
bagi perusahaan-perusahaan yang tergabung di dalamnya.
Selain meningkatkan kepercayaan investor, khususnya
investor Muslim, emiten yang masuk dalam ISSI memiliki
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citra yang lebih baik karena diasumsikan menjalankan
kegiatan usaha yang etis dan bertanggung jawab. Penelitian
Faisal dan Nissa (2018) menunjukkan bahwa faktor-faktor
seperti profitabilitas, ukuran perusahaan, dan struktur
modal memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan di
dalam ISSI. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip
syariah tidak menghambat kinerja keuangan perusahaan,
bahkan dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan
menciptakan kepercayaan dan loyalitas investor yang lebih
tinggi. Dengan kata lain, integrasi prinsip syariah dalam
pengelolaan perusahaan dapat menciptakan sinergi antara
pencapaian tujuan bisnis dan nilai-nilai keislaman.

Salah satu keunggulan ISSI dibandingkan dengan
indeks saham konvensional adalah stabilitasnya dalam
menghadapi guncangan ekonomi. Mubarok et al. (2023)
dalam penelitiannya menyebutkan bahwa ISSI menunjukkan
tingkat stabilitas yang relatif lebih tinggi ketika terjadi
guncangan ekonomi global maupun domestik. Hal ini
disebabkan karena saham-saham dalam ISSI cenderung
berasal dari perusahaan yang lebih selektif dan konservatif
dalam pengelolaan utang serta lebih berhati-hati dalam
mengambil risiko bisnis, sesuai dengan prinsip kehati-hatian
dalam Islam. Selain itu, penghindaran terhadap spekulasi
dan transaksi non-riil juga berkontribusi pada kestabilan
indeks ini. Oleh karena itu, ISSI dianggap sebagai instrumen
investasi yang lebih aman dan berkelanjutan dalam jangka
panjang, terutama bagi investor yang memiliki preferensi
terhadap risiko rendah.

Tidak hanya dari sisi stabilitas, ISSI juga memainkan
peran penting dalam mendorong perkembangan pasar modal
syariah di Indonesia. Dengan adanya indeks ini, para
investor syariah memiliki panduan yang jelas dalam memilih
saham, sehingga meningkatkan likuiditas dan partisipasi
dalam pasar modal syariah. ISRA (2015) juga menyebutkan
bahwa indeks saham syariah seperti ISSI dapat menjadi
sarana edukasi keuangan Islam, karena membantu
meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya
investasi halal. Hal ini sangat penting dalam konteks
Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk
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Muslim, karena potensi pasar modal syariah masih sangat
besar namun belum sepenuhnya tergarap secara optimal.
Saham syariah dan ISSI juga turut mendorong penerapan
tata kelola perusahaan yang lebih baik. Karena harus
memenuhi kriteria syariah yang ketat, perusahaan yang
ingin tetap masuk dalam ISSI harus menjaga integritas,
transparansi, dan akuntabilitasnya. Ini mendorong
manajemen untuk lebih bertanggung jawab dalam
mengambil keputusan bisnis dan menghindari praktik-
praktik yang merugikan pemegang saham. Dalam jangka
panjang, hal ini memberikan dampak positif terhadap iklim
investasi dan reputasi pasar modal Indonesia di mata
investor global. Hassan dan Mahlknecht (2011) menekankan
bahwa keberadaan pasar modal syariah yang profesional dan
terpercaya merupakan pilar penting dalam pembangunan
sistem keuangan Islam yang modern dan inklusif.

Lebih jauh, saham syariah dalam ISSI juga membuka
peluang bagi pengembangan produk-produk derivatif
syariah, seperti reksa dana syariah, sukuk berbasis saham,
dan ETF syariah (Exchange Traded Fund). Produk-produk ini
memperluas pilihan investasi bagi investor ritel dan
institusional, serta meningkatkan efisiensi pasar secara
keseluruhan. Dalam jangka panjang, perkembangan saham
syariah dan indeksnya seperti ISSI dapat menciptakan
ekosistem keuangan syariah yang lengkap dan berdaya saing
tinggi. ISRA (2015) menyebutkan bahwa hal ini akan
memperkuat kontribusi sektor keuangan syariah terhadap
pembangunan ekonomi nasional, sejalan dengan prinsip
magqgashid syariah yaitu menjaga harta, jiwa, dan
kemaslahatan umat.

Dalam kesimpulan, saham syariah dan Indeks Saham
Syariah Indonesia (ISSI) merupakan instrumen penting
dalam pasar modal syariah yang tidak hanya memberikan
alternatif investasi halal, tetapi juga mendorong stabilitas
pasar, peningkatan nilai perusahaan, dan pertumbuhan
ekonomi yang berkelanjutan. Berdasarkan pemikiran
Hassan dan Mahlknecht (2011), ISRA (2015), Faisal dan
Nissa (2018), serta Mubarok et al. (2023), dapat disimpulkan
bahwa saham syariah dan ISSI bukan sekadar produk

137



Sylva Alif Rusmita, SE, CIFP dan La Himmah il Princess Choris

keuangan, tetapi juga manifestasi dari integrasi antara
prinsip syariah dan sistem keuangan modern. Dengan peran
strategisnya, ISSI diharapkan dapat terus berkembang
menjadi pilar utama dalam membangun pasar modal syariah
yang inklusif, stabil, dan berdaya saing di tingkat global.

Jakarta Islamic Index (JII)

Saat ini dalam perkembangannya Jakarta Islamic Index
(JI) terdiri dari JII 30, dan Jakarta Islamic Index
(JII) 70. Jakarta Islamic Index (JII) terbit pada 3 Juli 2000
dan JII dipilih berdasarkan likuiditas, jika perusahaan
meiliki likuiditas tinggi maka akan masuk ke dalam JII,
dengan kata lain JII terdiri dari 30 saham yang sesuai
syariah sekaligus paling tinggi liquiditasnya di Bursa Efek
Efek Indonesia. Untuk menjadi konstituen Jakarta Islamic
Index, suatu saham harus terlebih dahulu masuk sebagai
saham yang terdaftar dalam Daftar Efek Syariah yang ada
dalam daftar ISSI. Dari ratusan saham di ISSI, dipilih 60
saham yang memiliki kapitalisasi pasar (market
capitalization) paling tinggi. Kapitalisasi pasar ini didapat
dari hasil perkalian jumlah saham yang beredar dikali
dengan harga yang berlaku. Dari 60 saham tersebut akan
diambil 30 saham syariah yang memiliki nilai transaksi
paling besar.

Index terbaru Jakarta Islamic Index 70 (JII70)
diluncurkan BEI pada tanggal 17 Mei 2018. Sesuai dengan
namanya JII70, konstituen JII70 hanya terdiri dari 70 saham
syariah paling likuid yang tercatat di DES BEI. Saham
syariah yang menjadi konstituen JII70 merupakan saham
syariah yang masuk dalam konstituen ISSI dan telah tercatat
selama 6 bulan terakhir. Selanjutnya, dipilih 150 saham
berdasarkan urutan ratarata kapitalisasi pasar tertinggi
selama 1 tahun terakhir. Dari 150 saham dimaksud,
kemudian dipilih 70 saham berdasarkan rata-rata nilai
transaksi harian di pasar reguler tertinggi. Review atas
saham syariah yang menjadi konstituen JII70 juga dilakukan
sebanyak dua kali dalam setahun, seperti ISSI, yaitu pada
bulan Mei dan November, mengikuti jadwal review DES oleh
OJK.
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d) Manfaat Investasi pada JII

Keuntungan investasi pada Jakarta Islamic Index (JII)
merupakan fokus utama bagi investor yang mencari imbal
hasil yang tidak hanya menguntungkan secara finansial
tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Secara
fundamental, keuntungan investasi pada JII dapat
direpresentasikan melalui dua aspek utama, yaitu capital
gain dan dividen. Kapitalisasi saham syariah yang terdaftar
pada JII merupakan portofolio yang telah melalui proses
penyaringan ketat berdasarkan kriteria syariah, sehingga
investor dapat memperoleh keuntungan dengan
mempertimbangkan aspek etika, keberlanjutan, dan
transparansi transaksi (Zulfan et al., 2022).

Studi empiris menunjukkan bahwa aliran modal asing
(net foreign flow) berpengaruh signifikan positif terhadap
return saham di JI, di mana adanya investasi asing
cenderung meningkatkan likuiditas dan stabilitas pasar,
sehingga mendorong kenaikan harga saham secara
keseluruhan ((Zulfan et al., 2022) Analisis portofolio optimal
menggunakan metode Markowitz dan model optimasi lainnya
telah menunjukkan bahwa diversifikasi melalui saham-
saham yang tergabung dalam JII secara umum
menghasilkan return yang kompetitif, terutama ketika
diukur dengan  metode optimasi yang mampu
menyeimbangkan risiko dan imbal hasil (Zulfan et al., 2022).

Faktor profitabilitas perusahaan juga memberikan
kontribusi signifikan terhadap keuntungan investasi pada
Jl(Dewanti et al., 2022; Rusmita et al., 2024). Penelitian
yang memfokuskan pada hubungan profitabilitas seperti
Return on Investment (ROI) dan Return on Assets (ROA)
menemukan bahwa peningkatan kinerja keuangan
perusahaan yang tergabung dalam JII sejalan dengan
kenaikan nilai imbal hasil investasi, sehingga investor
cenderung mendapatkan capital gain yang lebih tinggi ketika
perusahaan mampu mempertahankan pertumbuhan
profitabilitasnya (Budiwaluyo, 2018; Devy, 2018). Di samping
itu, analisis risiko investasi juga mengungkap bahwa
meskipun saham syariah seringkali memiliki karakteristik
high risk high return, pendekatan pengelolaan risiko seperti
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Value at Risk (VaR) melalui simulasi Monte Carlo dapat
membantu investor menilai dan mengantisipasi volatilitas
investasi secara lebih akurat, sehingga risiko yang dihadapi
dapat diimbangi dengan potensi keuntungan yang menarik
(Anhar, 2022; Humayrah & Sari, 2023; Putry et al., 2014).

Perbandingan antara return saham di JII dengan indeks
saham konvensional menunjukkan bahwa JII mampu
memberikan return yang sebanding atau bahkan lebih baik
pada periode tertentu, terutama ketika diukur dengan
penyesuaian risiko menggunakan rasio seperti Sharpe atau
Treynor. Penelitian yang mengkaji excess return saham
syariah pada JII mengungkapkan bahwa performa pasar
syariah tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor keuangan
internal, tetapi juga oleh dinamika makroekonomi dan
sentimen investor, sehingga keuntungan investasi dapat
bervariasi sesuai dengan kondisi ekonomi global dan
domestik (Banani & Hidayatun, 2017; Putry et al., 2014).

Kesimpulannya, keuntungan investasi pada JII
ditentukan oleh kombinasi faktor internal perusahaan,
respon pasar terhadap aliran modal asing, dan pengelolaan
risiko investasi melalui mekanisme diversifikasi portofolio.
Pendekatan analisis yang holistik dan penggunaan metode
optimasi portofolio memberikan bukti empiris bahwa saham-
saham syariah dalam JII mampu memberikan return yang
kompetitif dan stabil dalam jangka panjang, yang sejalan
dengan prinsip keadilan dan keberkahan dalam sistem
keuangan Islam.

E. Reksadana Syariah

Reksa dana syariah merupakan salah satu instrumen
investasi dalam pasar modal syariah yang dirancang untuk
memenuhi kebutuhan umat Islam yang ingin berinvestasi tanpa
melanggar prinsip-prinsip syariah. Secara umum, reksa dana
adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari
masyarakat pemodal (investor) yang kemudian diinvestasikan
dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Dalam konteks
syariah, instrumen yang digunakan harus sesuai dengan
hukum Islam, artinya bebas dari unsur riba, gharar
(ketidakpastian), dan maysir (spekulasi/judi). Krichene (2013)
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menjelaskan bahwa reksa dana syariah tidak hanya bertujuan
untuk memperoleh keuntungan finansial, tetapi juga
mempertimbangkan nilai-nilai etis dan spiritual dalam setiap
transaksi investasinya. Hal ini membuat reksa dana syariah
menjadi alternatif investasi yang tidak hanya kompetitif dari sisi
keuntungan, tetapi juga membawa keberkahan dan ketenangan
hati bagi investor Muslim.

Dalam praktiknya, reksa dana syariah hanya berinvestasi
pada efek-efek yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah (DES)
yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Portofolio
reksa dana syariah bisa terdiri dari saham syariah, sukuk, dan
instrumen pasar uang syariah. Latif (2022) menyebutkan bahwa
semua kegiatan dalam reksa dana syariah harus melewati
proses pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang
bertugas memastikan bahwa manajer investasi tidak
melakukan transaksi yang bertentangan dengan prinsip
syariah. Pengawasan ini menjadi pembeda utama antara reksa
dana syariah dan reksa dana konvensional. Tidak hanya itu,
manajer investasi juga wajib melakukan cleansing atau
pembersihan harta dari unsur non-halal apabila terdapat
pendapatan yang tidak sesuai syariah, seperti bunga bank atau
denda keterlambatan yang masuk ke dalam portofolio.

Mekanisme investasi dalam reksa dana syariah diawali dari
proses pengumpulan dana dari masyarakat melalui penawaran
unit penyertaan reksa dana. Investor membeli unit penyertaan
sesuai kemampuan dan preferensinya. Setelah dana terkumpul,
manajer investasi akan mengelolanya sesuai kebijakan investasi
yang telah disetujui dan ditetapkan dalam prospektus. Strategi
pengelolaan ini meliputi pemilihan saham syariah, sukuk, atau
instrumen pasar uang yang sesuai syariah dengan
mempertimbangkan faktor risiko dan imbal hasil yang optimal.
Kinerja reksa dana akan tercermin dalam nilai aktiva bersih
(NAB) per unit yang diperbarui setiap hari kerja. Investor dapat
menjual kembali unit penyertaan mereka kapan saja dengan
harga sesuai NAB saat itu.

Di Indonesia, perkembangan reksa dana syariah semakin
meningkat seiring dengan = bertambahnya  kesadaran
masyarakat terhadap pentingnya berinvestasi secara halal. Azis
et al. (2024) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kinerja
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reksa dana syariah dipengaruhi oleh karakteristik saham
syariah yang menjadi bagian dari portofolionya. Indeks Saham
Syariah Indonesia (ISSI) berperan sebagai indikator utama
dalam penentuan strategi alokasi aset reksa dana syariah.
Keberadaan ISSI memudahkan manajer investasi dalam
memilih saham yang tidak hanya memberikan return kompetitif
tetapi juga sesuai dengan prinsip Islam. Penelitian ini juga
menunjukkan bahwa kinerja reksa dana syariah cenderung
stabil karena karakteristik portofolionya yang konservatif dan
selektif.

Kinerja reksa dana syariah juga telah banyak dikaji oleh
para peneliti untuk melihat bagaimana instrumen ini
dibandingkan dengan reksa dana konvensional. Al Arif dan
Wardani (2022) menyebutkan bahwa meskipun secara umum
reksa dana konvensional memiliki fleksibilitas lebih besar dalam
pemilihan instrumen, reksa dana syariah menunjukkan kinerja
yang tidak kalah bersaing. Bahkan dalam beberapa kondisi
pasar tertentu, reksa dana syariah menunjukkan ketahanan
yang lebih baik terhadap volatilitas karena tidak terpapar oleh
instrumen berbasis bunga yang sensitif terhadap kebijakan
moneter. Hal ini menunjukkan bahwa reksa dana syariah tidak
hanya cocok bagi investor Muslim, tetapi juga dapat menjadi
pilihan strategis bagi investor umum yang menginginkan
stabilitas dan etika dalam berinvestasi.

Contoh perhitungan NAB:

Kinerja investasi pengelolaan portofolio reksa dana
tercermin dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) atau Net Asset Value
(NAV). Baik tidaknya kinerja investasi portofolio yang dikelola
oleh manajer investasi dipengaruhi oleh kebijakan dan strategi
investasi yang dijalankan oleh manajer investasi yang
bersangkutan. NAB reksa dana terbuka (open end) per unit
penyertaan dihitung setiap hari dan diumumkan kepada
masyarakat. Dalam penghitungan NAB reksa dana telah
dimasukkan semua biaya pengelolaan investasi oleh manajer
investasi (investment management fee). Pembebanan biaya bank
kustodian, biaya akuntan publik dan biaya-biaya lainnya selalu
diambil dari reksa dana setiap hari sehingga NAB yang

142



Sylva Alif Rusmita, SE, CIFP dan La Himmah il Princess Choris

diumumkan oleh bank kustodian merupakan nilai investasi
yang dimiliki investor.

Total Nilai Aktiva Bersih pada periode tertentu:

Total NAB = Nilai Aktiva — Total Kewajiban

Nilai Aktiva Bersih per unit:

NAB Per Unit = Total Nilai Aktiva Bersih

Total Unit Penyertaan (saham) diterbitkan

Keterangan:
Total NAB = Jumlah Nilai Aktiva Bersih pada periode tertentu
NAB per Unit = Nilai Aktiva Bersih per saham atau unit

penyertaan pada periode tertentu
Contoh Soal
1. Ahmad membeli 1.000 unit penyertaan Reksa Dana Syariah

"Amanah" pada harga Nilai Aktiva Bersih per Unit
Penyertaan (NAB/UP) sebesar Rp2.000. Tiga bulan
kemudian, NAB/UP meningkat menjadi Rp2.200. Berapa
keuntungan investasi Ahmad?
Jawaban:
Langkah-langkah:
Harga awal = Rp2.000
Harga akhir = Rp2.200
Jumlah unit = 1.000 unit
Keuntungan per unit = Rp2.200 - Rp2.000 = Rp200
Total keuntungan = Rp200 x 1.000 unit = Rp200.000

2. Seorang investor membeli 1.000 unit reksa dana syariah
dengan NAB Rp1.500 per unit. Setelah 6 bulan, NAB naik
menjadi Rp1.800. Berapa keuntungan yang diperoleh?
Jawaban:

Keuntungan = (NAB Akhir — NAB Awal) x Jumlah Unit
Keuntungan = (1.800 — 1.500) x 1.000 = Rp300.000

3. Seorang investor membeli reksa dana syariah senilai
Rp10.000.000. Setelah satu tahun, nilainya menjadi
Rp11.500.000. Berapa persentase imbal hasilnya?

Jawaban:
Return (%) = [(Nilai Akhir — Nilai Awal) / Nilai Awal] x 100%
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Return = [(11.500.000 — 10.000.000) / 10.000.000] x 100%
Return = 15%

4. Jika seorang investor menginvestasikan Rp3.000.000 dan
NAB per unit saat itu adalah Rpl.500, berapa unit
penyertaan yang ia dapat?

Jawaban:
Jumlah Unit = Jumlah Investasi / NAB per Unit
Jumlah Unit = 3.000.000 / 1.500 = 2.000 unit

S. Sebuah reksa dana syariah memiliki total aset bersih
Rp12.000.000.000 dan total unit penyertaan 3.000.000
unit. Berapa NAB per unit?

Jawaban:
NAB = Total Aset Bersih / Jumlah Unit
NAB = 12.000.000.000 / 3.000.000 = Rp4.000 per unit

Analisis performa reksa dana syariah di Indonesia juga
dilakukan oleh Kurniawan dan Huda (2021), yang meneliti
kinerja reksa dana saham syariah berdasarkan berbagai
indikator seperti Sharpe ratio, Treynor ratio, dan Jensen’s
alpha. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa beberapa
reksa dana syariah di Indonesia memiliki kinerja yang sangat
baik dan mampu mengungguli indeks pasar, bahkan dalam
periode ketidakpastian ekonomi. Mereka juga menekankan
bahwa kinerja reksa dana sangat dipengaruhi oleh keahlian
manajer investasi dalam memilih dan mengelola aset portofolio
yang sesuai syariah. Oleh karena itu, penting bagi investor
untuk tidak hanya melihat aspek religius tetapi juga
profesionalisme dari pengelola reksa dana sebelum
memutuskan untuk berinvestasi.

Tantangan Reksadana Syariah

Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan reksa dana
syariah adalah keterbatasan instrumen syariah yang tersedia di
pasar. Meskipun pasar modal syariah terus berkembang,
jumlah saham syariah, sukuk, dan instrumen pasar uang
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syariah masih relatif terbatas jika dibandingkan dengan
instrumen konvensional. Hal ini membatasi ruang gerak
manajer investasi dalam melakukan diversifikasi portofolio.
Namun demikian, dengan dukungan kebijakan dari pemerintah
dan regulator seperti OJK, serta meningkatnya permintaan
masyarakat terhadap produk-produk keuangan syariah, jumlah
instrumen syariah diprediksi akan terus meningkat di masa
depan. Latif (2022) juga menggarisbawahi pentingnya inovasi
dalam produk reksa dana syariah, seperti pengembangan reksa
dana tematik syariah, reksa dana indeks syariah, dan ETF
syariah yang dapat menarik lebih banyak investor, khususnya
generasi muda.

Selain itu, edukasi dan literasi keuangan syariah juga
menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan reksa
dana syariah. Banyak masyarakat yang belum memahami
perbedaan antara reksa dana syariah dan konvensional, serta
bagaimana cara berinvestasi dengan benar sesuai syariah. Oleh
karena itu, peran lembaga keuangan, manajer investasi, dan
otoritas pasar modal sangat penting dalam memberikan edukasi
melalui seminar, pelatihan, dan kampanye investasi halal.
Dengan meningkatnya literasi ini, akan terbuka peluang yang
lebih besar bagi reksa dana syariah untuk tumbuh dan menjadi
instrumen utama dalam pengelolaan kekayaan masyarakat
Muslim.

Sebagai kesimpulan, reksa dana syariah merupakan
instrumen investasi yang dirancang untuk memberikan
alternatif bagi umat Islam dalam mengembangkan kekayaannya
secara halal dan profesional. Dengan mekanisme yang
melibatkan manajer investasi, pengawasan Dewan Pengawas
Syariah, serta proses penyaringan aset sesuai prinsip syariah,
reksa dana syariah menawarkan sistem investasi yang tidak
hanya menguntungkan dari sisi finansial tetapi juga membawa
ketenangan spiritual. Referensi dari Krichene (2013), Latif
(2022), Azis et al. (2024), Al Arif dan Wardani (2022), serta
Kurniawan dan Huda (2021) menunjukkan bahwa reksa dana
syariah memiliki potensi yang besar untuk terus berkembang di
Indonesia, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat
terhadap pentingnya investasi yang etis, stabil, dan sesuai
dengan nilai-nilai Islam. Ke depannya, dengan dukungan
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regulasi, inovasi produk, serta peningkatan literasi, reksa dana
syariah diharapkan mampu menjadi pilar utama dalam
pembangunan pasar modal syariah nasional yang kuat dan

inklusif.

Keuntungan Dan Risiko Investasi Berbasis Syariah

Aspek Keuntungan Risiko Investasi
Investasi Syariah Syariah

Prinsip Sesuai dengan Risiko

Syariah prinsip Islam ketidakpatuhan
(menghindari syariah  (Shariah
riba, gharar, dan compliance risk)
maysir); jika produk atau
memberikan portofolio tidak
keuntungan lagi sesuali syariat.
spiritual dan
finansial.

Stabilitas Saham dalam Risiko pasar tetap

Ekonomi Indeks Saham ada; harga saham
Syariah Indonesia syariah tetap bisa
(ISSI) cenderung naik-turun seperti
lebih tahan saham
terhadap konvensional
guncangan (Syamsuddin dan
ekonomi  global Taqwa, 2021).
(Mubarok, Al Arif,
dan Mufraini,
2023).

Pengawasan Adanya Potensi kelalaian
pengawasan oleh dalam
Dewan Pengawas pengawasan yang
Syariah (DPS) dapat
yang menyebabkan
meningkatkan ketidakpatuhan
rasa aman dan syariah.
kepercayaan
investor.

Tanggung Investasi Risiko likuiditas,

Jawab Sosial mendukung karena pasar
sektor riill dan untuk  beberapa
UMKM, instrumen syariah
berkontribusi masih relatif kecil
pada dan bisa sulit
pembangunan dijual cepat saat

ekonomi inklusif

dibutuhkan.
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dan
berkelanjutan.
Pengelolaan Emiten  syariah Pasar syariah lebih
Risiko cenderung terbatas; dapat
konservatif (utang memperbesar
rendah, bisnis risiko kesulitan
etis) sehingga dalam keluar dari
lebih resisten investasi.
terhadap
ketidakstabilan
ekonomi.
Return Investasi syariah, Persepsi umum
Jangka meski lebih bahwa  investasi
Panjang konservatif, syariah lebih
dalam jangka "konservatif"
panjang bisa membuat sebagian
memberikan investor ragu
return kompetitif terhadap potensi
dibandingkan keuntungannya.
investasi
konvensional
(Andriana dan
Sari, 2023).
Inovasi Tersedia banyak Risiko  teknologi
Teknologi produk  syariah baru seperti
berbasis teknologi keamanan data
seperti reksa digital dan
dana online dan kurangnya
robo advisor pemahaman
syariah, investor terhadap
memudahkan instrumen
akses  investasi berbasis teknologi.
generasi muda.
Ketentraman Memberikan Diperlukan
Psikologis ketenangan batin edukasi mandiri
karena yakin untuk memantau
dana status syariah
ditempatkan pada investasi  karena
instrumen halal perubahan dalam
dan berpotensi Daftar Efek
mendapatkan Syariah bisa
keberkahan. terjadi  sewaktu-
waktu (OJK
update).
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BAB 7

OPTIMALISASI ZAKAT DAN WAKAF DI
ERA DIGITAL: PELUANG DAN
TANTANGAN DALAM PENGEMBANGAN
EKONOMI BERKELANJUTAN

A. Konsep Zakat dan Wakaf dalam Ekonomi Islam
1. Pengertian Zakat

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang
memiliki harta yang mencapai nisab, yaitu batas minimum
yang ditentukan. Dari segi bahasa, zakat berarti suci,
tumbuh, dan berkah.(Sanusi, 2021) Dalam Al-Qur'an, zakat
disebutkan sebanyak 32 kali dan sering kali dihubungkan
dengan kewajiban melaksanakan salat. Tujuan utama dari
zakat adalah untuk membersihkan harta, mewujudkan
keadilan sosial, dan memberikan bantuan kepada mereka
yang membutuhkan.

Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat memiliki peran
yang signifikan sebagai sarana untuk mendistribusikan
kekayaan secara adil. Selain aspek materialnya, zakat juga
mengandung nilai-nilai spiritual dan etika. Sistem ekonomi
Islam menekankan pentingnya keadilan, keseimbangan, dan
tanggung jawab sosial, serta melarang praktik riba dan
spekulasi.
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Zakat memiliki sejumlah fungsi, antara lain:
a. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang kurang

mampu.

b. Mendukung pertumbuhan sektor ekonomi yang
produktif.

c. Mengurangi ketimpangan dalam aspek sosial dan
ekonomi.

d. Berperan sebagai sumber devisa negara melalui
distribusi kekayaan yang lebih merata (Purnomo, 2019).

. Pengertian Wakaf

Wakaf berasal dari bahasa Arab, dengan bentuk
mashdar waqafa, yang sinonimnya adalah habs, yang berarti
menghentikan atau menahan sesuatu yang berkaitan
dengan harta.(Intan, 2022) Dalam istilah figih, wakaf
merujuk pada tindakan menyerahkan hak milik atas suatu
benda yang sifatnya tahan lama kepada seseorang, nadzir
(pengelola wakaf), atau badan pengelola tertentu, dengan
syarat bahwa hasil atau manfaat dari benda tersebut
digunakan sesuai dengan ajaran Islam. Benda yang
diwakafkan tidak lagi menjadi hak milik pemberi wakaf
(wakif) maupun pengelola wakaf (nadzir), melainkan menjadi
hak Allah SWT.

Pengertian wakaf ini telah diperbarui dalam Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004, yang
mendefinisikan wakaf sebagai perbuatan hukum oleh wakif
untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta
miliknya agar dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka
waktu tertentu sesuai dengan kepentingan ibadah dan/atau
kesejahteraan umum berdasarkan syariah. Wakaf dapat
berupa benda bergerak seperti uang (waqf al-nuqud) dan
diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat sesuai
dengan prinsip-prinsip Islam.

Al-Qur'an juga menganjurkan umat Islam untuk
mendermakan harta mereka dalam bentuk wakaf, sedekah,
dan amal jariyah. Beberapa ayat yang relevan termasuk Q.S.
Al-Baqgarah/2:262 dan 267, Q.S. Ali Imran/3:92, serta Q.S.
Al-Hajj/22:77. Ayat-ayat ini memberikan panduan mengenai
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pentingnya wakaf sebagai bentuk amal yang mendukung

kesejahteraan masyarakat sesuai ajaran Islam.

Konsep pelaksanaan wakaf produktif dalam perspektif
ekonomi syariah harus memiliki dasar yang kuat sebagai
landasan untuk mendukung berbagai kegiatan ekonomi
demi mencapai tujuan yang mulia. Berikut adalah prinsip-
prinsip dasar dalam ekonomi syariah:

a. Menghindari Penimbunan (Ihtikar): Dalam bahasa Arab,
penimbunan disebut al-ihtikar. Secara umum, ihtikar
diartikan sebagai tindakan membeli barang dagangan
dengan tujuan untuk menahan atau menyimpan barang
tersebut dalam waktu lama, sehingga barang itu menjadi
langka dan harganya melambung tinggi.

b. Menolak Monopoli: Monopoli adalah praktik menahan
keberadaan barang agar tidak dijual atau diedarkan di
pasar, dengan maksud untuk menaikkan harga.
Kegiatan monopoli ini dilarang dalam Islam, terutama
jika dilakukan secara sengaja dengan cara menimbun
barang dan meningkatkan harga.

c. Menghindari Jual-Beli yang Diharamkan: Jual-beli yang
sesuai dengan prinsip Islam harus adil, halal, dan tidak
merugikan salah satu pihak. Transaksi semacam ini
sangat diridhai oleh Allah SWT, sedangkan segala hal
yang mengandung unsur kemungkaran dan
kemaksiatan adalah haram.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, Undang-Undang No.
41 Tahun 2004 tentang wakaf pada pasal 22 menyatakan
bahwa untuk mencapai tujuan dan fungsi wakaf agar lebih
produktif, harta benda wakaf hanya dapat dimanfaatkan
untuk:

a. Sarana dan kegiatan ibadah

b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan

c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim
piatu, dan beasiswa
Peningkatan dan kemajuan ekonomi umat; dan/atau

e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak
bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-
undangan (Purnomo, 2019).
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B. Peran Zakat dan Wakaf dalam Ekonomi Berkelanjutan
a. Peran Zakat dalam Ekonomi Berkelanjutan

Zakat berfungsi sebagai salah satu pilar utama dalam
pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan
masyarakat. Melalui distribusi kekayaan yang adil, zakat
membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi
(Aini, 2024).

Pengurangan Kemiskinan: Zakat membantu mengurangi
tingkat kemiskinan dengan memberikan dukungan langsung
kepada individu dan keluarga yang membutuhkan.
Penelitian menunjukkan bahwa zakat yang dikelola dengan
baik dapat menurunkan angka kemiskinan secara signifikan,
dengan rata-rata penurunan mencapai 12-18% dalam lima
tahun setelah implementasi program zakat yang terstruktur
(Pida, 2025).

Pemberdayaan Ekonomi: Zakat dapat digunakan untuk
mendukung usaha kecil dan menengah (UKM) dengan
memberikan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan
pendampingan bisnis. Dengan demikian, zakat tidak hanya
berfungsi sebagai bantuan jangka pendek tetapi juga sebagai
strategi jangka panjang untuk membangun ketahanan
ekonomi Masyarakat. (Kementerian Agama Republik
Indonesia, n.d.)

Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan: Alokasi
zakat untuk sektor pendidikan dan kesehatan membantu
meningkatkan kualitas hidup masyarakat, yang merupakan
pilar penting dalam pembangunan berkelanjutan. Hal ini
sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang
menekankan keberlanjutan dan efisiensi dalam pengelolaan
sumber daya digitalisasi dalam pengelolaan zakat dan wakaf
(Pida, 2025).

b. Wakaf sebagai Instrumen Pembangunan Berkelanjutan
Wakaf memiliki potensi besar untuk mendukung
pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan aset yang
produktif. Investasi dalam Infrastruktur Sosial: (Masruroh,
2024) Aset wakaf sering digunakan untuk membangun
fasilitas pendidikan, (Masruroh, 2024)kesehatan, dan
infrastruktur publik lainnya. Misalnya, banyak sekolah dan
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rumah sakit di Indonesia didanai oleh dana wakaf. (Redaksi

BWI, n.d.) Menurut penelitian oleh (Maralottung Siregar,

2023) wakaf produktif telah berperan penting dalam

pendirian institusi pendidikan dan layanan kesehatan yang

mendukung pertumbuhan sosial.

Dukungan untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
Wakaf produktif memiliki potensi besar untuk mendukung
pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) melalui
berbagai program pemberdayaan. Dana wakaf dapat
dialokasikan untuk memberikan modal usaha, pelatihan,
dan pendampingan bagi pelaku UKM, sehingga
meningkatkan daya saing ekonomi lokal.

1) Pemberian Modal dan Pelatihan: Wakaf uang produktif
digunakan untuk memberikan bantuan modal bebas
bunga kepada UKM serta pelatihan kewirausahaan,
seperti yang dilakukan melalui program "Gerobak
Berkah" oleh Wakaf Warrior bersama Hijra Bank.
Program ini bertujuan memperkuat ekosistem
wirausaha di Indonesia dengan dampak sosial dan
ekonomi yang berkelanjutan (Warior, 2025)

2) Akses Teknologi Digital: Program "Wakaf Produktif
untuk Aset Digital UMKM" memfasilitasi pelaku UMKM
dengan aset digital seperti website SEO, biolink, dan
pendampingan digital untuk meningkatkan omset
penjualan. Target program ini mencakup pelaku usaha
kecil seperti marbot masjid, guru ngaji, dan komunitas
kewirausahaan (Warior, 2025).

3) UMKM Centre: BWI Sumbar meluncurkan UMKM Centre
sebagai wadah bagi pelaku usaha mikro lokal untuk
memasarkan produk unggulan mereka. Selain
menyediakan tempat wusaha, program ini juga
memberikan pembinaan dan pelatihan kepada pelaku
UMKM agar mereka dapat mengembangkan bisnis
secara produktif (Warior, 2025)

c. Program Ramah Lingkungan Melalui Wakaf
Wakaf dapat diarahkan untuk mendukung proyek-
proyek yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan, seperti
pembangunan infrastruktur hijau dan konservasi sumber
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daya alam. Salah satu pendekatan yang berkembang adalah
Wakaf Hijau, yang memanfaatkan aset wakaf untuk proyek-
proyek lingkungan, seperti hutan konservasi, area pertanian
organik, dan pembangkit energi terbarukan.

C. Peluang Optimalisasi Zakat dan Wakaf di Era Digital

Di era digital yang terus berkembang, pengelolaan zakat
dan wakaf menghadapi transformasi yang signifikan. Teknologi
modern tidak hanya mempermudah proses pengumpulan dan
distribusi dana, tetapi juga meningkatkan transparansi,
efisiensi, dan dampak sosial-ekonomi dari kedua instrumen
keuangan ini. Dalam konteks ini, optimalisasi zakat dan wakaf
di era digital menjadi suatu keharusan untuk memaksimalkan
manfaat bagi masyarakat.
a. Transformasi Digital dalam Pengelolaan Zakat

Digitalisasi zakat memfasilitasi pengumpulan dan distribusi

zakat dengan lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

(Puspita, 2024) Teknologi seperti blockchain dan aplikasi

mobile memungkinkan muzaki untuk berzakat kapan saja

dan di mana saja, meningkatkan aksesibilitas bagi

Masyarakat.(Luntajo, 2023)

b. Keuntungan dari Digitalisasi

1) Transparansi dan Akuntabilitas:(Alfatah, 2024) Muzaki
dapat memantau alokasi zakat mereka, meningkatkan
kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat (Budi,
2023)

2) Efisiensi: Proses distribusi menjadi lebih cepat dan tepat
sasaran berkat penggunaan data canggih untuk
mengidentifikasi mustahik yang membutuhkan.(Holilur
Rahman, 2021)

c. Inovasi dalan Pengumpulan Dana

Platform digital memungkinkan pengumpulan zakat melalui

berbagai metode, termasuk e-wallet dan crowdfunding.

Contoh platform yang telah sukses di Indonesia termasuk

Baznas, Dompet Dhuafa, dan KitaBisa, yang semuanya

menggunakan teknologi untuk meningkatkan partisipasi

masyarakat
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d. Analisis Data untuk Pemberdayaan
Penggunaan big data memungkinkan lembaga zakat untuk
menganalisis tren dan preferensi muzaki, sehingga alokasi
dana dapat ditargetkan secara lebih efektif (Holilur Rahman,
2021)untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
e. Tantangan dalam Implementasi
Meskipun ada banyak keuntungan, tantangan seperti
keamanan data dan tingkat literasi digital yang bervariasi di
antara muzakki perlu diatasi. Lembaga zakat harus
berinvestasi dalam infrastruktur TI dan edukasi untuk
memastikan semua pihak dapat memanfaatkan teknologi ini
dengan baik.
f. Rekomendasi Strategis
1) Meningkatkan Kolaborasi antara Lembaga zakat,
fintech, dan pemerintah untuk menciptkan ekosistem
digital
2) Mengembangkan program pelatihan untuk amil zakat
agar lebih melek digital.
3) Menyusun Kebijakan yang mendukung keamaan data
dan privasi pengguna
Dengan memahami peluang dan tantangan ini, lembaga
zakat dapat mengoptimalkan potensi mereka di era digital
untuk memberikan dampak positif yang lebih besar dalam
masyarakat.

. Tantangan dalam Optimalisasi Zakat dan Wakaf di Era
Digital
Optimalisasi zakat dan wakaf di era digital menghadapi
berbagai tantangan yang signifikan. Meskipun digitalisasi
menawarkan banyak manfaat, seperti efisiensi operasional dan
peningkatan transparansi, terdapat sejumlah hambatan yang
perlu diatasi agar potensi penuh dari zakat dan wakaf dapat
tercapai. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang
dihadapi dalam pengelolaan zakat dan wakaf di era digital.
1. Rendahnya Literasi Digital
Salah satu tantangan terbesar adalah rendahnya literasi
digital di kalangan masyarakat, terutama di daerah
pedesaan. Banyak individu, termasuk mustahik (penerima
zakat), yang tidak memiliki pemahaman yang memadai
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tentang cara menggunakan platform digital untuk berzakat
atau berwakaf. Hal ini mengakibatkan rendahnya
partisipasi dalam program-program zakat dan wakaf
berbasis digital. (Sarif, 2025) Penelitian menunjukkan
bahwa kurangnya pemahaman tentang teknologi dapat
menghambat adopsi platform digital oleh
Masyarakat.(Ronaldo, 2024)

Infrastruktur Teknologi yang Tidak Merata

Keterbatasan infrastruktur teknologi juga menjadi kendala
signifikan dalam optimalisasi zakat dan wakaf. Di banyak
daerah, akses internet yang buruk dan kurangnya
perangkat teknologi menghalangi masyarakat untuk
menggunakan aplikasi zakat dan wakaf secara efektif.
Sebagai contoh, Dompet Dhuafa mencatat kesulitan dalam
menjangkau donor di daerah terpencil karena rendahnya
infrastruktur digital.(Sarif, 2025) Oleh karena itu,
pengembangan infrastruktur yang lebih merata sangat
diperlukan untuk memastikan semua lapisan masyarakat
dapat mengakses layanan ini.

Biaya Implementasi Teknologi

Implementasi teknologi baru, seperti blockchain dan big
data, memerlukan investasi awal yang signifikan.(Makhda,
2025) Lembaga zakat dan wakaf harus mempertimbangkan
biaya perangkat keras, perangkat lunak, serta pelatihan
staf untuk menggunakan teknologi tersebut. Banyak
lembaga mungkin merasa kesulitan untuk membiayai
investasi ini tanpa jaminan bahwa mereka akan
mendapatkan manfaat jangka panjang dari penggunaan
teknologi tersebut.

Keamaan Data dan Privasi

Isu keamanan data menjadi perhatian utama dalam
pengelolaan zakat dan wakaf secara digital. Dengan
meningkatnya penggunaan platform digital, risiko
kebocoran data pribadi donor dan mustahik menjadi
semakin tinggi. Lembaga zakat perlu memastikan bahwa
sistem keamanan mereka cukup kuat untuk melindungi
informasi sensitif dari penyalahgunaan atau pencurian
data. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap keamanan
data dapat mengurangi minat mereka untuk berpartisipasi
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dalam program zakat dan wakaf berbasis digital.(2021

Maulida, 2021)

Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas adalah dua elemen kunci

dalam pengelolaan zakat dan wakaf, terutama di era digital.

Keduanya menjadi fondasi penting untuk membangun

kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola dana

sosial Islam. Dengan memanfaatkan teknologi, pengelolaan

zakat dan wakaf dapat dilakukan secara lebih terbuka,

efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan (Nurhidayah,

2024).

a. Transparansi dalam Pengelolaan Zakat dan Wakaf
Era digital memungkinkan lembaga zakat dan wakaf
untuk memberikan laporan yang lebih jelas dan real-
time kepada masyarakat. (Budi, 2023) Teknologi
seperti blockchain telah membawa perubahan besar
dalam  menciptakan sistem pencatatan yang
transparan, tidak dapat dimanipulasi, dan dapat
diakses oleh semua pihak yang berkepentingan. Setiap
transaksi zakat atau wakaf dicatat secara permanen,
sehingga muzaki (pemberi zakat) dan wakif (pemberi
wakaf) dapat memantau bagaimana dana mereka
digunakan (Nuradi et al., 2024).
Fitur transparansi ini juga diterapkan melalui aplikasi
mobile yang menyediakan pelacakan distribusi dana,
kalkulator zakat, serta laporan dampak dari dana yang
telah disalurkan. Dengan adanya akses informasi
seperti ini, masyarakat merasa lebih yakin bahwa
kontribusi mereka digunakan sesuai dengan prinsip
amanah (Alfatah, 2024).

b. Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana
Akuntabilitas mengacu pada tanggung jawab lembaga
zakat dan wakaf untuk memberikan laporan yang jelas
tentang penggunaan dana yang diterima. Implementasi
teknologi digital telah mempermudah lembaga dalam
menyusun laporan keuangan secara terperinci,
sehingga muzaki dan wakif dapat melihat alokasi dana
mereka secara langsung.
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Selain itu, akuntabilitas juga diperkuat dengan
penerapan Prinsip Inti Wakaf (Waqf Core Principle)
serta Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 112) untuk
pengelolaan aset wakaf. Standar ini memastikan
bahwa setiap aset wakaf dikelola sesuai dengan hukum
syariah sekaligus memenuhi prinsip tata kelola

modern.(Farisi, 2024)

Peran Teknologi dala Meningkatkan Transparansi dan

Akuntabilitas

Teknologi seperti blockchain, crowdfunding, dan big

data analytics memainkan peran penting dalam

meningkatkan  transparansi dan  akuntabilitas
pengelolaan zakat dan wakaf:

1) Blockchain: Menawarkan sistem pencatatan yang
tidak dapat dimanipulasi, sehingga mencegah
penyalahgunaan dana. Teknologi ini juga
memungkinkan otomatisasi distribusi zakat melalui
smart contracts.

2) Crowdfunding Wakaf: Memperluas jangkauan
penghimpunan dana wakaf melalui platform digital
yang transparan dan mudah diakses oleh
masyarakat luas.

3) Big Data Analytics: Membantu lembaga zakat dan
wakaf dalam melakukan analisis pola pembayaran
serta kebutuhan mustahik /wakif untuk
mengoptimalkan program pemberdayaan ekonomi

Tantangan dalam Implementasi Transaparansi dan

Akuntabilitas

Meskipun teknologi menawarkan banyak peluang,

terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi:

1) Keamanan Data: Risiko kebocoran data pribadi
muzaki atau wakif menjadi perhatian utama.
Lembaga perlu menerapkan sistem enkripsi untuk
melindungi informasi sensitive.

2) Literasi Digital Rendah: Banyak masyarakat belum
memahami manfaat transparansi berbasis
teknologi, sehingga edukasi tentang penggunaan
platform digital harus ditingkatkan (Peduli, 2024).
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3) Keterbatasan Infrastruktur Teknologi: Di beberapa
daerah terpencil, akses internet yang buruk
menghambat penerapan sistem digital secara
optimal

e. Dampak Positif Transparansi dan Akuntabilitas

1) Implementasi transparansi dan akuntabilitas
berbasis teknologi telah menunjukkan dampak
positif yang signifikan:

2) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam program
zakat dan wakaf hingga 50% setelah adopsi platform
digital.

3) Efisiensi operasional meningkat karena otomatisasi
proses administrasi memungkinkan lebih banyak
dana disalurkan kepada mustahik/wakif.

4) Kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola
zakat/wakaf semakin kuat berkat pelaporan yang
terbuka dan real-time

Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan

Optimalisasi zakat dan wakaf juga memerlukan kolaborasi
antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga
zakat, pemerintah, dan sektor swasta. Kurangnya
kerjasama dapat menghambat pengembangan program-
program inovatif yang dapat meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam zakat dan wakaf. Oleh karena itu,
penting bagi semua pihak untuk bekerja sama dalam
menciptakan solusi yang saling menguntungkan.(S.
Maulida et al., 2022)

E. Strategi dan Solusi untuk Mengatasi Tantangan

Dalam menghadapi tantangan yang muncul dalam

pengelolaan zakat dan wakaf di era digital, diperlukan strategi

dan

solusi yang efektif untuk memastikan optimalisasi kedua

instrumen keuangan ini. Berikut adalah beberapa pendekatan
yang dapat diambil untuk mengatasi tantangan tersebut.
1. Meningkatkan Literasi Digital

a.

Edukasi Masyarakat: Salah satu langkah awal yang
penting adalah meningkatkan literasi digital di kalangan
masyarakat. Lembaga zakat dan wakaf perlu
melaksanakan program edukasi yang menjelaskan cara
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menggunakan platform digital untuk berzakat dan
berwakaf.

Workshop dan Seminar: Mengadakan pelatihan
langsung di  komunitas untuk  meningkatkan
pemahaman tentang manfaat zakat dan wakaf berbasis
digital.

Kampanye Media Sosial: Menggunakan platform media
sosial untuk menyebarkan informasi dan tutorial
tentang cara berpartisipasi dalam zakat dan wakaf
secara online.

2. Membangun Infrastruktur Teknologi yang Kuat

a.

Investasi dalam Teknologi: Lembaga zakat dan wakaf
perlu berinvestasi dalam infrastruktur teknologi yang
memadai untuk mendukung operasional mereka.
Pengembangan Aplikasi Mobile: Membuat aplikasi yang
user-friendly untuk memudahkan muzaki dan wakif
dalam  melakukan transaksi serta ~—memantau
penggunaan dana.

Peningkatan Akses Internet: Bekerja sama dengan
pemerintah atau penyedia layanan internet untuk
meningkatkan aksesibilitas internet di daerah terpencil.

3. Memperkuat Keamanan Data

a.
b.

Implementasi Sistem Keamanan yang Kuat
Menggunakan Enkripsi Data: Menerapkan teknologi
enkripsi untuk melindungi informasi pribadi muzaki dan
wakif dari potensi kebocoran data.

Audit Keamanan Berkala: Melakukan audit keamanan
secara rutin untuk mengidentifikasi dan mengatasi
kerentanan sistem.

4. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas

a.

Pelaporan yang Terbuka: Lembaga zakat dan wakaf
harus menyediakan laporan keuangan yang jelas dan
mudah dipahami oleh publik.

Laporan Real-Time: Menyediakan akses kepada muzaki
dan wakif untuk melihat laporan penggunaan dana
secara real-time melalui platform digital.

Sistem Umpan Balik: Membuat mekanisme umpan balik
bagi masyarakat untuk memberikan masukan mengenai
penggunaan dana zakat dan wakaf.
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5. Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan

a. Kemitraan Strategis: Membangun kemitraan antara
lembaga zakat, pemerintah, sektor swasta, serta
organisasi non-pemerintah (NGO) sangat penting untuk
menciptakan ekosistem yang mendukung pengelolaan
zakat dan wakaf.

b. Forum Diskusi Bersama: Mengadakan forum atau
diskusi rutin antara pemangku kepentingan untuk
berbagi pengalaman, tantangan, serta solusi dalam
pengelolaan dana.

c. Program Bersama: Mengembangkan program-program
kolaboratif yang bertujuan wuntuk meningkatkan
kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat dan
wakalf.

6. Pengembangan Kebijakan Pendukung

a. Advokasi Kebijakan Publik: Lembaga zakat dan wakaf
perlu berperan aktif dalam advokasi kebijakan publik
yang mendukung pengelolaan zakat dan wakaf secara
digital.

b. Penyusunan Regulasi Khusus: Bekerja sama dengan
pemerintah untuk menyusun regulasi yang mengatur
pengelolaan dana zakat dan wakaf dalam konteks digital.

c. Insentif Pajak bagi Donor: Mengusulkan insentif pajak
bagi individu atau perusahaan yang berkontribusi dalam
bentuk zakat atau wakaf melalui platform digital.

Strategi dan solusi ini bertujuan wuntuk mengatasi
tantangan dalam optimalisasi zakat dan wakaf di era digital.
Dengan meningkatkan literasi digital, membangun
infrastruktur teknologi, memperkuat keamanan data,
meningkatkan transparansi, membangun kolaborasi antar
pemangku kepentingan, serta mengadvokasi kebijakan publik
yang mendukung, lembaga zakat dan wakaf dapat
memaksimalkan potensi mereka dalam memberikan dampak
sosial-ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Melalui
langkah-langkah ini, diharapkan pengelolaan zakat dan wakaf
dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan aman di masa depan.
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BAB 8

PERAN EKONOMI SYARIAH DALAM
PEMBANGUNAN SOSIAL

. Pendahuluan

Islam memiliki perhatian serius terhadap pembangunan,
baik pembangunan ekonomi maupun sosial. Ahmad (1979)
menyatakan bahwa Islam memperhatikan secara mendalam
pada pembagunan ekonomi terutama permasalahan yang
terkait dengan manusia. Perubahan sosial merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dalam keyakinan Islam. Bahkan
dinamika perubahan sosial banyak diungkapkan dalam refleksi
Qur'an dan Sunnah. Perubahan sosial tidak sepenuhnya
ditentukan oleh kekuatan historis, namun perubahan sosial
tersebut harus direncanakan dan direkayasa. Manusia adalah
agen perubahan, dan perubahan tersebut meliputi perubahan
lingkungan serta perubahan yang meliputi hati dan jiwa
manusia. Cara pandang diatas merupakan konsep yang melatar
belakangi penulisan bab ini. Secara makro, Islam memiliki
perhatian yang mendalam terhadap perubahan sosial, dimana
didalamnya mencakup pembangunan sosial. Selanjutnya,
melalui istrumen studi ekonomi syariah, pembangunan sosial
merupakan elemen penting yang menjadi natijah dari
pengembangan ekonomi syariah. Ekonomi syariah (Islam)
menurut Umar Chapra merupakan cabang pengetahuan yang
berupaya merealisasikan kesejahteraan manusia. Konsep
kesejahteraan tersebut mengacu pada dasar pemikiran falah
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(Huda dkk, 2017). Adapun indikator ketercapaian kesejahteran
berdasarkan konsep falah itu secara operasional adalah
meliputi faktor ekonomi (mencapai kesejahteraan ekonomi dan
norma moral Islam), sosial (mencapai persaudaraan dan
keadilan universal), dan keadilan (mencapai distribusi
pendapatan yang setara), serta diri (mencapai kebebasan
individual dalam konteks keadilan sosial). Berdasarkan
diskripsi dan narasi tersebut, peran ekonomi syariah sebagai
sebuah studi yang memiliki natijah untuk mencapai
kesejahteraan komprehensif (falah), maka pembangunan sosial
masyakat berkeadilan yang berbasis rasa persaudaraan
merupakan indikator kunci ketercepaian falah. Perlahan
namun pasti, ekonomi syariah memiliki kontribusi penting
dalam mencapai kesehteraan umat (Karim, 2007).

Untuk mendiskripsikan peran ekonomi syariah dalam
pembangunan sosial, maka selanjutnya akan dijelaskan
beberapa bagian berikut yang meliputi; peran ekonomi syariah
terhadap kesejahteraan umat, peran ZISWAF (zakat, infaq,
sedekah dan wakaf) dalam ekonomi sosial, Keuangan mikro
syariah sebagai alat pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan
ekonomi syariah dalam mengurangi kesenjangan sosial.

. Kontribusi Ekonomi Syariah Terhadap Kesejahteraan Umat

Peran negara adalah menyediakan kebutuhan
penduduknya. Vitalitas kontribusi negara ditunjukkan dengan
kemampuan negara memproduksi dan menyediakan
kebutuhan berupa barang dan jasa bagi umat dan warga negara
(Chapra, 2000). Kegiatan ekonomi yang telah dituangkan dalam
masterplan ekonomi syariah adalah penguatan pada sektor
keuangan syariah, rantai nilai pada industri halal dan sektor
usaha mikro mengah (Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional, 2019). Beberapa kajian menunjukkan kontribusi
keuangan syariah pada kesejahteraan umat. Junaidi (2024)
telah melakukan studi tentang kontribusi bank syariah
terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah di Indonesia. Studi
tersebut mencakup sample pada 33 wilayah di Indonesia dan 14
bank syariah di Indonesia. Hasil studi itu menunjukkan
kontribusi penting bank syariah pada peningkatan
pertumbuhan pada 33 wilayah di Indonesia, serta kontribusinya
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pada penurunan kemiskinan pada daerah-daerah tersebut.
Meskipun belum mencakup seluruh wilayah di Indonesia,
namun studi ini telah menunjukkan peran krusial dari
pembiayaan bank syariah pada sektor riil pada wilayah-wilayah
di Indonesia. Fungsi bank syariah sebagai intermediasi dari
pihak yang surplus sumberdaya kepada pihak yang
membutuhkan modal telah dijalankan berdasarkan nilai-nilai
syariah. Meskipun dalam hal ini masih perlu tinjauan kritis
tentang dominasi pada salah satu akad/ kontrak pembiayaan.
Pembiayaan bank syariah yang masih belum merata pada akad
NUC, natural wuncertainty contract (mudharabah dan
musyarakah). Selama ini pembiayaan yang berbasis natutal
certainty contract (NCC) seperti musyarakah masih
mendominasi akad pembiayaan di bank syariah (Rahmawati,
2024). NCC merupakan kontrak bisnis yang memberikan
imbalan dan waktu tertentu. Sedangkan NUC merupakan
kontrak bisnis yang tidak memberikan return tertentu (Milzam
& Siswanto, 2019).

Industri halal berkembang pesat di Indonesia karena
memiliki pangsa pasar yang besar, yakni populasi muslim
terbesar di dunia (Lutfi, 2025). Besarnya pangsa pasar industri
halal di Indonesia bahkan menarik negara lain untuk membidik
pangsa pasar Indonesia. Disamping itu, faktor tingkat
pendapatan masyarakat Indonesia yang berada pada middle
class income (pendapatan level menengah) juga menjadikan
pangsa Indonesia ceruk yang menarik. Sektor Industri halal ini
diproyeksikan menyumbangkan 72,9 triliun rupiah pada
pendapatan nasional Indonesia (KNEKS, 2023). Dengan potensi
tersebut, Kashim et al. (2023) memprediksikan Indonesia akan
menjadi negara dengan industri halal terkuat di dunia. Industri
halal itu meliputi sektor makanan, pariwisata, pakaian, dan
obat-obatan. Pratiwi & Vidiati (2024) menunjukkan bahwa
pasar industri halal dapat menjadi modal dalam pengembangan
ekonomi syariah di Indonesia. Perkembangan industri halal
memiliki potensi besar untuk meningkatkan ekonomi negara
(Herianti et al., 2023). Namun demikian, diantara tantang yang
dihadapi dalam pengembangan industri halal adalah rendahnya
literasi halal. Selain itu, peluang besar tersebut belum
dioptimalkan para produsen di Indonesia (Kamila, 2021).
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Peran industri halal pada kesejehateraan umat dapat
ditunjukkan salah satunya dengan kontribusinya pada
pertumbuhan ekonomi. Hasil studi Utari et al. (2022)
menunjukkan industri halal berkontribusi signifikan pada
produk domestik bruto (PDB) dan investasi. Lebih lanjut,
mereka menyatakan bahwa pada tahun 2019, industri halal
telah berkontribusi pada PDB sebesar 3,8 miliar USD, dan
meningkatkan investasi asing sebesar 1 miliar USD, serta
membuka lapangan pekerjaan sebanyak 127 ribu per tahun.
Peningkatan jumlah produksi nasional dan adanya investasi
asing ini tentunya juga mendorong jumlah eksport pada sektor
ini. Kebutuhan dan pangsa pasa makanan halal dipredikasikan
semakin tinggi dan menguat. Hal itu disebabkan oleh beberapa
indikator, antara lain; pesatnya pertumbunhan muslim dunia,
tumbuhnya kesadaran konsumsi makanan halal karena alasan
etika dan keamanan, dan kebangkitan konsumsi legal
masyarakat Muslim yang memiliki daya beli yang semakin
meningkat (Kartika, 2022). Selain makanan halal, peluang
wisata halal di Indonesia juga sangat besar. Selain kuantitas
mayoritas Muslim di Indonesia dan tingginya kesadaran
memakai layanan hal, destinasi wisata di Indonesia sangat
bervariatif. Peluang industri halal pada sektor media, kosmetik,
pakaian, dan farmasi masing terbuka lebar untuk memberikan
kontribusi pada umat (Utari et al., 2022).

Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
merupakan salah satu sektor penting yang mendukung
perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Sektor ini
mendukung pertumbuhan ekonomi, menciptkan lapangan kerja
dan pemberdayaan ekonomi (Batubara & Ritonga, 2024).
Jumlah UMKM di Indoensia berdasarkan data dari Kementerian
Koperasi dan UMKM mencapai 66 juta pada tahun 2024.
Kontribusi UMKM pada produk domestik bruto nasional
mencapai 61%, dan mampu menyerap 97% tenaga kerja di
Indonesia. Melihat kontribusi yang besar tersebut UMKM
menjadi pilar penting pada perekonomian Indonesia. Para
pelaku UMKM yang terdiri atas pemiliki, pengelolan, pemilik
dan pengelola adalah mayoritas Muslim, karena penduduk
Indonesia sebagian besar adalah beragama Islam. Berdasarkan
diskripsi tersebut UMKM memiliki peran strategis dalam
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pengembangan ekonomi syariah, antara lain; meningkatkan
kesejahteran umat, pemberdayaan ekonomi umat, dan
inklusivitas keuangan syariah.

Keberadaan UMKM memiliki kontribusi besar terhadap
kesejahteraan umat dengan menciptakan lapangan kerja dan
peningkatan pendapatan masyarakat. Kegiatan produksi dan
distribusi yang dilakukam para pelaku UMKM mendorong
tercukupinya kebutuhan konsumsi masyarakat. Para pelaku
UMKM ini dapat menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat,
karena mereka memiliki bergerak dalam berbagai sektor usaha,
dari mulai makanan, pakaian, sampai kebutuhan sehari-hari.
Kegiatan produktif ini akan menyerap tenaga kerja dan
peningkatan pendapatan per kapita masyarakat. Potensi yang
besar dari UMKM, termasuk didalamnya UMKM syariah/halal,
perlu didukung dengan langkah-langkah strategis seperti
disarankan Batubara & Ritonga (2024), yakni; peningkatan
akses permodalan, penyediaan program pendidikan dan
pelatihan yang relevan, dan dukungan regulasi yang kuat.

. Peran zakat, infak, sedekah, dan wakaf dalam keuangan
sosial Islam

Keuangan Islam dapat diklasifikasikan menjadi dua, yakni
keuangan komersial Islam dan keuangan sosial Islam. Keungan
komersial Islam berfokus pada kegiatan ekonomi komersial,
bertujuan pada peningkatan kesejahteraan, pertumbuhan
ekonomi, dan pembiayaan produktif yang beroperasi
berdasarkan prinsip syariah dengan instrumen utama
pembiayaan produktif. Sedangkan keuangan sosial Islam
berfokus pada kegiatan sosial dengan tujuan untuk
pengentasan kemiskinan dan pembangunan sosial berdasarkan
prinsip syariah dan ketentuan yang sesuai ketentuan instrumen
utama yang meliputi, yakni; zakat, infak, sedekah, dan wakaf.
Keuangan sosial Islam juga sering disebut dengan filantropi
Islam. Keuangan sosial Islam di Indonesia terbukti memiliki
peran penting dalam mendukung program pemerintah untuk
keluar dari pandemi covid-19 (Adinugraha et al., 2023).

Keuangan sosial Islam memiliki kontribusi strategis untuk
mencapai kesejahteraan umat. Optimalisasi keuangan sosial
Islam dalam mendorong terpenuhi kebutuhan mendasar
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masyarakat yang memenuhi syarat memperoleh dan
pemanfaatan sumberdaya tersebut untuk kegiatan produktif
akan memberikan dampak penting pada perekonomian. Oleh
karena itu, pemerintah mempunyai peran sentral untuk
mengoptimalkan keuangan sosial Islam. Lebih lanjut, keuangan
sosial Islam juga berkontribusi dan memiliki peran sebagai agen
pendistribusian kekayaan yang mampu memberdayakan
ekonomi masyarakat terutama perempuan (Adinugraha et al.,
2023). Keuangan sosial Islam ini merupakan sebuah
pengembangan pengetahuan baru dari ekonomi Islam dimana
tujuannya adalah menyeimbangkan kelompok yang kelebihan
dana dengan kelompok yang membutuhkan/ kekurangan dana
(Ascarya, 2022). Lebih lanjut Ascarya (2022) menyampaikan
bahwa keuangan sosial Islam, terutama instrumen zakat, infak,
dan wakaf dapat membantu pemerintah dan ekonomi keluar
dari sebuah krisis. Skema pada zakat-infaq dapat dimanfaatkan
pada bantuan kesehatan. Perawatan kesehatan dapat
menggunakan instrumen waqf. Disamping itu, wakaf tunai juga
dapat berguna sebagai instrumen menyelamatkan
permasalahan keuangan usaha mikro, kecil, dan menengah.
Esensi zakat adalah untuk membersihkan diri dan harta.
Perintah menunaikan zakat yang telah disebutkan dalam Al-
Quran dan menjadi rukun Islam keempat memiliki dimensi
ibadah dan berdampak pada sosial. Oleh karena itu, Syafiq
(2016) menyatakan bahwa zakat merupakan ibadah sosial yang
meningkatkan ketakwaan dan kesejahteraan sosial. Peran zakat
pada kesejahteran telah menjadi kajian riset di beberapa
negara, termasuk di Indonesia. Beik & Arsyianti (2016)
menunjukkan bahwa prosentase peningkatan pemafaatan zakat
terbukti meningkat kesejahteraan di Jakarta. Kesenjangan
kemiskinan diproyeksikan teratasi dengan memperbaikan
pengelolaan zakat, baik dalam pengumpulan maupun dalam
distribusinya. Selain itu, optimalisasi zakat produktif lebih
diperbaiki infrastrukturnya, baik dalam manajemen, mapping
muzakki, regulasi dan meningkatkan partisipasi para
stakeholders termasuk didalamnya tokoh masyarakat, kyai, dan
tentunya pemerintah. Azwar (2016) menjelaskan bahwa
lembaga pengelola zakat memiliki peran penting, karena
beberapa faktor antara lain; 1) menjamin kepastian dan disiplin
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para muzakki, 2) menjamin perasaan para mustahik dari sikap
rendah diri, 3) distribusi lebih merata sehingga tepat sasaran,
serta 4) menunjukkan adanya syiar Islam. Namun demikian,
beberapa  kelompok masyarakat memiliki keengenan
berhubungan dengan lembaga formal tersebut. Mereka merasa
nyaman ketika menyalurkan zakatnya secara langsung pada
kelompok yang berhak menerima zakat, yang dikenal dengan
kelompok 8 mustahik, yakni fakir, miskin, amil, mualaf, orang
yang memiliki hutang, orang yang ditawan, orang yang berjuang
di jalan Allah, dan orang dalam perjalanan yang membutuhkan
bekal. Beberapa studi telah menunjukkan bahwa beberapa
kelompok masyarakat yang enggan menyalurkan zakatnya pada
lembaga pengelola zakat. Oleh karena itu, peran tokoh
masyarakat dan kyai dalam memberikan pemahaman adalah
sebuah keniscayaan.

Infaq memiliki makna membelanjakan, memberikan atau
mengeluarkan harta. Artinya memberikan sebagian harta
kepada orang yang membutuhkan berdasarkan perintah Islam.
Salah satu spirit dalam berinfaq adalah memberikan yang
terbaik dari yang dimiliki dan ditujukan kepada orang tua,
keluarga terdekat/ kerabat, anak yatim, orang miskin, dan
orang yang dalam perjalanan (Qs. 2: 215). Berdasarkan hal
tersebut, Abdi & Muttaqin (2020) menjelaskan bahwa konsep
infag mempunyai tujuan pemerataan alokasi kekayaan dari
orang kaya yang kelebihan harta yang diawali dari ruang
lingkup lingkungan masyarakat terkecil yakni keluarga. Namun
ada yang menarik dari cara pandang Abdi & Muttaqgin (2020),
pada hakikatnya infaq tidak hanya bermanfaat bagi
penerimanya, namun juga memberi kemanfaatan pula kepada
orang yang berinfaq. Infag mengandung makna rahmat yang
terwujud dalam sebuah keberhasilan yang mempengaruhi
kegiatan produktif, peningkatan kemampuan kerja dan
kesejahteraan orang yang berinfaq. Cara pandang ini
sebenarnya telah dijelaskan sebuah untaian ayat “jika engkau
berbuat baik, sesungguhnya engkau telah berbuat baik kepada
dirimu sendiri” (Qs. 17: 7). Dengan demikian, infaq bermanfaat
menyejahterakan diri individu dan masyarakat.

Shodaqgah secara terminologi berarti pemberian seseorang
secara ikhlas kepada orang yang berhak menerima disertai
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pahala dari Allah. Berdasarkan definis tersebut, infaq
merupakan bagian dari shodaqoh (Yunita, 2022). Selanjutnya,
setelah diturunkan perintah zakat, makna shadaqoh dapat
dibedakan menjadi shodaqoh sunah dan shodaqoh wajib.
Shodaqoh sunah merupakan shodaqoh yang diberikan secara
sukarela (tidak diwajibkan) kepada orang yang membutuhkan
secara umum. Pada konteks yang lain, shodaqoh juga
merupakan faktor penentu kebahagian orang yang
menjalankannya. Hasil studi Rusdi et al. (2018) menunjukkan
bahwa perilaku sedekah memiliki korelasi positi pada
kebahagiaan dan menjadi prediktor penting pada kebahagiaan
itu sendiri. Kebahagiaan dalam studi tersebut meliputi;
terjalinnya hubungan positif dengan orang lain, keterlibatan
penuh dalam setiap aktivitas, penemuan makna dalam
kehidupan sehari-hari, optimis dalam menghadapi masa depan,
dan kemampuan bertahan ketika menghadapi kesulitan.

Wakaf adalah salah satu instrumen keuangan Islam yang
berperan penting dalam pembangunan. Potensi besar wakaf di
Indonesia diharapkan menjadi salah satu instrumen
pembiayaan pembangunan, sebagai telah dipraktekkan pada
masa rasullah dan para sahabatnya. Wakaf dapat diperankan
seabagi penerimaan negara yang dimanfaatkan untuk belanja
negara yang berdampak pada pemerataan dan alokasi distribusi
kekayaan yang adil. Pengeluaran pemerintah ini memiliki
kontribus pada peningkatan kegiatan produktif, distributif,
konsumtif, dan perekonomian negara. Namun demikian,
kebijakan belanja pemerintah tersebut harus digunakan untuk
mencapai tujuan sosio-ekonomi yang sesuai dengan prinsip
keadilan dan kemaslahatan (Adinta & Nur, 2020).
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BAB 9

EKONOMI SYARIAH DALAM ERA
DIGITAL

A. Digitalisasi Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Keuangan
Syariah
Digitalisasi ekonomi adalah transformasi cara berbisnis
dan melakukan aktivitas ekonomi dengan memanfaatkan
teknologi digital. Teknologi seperti blockchain, big data, dan
artifial intellegence memainkan peran penting dalam
mendukung ekosistem ekonomi digital Islam. Literatur
menunjukkan bahwa ekonomi digital Islam tidak hanya relevan
diterapkan di negara muslim tetapi juga di negara nonmuslim
karena meningkatnya permintaan akan produk halal. Tren
penggunaan teknologi di bidang ekonomi digital Islam kini
semakin maju termasuk di Indonesia. Oleh karenanya,
pemerintah Indonesia membentuk Komite Nasional Ekonomi
dan Keuangan Syariah (KNEKS) sebagai lembaga non-
struktural untuk pengembangan ekonomi syariah, khususnya
pengembangan digital keuangan syariah. Hal ini dirasa sangat
penting mengingat Indonesia memiliki potensi besar dalam
pengembangan industri halal, diantaranya fashion, media dan
edukasi, kosmetik dan farmasi, makanan dan minuman, serta
pariwisata. Potensi ini tentu harus dilengkapi dengan kemajuan
keuangan syariah digital. Oleh karena itu, KNEKS terus
mendorong memperkuat kehadiran teknologi keuangan atau
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financial technology (fintech) demi pengembangan ekonomi
digital agar semakin inklusif.

Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu
pusat ekonomi dan keuangan syariah di tingkat regional dan
global dengan digitalisasi sektor keuangan dan ekonomi yang
canggih. Potensi ini harus diimbangi dengan pemahaman yang
baik dan komprehensif sejalan dengan prinsip-prinsip syariah
sehingga peran regulator dalam membuat dan memperbarui
regulasi sangat dibutuhkan demi memastikan keberlanjutan
fintech Islam.

B. Fintech (Financial Technology) Syariah
Fintech (financial technology) atau teknologi finansial

merupakan inovasi layanan keuangan yang berbasis teknologi.
Fintech di Indonesia semakin berkembang dan melahirkan
beberapa jenis fintech, antara lain:
1. E-Money dan E-wallet

E-money (uang elektronik) dan e-wallet (dompet digital)
perbedaan bentuk
penggunaannya. E-money berbentuk kartu fisik dengan chip,
sering digunakan untuk transportasi dan tol, sedangkan e-
wallet adalah aplikasi digital untuk transaksi online dan
offline. Berikut adalah tabel yang menyajikan perbedaan
utama antara e-wallet dan e-money:

memiliki utama dalam dan

Fitur E-Money (Uang E-Wallet (Dompet
Elektronik) Digital)
Bentuk Kartu fisik dengan Aplikasi digital di
chip smartphone
Penggunaan Transportasi (bus, Transaksi online,
KRL, tol), pembayaran pembayaran di
di minimarket merchant, transfer
uang
Koneksi Tidak selalu Dibutuhkan  untuk
Internet dibutuhkan sebagian besar
transaksi
Penerbit Bank dan Perusahaan fintech

perusahaan fintech
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Contoh E-Toll, Mandiri e- GoPay, ShopeePay,
Money, BRIZZI, Flazz DANA, LinkAja, OVO

Adapun E-wallet syariah berbeda dengan e-wallet
konvensional sebab e-wallet syariah tidak memberikan
bunga kepada penggunanya. E-wallet syariah di Indonesia
diantaranya adalah Toko Token, yang didukung oleh PT
Danareksa Sekuritas dan BNI Syariah melalui akad wadiah.
Bank syariah seperti BRISyariah dan BSI bekerja sama
dengan Paytren, dan Danamas menyediakan layanan antar
jemput zakat dan wakaf uang.

2. Gerbang Pembayaran (Payment Gateway)
Fintech Payment Gateway adalah layanan yang memfasilitasi
penerimaan pembayaran kartu kredit dan debit secara
online. Layanan ini berfungsi untuk memverifikasi identitas
pemegang kartu guna memastikan bahwa tidak terjadi
kecurangan selama proses transaksi. Setelah pelanggan
menambahkan barang-barang yang ingin dibeli ke dalam
keranjang belanja, payment gateway akan memverifikasi
bahwa kartu pembayaran yang digunakan adalah milik
mereka.

3. Investasi Ritel Online
Fintech memberikan kesempatan berinvestasi bagi siapa saja
baik itu saham di pasar uang, pasar modal, bahkan dalam
bentuk emas dengan modal yang sangat terjangkau, mulai
dari Rp5. 000,00 hingga Rp10. 000,00. Namun, sebelum
terjun ke dalam investasi ritel online, sangat penting bagi
para investor untuk memastikan bahwa platform fintech
yang digunakan telah terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa
Keuangan (OJK). Contoh bentuk investasi online syariah
adalah Reksa Dana Syariah, Deposito Syariah, Saham
Syariah, Sukuk, dan Obligasi Syariah. Contoh platform
Investasi Ritel Online syariah adalah : Tokopedia Salam,
Bareksa, Mandiri Sekuritas, Ajaib, POEMS Syariah.

4. Securities Crowdfunding Syariah
Crowdfunding adalah sebuah inovasi terbaru dalam dunia
keuangan yang memungkinkan penghimpunan dana untuk
berbagai aktivitas, baik yang bersifat sosial maupun
komersial, melalui platform online. Salah satu model
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crowdfunding yang sering digunakan untuk tujuan komersial
adalah Securities Crowdfunding (SCF). Pada dasarnya, SCF
memiliki kesamaan dengan investasi di pasar modal, di mana
terdapat tiga pihak utama: penerbit (perusahaan yang
menawarkan sahamnya), penyelenggara layanan
penghimpunan dana, dan pemodal (investor). Bedanya,
penerbit tersebut bukanlah merupakan perusahaan terbuka
(PT) melainkan perusahaan rintisan (start up) atau UMKM
yang menjual efek berupa saham dan obligasi secara
langsung kepada pemodal melalui melalui platform digital.
Dana dikumpulkan dari para investor baik individu maupun
lembaga institusi dan tidak tergantung pada satu investor
besar seperti perbankan atau lembaga keuangan. Terdapat
beberapa perbedaan mendasar Securities Crowdfunding
(SCF) syariah jika dibandingkan dengan SCF pendekatan
konvensional. Dalam SCF syariah, baik investor maupun
perusahaan dilarang terlibat dalam transaksi yang
mengandung unsur riba, ketidakpastian, atau spekulasi
berlebih. Sebaliknya, SCF konvensional tidak memiliki
batasan tersebut, sering kali melibatkan instrumen yang
berbasis bunga atau memiliki risiko tinggi. Produk yang
dibiayai melalui SCF syariah harus memenuhi prinsip halal,
yang berarti tidak boleh terkait dengan aktivitas atau barang
yang dilarang dalam Islam, seperti alkohol, perjudian, atau
produk berbahan dasar babi. Sementara itu, dalam SCF
konvensional, tidak terdapat batasan khusus mengenai jenis
produk atau aktivitas bisnis yang dapat didanai. Securities
crowdfunding syariah menerapkan kontrak berbasis syariah,
seperti mudharabah (bagi hasil)] dan musharakah (kerja
sama). Kesepakatan bagi hasil ini berlandaskan prinsip
keadilan, transparansi, dan keberlanjutan sesuai dengan
nilai-nilai Islam. Di sisi lain, SCF konvensional cenderung
menggunakan kontrak standar yang fokus pada return tetap
(bunga tetap) tanpa mempertimbangkan aspek-aspek prinsip
syariah. Bagi umat Islam, SCF Syariah dapat dipandang
sebagai cara yang halal untuk mengumpulkan dana tanpa
harus menggunakan opsi pendanaan konvensional yang
berbasis bunga. Oleh karenanya, SCF syariah memiliki
potensi besar dalam memobilisasi dana untuk proyek-
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proyek yang berdampak sosial serta mendorong UMKM
sehingga berdampak pada penciptaan lapangan kerja dan
pendapatan nasional. Beberapa penyelenggara SCF syariah
yang resmi mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
serta diawasi oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama
Indonesia (DSN-MUI) yaitu SHAFIQ dan Lembaga Bisnis
Syariah (LBS) Urun Dana.

. Lending Peer-to-Peer syariah

Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
(LPBBTI)/Peer-to-Peer (P2P) Lending/Pinjaman Online
merupakan sistem jasa keuangan yang menghubungkan
pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman secara
langsung melalui platform elektronik. Sementara itu, P2P
Lending berbasis Syariah adalah sebuah platform fintech
yang menawarkan pendanaan bersama dengan operasional
yang mengikuti prinsip hukum Islam. Dalam prinsip ini,
transaksi tersebut akan bebas dari unsur-unsur seperti riba
(bunga), gharar (ketidakjelasan), maysir (judi), tadlis
(penipuan), dharar (kerugian), zulm (ketidakadilan), serta
segala hal yang dianggap haram. Pinjaman P2P Lending
Syariah berpotensi untuk merangsang pertumbuhan
ekonomi dengan menyediakan opsi pembiayaan yang mudah
diakses yang memberdayakan UMKM untuk berkembang,
berinovasi, dan menciptakan lapangan kerja. Beberapa
platform P2P Lending Syariah di antaranya adalah Ammana,
Qazwa, ALAMI, Duha Syariah, Ethis, Kapital Boost,
DanaSyariah, dan Berkah. Masing-masing dari platform ini
menawarkan akad yang berbeda serta fokus yang bervariasi,
mencakup segmen dari UMKM hingga sektor properti.
Perbedaan SCF dan P2P lending

Aspek SCF P2P Lending
Peraturan Di bawah OJK Di bawah OJK
Pasar Modal Industri Keuangan
Non-Bank (IKNB)
Sifat Penawaran efek Pinjaman kredit
Bukti Kepemilikan  Surat berharga Tidak ada
dalam bentuk
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saham syariah dan
sukuk

Tenor Saham : sepanjang < 2 tahun
masa, EBUS : < 2
tahun
Dasar penerbitan Aset perusahaan, -
EBUS : proyek
Penerbit/Peminjam PT atau badan Perseorangan atau
usaha lainnya badan hukum
Perdagangan Saham : bisa, EBUS Tidak bisa
: tidak bisa
Kategori Emiten Fokus pada Produktif dan
produktif konsumtif
Jangka waktu Biasanya jangka Biasanya jangka
investasi panjang menengah  hingga
jangka panjang
Nilai Penawaran Maksimal Rp 10 Maksimal Rp 2
miliar miliar
Keuntungan Dividen dan capital Bunga pinjaman
gain
Pencatatan Wajib melalui KSEI Internal Platform
transaksi & Bank Kustodian

EBUS : Efek Bersifat Utang (Obligasi) dan/atau Sukuk

6. Inovasi Keuangan Digital (IKD)

Berikut ini adalah jenis-jenis IKD serta daftar penyelenggara

IKD per Oktober 2022 yang tercatat sesuai dengan POJK No.

13/POJK.02/2018 per Oktober 2022 oleh OJK.

a. Aggregator adalah situs web atau aplikasi yang
memudahkan nasabah dalam memperoleh informasi
tentang produk dan layanan jasa keuangan. Aggregator
menghimpun, dan membandingkan
informasi dari berbagai Lembaga Jasa Keuangan (LJK)

menyaring,

secara digital sehingga dapat memudahkan konsumen
untuk mengakses data mengenai produk-produk seperti
tabungan, asuransi, kartu kredit, KPR, dan pembiayaan
lainnya. Contoh aplikasi aggregator yang berbasis
syariah diantaranya adalah Sobat Syariah, SyarQ,
eFunding, dan OneShaf.
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Financial Planner adalah platform yang dirancang untuk
membantu individu dalam merencanakan keuangan
mereka. Platform ini memberikan rekomendasi terkait
produk dan layanan jasa keuangan berdasarkan profil
pengguna, dengan tujuan membantu mereka mencapai
target keuangan yang diinginkan. Beberapa contoh
klaster financial planner yang terdaftar dalam IKD
adalah Finansialku, Arkana Finance, Halofina,
Fundtastic, dan Skorlife.

RegTech - eSign merupakan platform penyelenggara
sertifikat elektronik yang berada di bawah naungan
Kementerian Komunikasi dan Informatika. Platform ini
melayani sektor jasa keuangan dengan memberikan
tanda tangan digital sebagai output. Contoh platform
RegTech - eSign yang ada adalah TekenAja! , Tilaka, dan
Xignature.

Innovative Credit Scoring adalah lembaga yang
memanfaatkan teknologi informasi untuk mengolah data
dan menghasilkan nilai apakah seseorang layak
menerima layanan kredit keuangan. Kemampuan ICS ini
membantu perbankan untuk dapat memberikan kredit
dengan lebih tepat dan akurat. Proses penilaian nasabah
tidak lagi dilakukan secara manual, tapi bisa terjadi
dalam waktu singkat dan tetap akurat. Beberapa daftar
perusahaan penilai skor kredit di Indonesia adalah
Ascore.ai, Alskor, Avatec,Aiforesee, Bangun Percaya
Social, CekAja, Digiscore, Eureka AI, Tongdun, SDB
Insight (Tokoscore) yang terafiliasi Tokopedia, OLDI, dan
TrustingSocial.

InsurTech adalah singkatan dari Insurance Technology
yaitu platform yang memudahkan akses asuransi
melalui aplikasi, membantu masyarakat mendapatkan
premi asuransi yang lebih terjangkau, memudahkan
proses klaim asuransi. Contoh platform InsurTech yang
ada antara lain Qoala dan YukTakaful.

Electronic Know Your Customer (e-KYC) adalah platform
yang membantu dalam identifikasi dan verifikasi
identitas calon nasabah secara elektronik dengan
memanfaatkan data dari Dinas Keendudukan dan
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Catatan Sipil. Proses e-KYC melibatkan teknologi
pemindaian dokumen identitas, biometrik, serta
verifikasi melalui jaringan online, sehingga identitas
dapat diverifikasi dengan lebih cepat dan efisien. Hal ini
mempercepat pembukaan = rekening, pengajuan
pinjaman, atau transaksi lainnya yang memerlukan
verifikasi identitas. Pengguna e-KYC biasanya adalah
Penyedia Jasa Keuangan (PJK) di sektor perbankan,
pasar modal, serta industri keuangan non-bank,
termasuk perusahaan asuransi dan lembaga keuangan
mikro. Contoh platform e-KYC yang tercatat adalah
PrivyID, VIDA, Digisign, dan ASLI RI.

Online Distress Solution (ODS) adalah platform yang
menawarkan jasa bagi nasabah yang kesulitan
membayar utangnya bernegosiasi dengan kreditur.
Amalan adalah salah satu contoh platform ODS.
Financing Agent merupakan perantara keuangan digital
yang membantu lembaga keuangan menyalurkan
pembiayaan kepada calon nasabah. Contoh dari
financing agent ialah Vospay, Bantoe. id, AgriON,
Lendana, ASIRA, SyarQ, Amaan, dan Artaku.

Insurance Hub Dberperan sebagai penyelenggara
infrastruktur dalam bidang perasuransian, memberikan
dukungan dalam distribusi dan pengajuan klaim
asuransi. PasarPolis adalah salah satu contoh platform
Insurance Hub.

Funding Agent adalah Inovasi Keuangan Digital (IKD)
berbasis situs web atau aplikasi yang berfungsi
membantu penghimpunan dana dari masyarakat.
Masyarakat dapat mengakses dan memilih berbagai
produk keuangan dengan disertai penjelasan informasi.
Funding agent dapat berupa platform digital atau
perusahaan yang menyediakan layanan pendanaan.
Contoh platform Funding Agent yang terkenal antara
lain e-Funding dan Depositobpr. id.

Transaction Authentication merupakan platform yang
menyediakan layanan identifikasi dan verifikasi nasabah
dengan menggunakan data yang tidak hanya bersumber
dari Dinas Keendudukan dan Catatan Sipil. Contoh dari
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kategori Transaction Authentication adalah Iluma, BPS,
IZ1 DATA, Digiscore VerTech, iTruzz, dan BOIVA.

Tax and Accounting adalah platform IKD yang
mendukung individu serta perusahaan dalam
menyusun laporan keuangan dan pelaporan pajak
secara online sesuai dengan standar akuntansi dan
ketentuan perpajakan. Beberapa contoh platform dalam
kategori ini adalah Jurnal dan Sobat Pajak.

RegTech - PEP adalah platform yang menyediakan
layanan untuk mendeteksi pelanggan berisiko tinggi
(AML) dengan melakukan pemeriksaan latar belakang
(PEP) setiap nasabah. Contoh dari platform RegTech -
PEP adalah SIJITU.

Wealth Tech adalah platform manajemen kekayaan
untuk mengelola aset dan dana. Teknologi ini bertujuan
untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan
pengelolaan kekayaan, memudahkan pengguna dalam
mengakses dan mengelola keuangan, termasuk layanan
perbankan, pembiayaan, asuransi, dan investasi. Salah
satu contoh platform Wealth Tech adalah Moxa.
Property Investment Management (PIM) adalah platform
yang memungkinkan penggalangan dana dari
masyarakat secara online, dalam bentuk skema
pengelolaan hak atas investasi properti, seperti gedung,
apartemen, rumah, atau pusat perbelanjaan tanpa
menciptakan derivatif untuk diperdagangkan di pasar
sekunder. Tujuannya adalah untuk meningkatkan nilai
properti dan menghasilkan keuntungan. DIPRO adalah
salah satu contoh platform PIM.

Pengelola Investasi dan Risiko Keuangan adalah kategori
fintech yang mencakup berbagai platform yang
menawarkan layanan perencanaan keuangan dan
investasi. Layanan ini meliputi robo-advisory (penasihat
digital), platform e-trading (tempat jual-beli produk
investasi), hingga e-insurance (asuransi digital). Melalui
berbagai sub-kategori fintech ini, konsumen dapat
dengan mudah melakukan perencanaan keuangan dan
investasi secara cepat. Fintech juga menyediakan
asistensi berupa rekomendasi kepada konsumennya,

177



Makhda Intan Sanusi, S.H., M.E.

berdasarkan data yang diinput oleh pengguna. Data
tersebut kemudian dianalisis untuk memberikan
rekomendasi yang sesuai dengan profil dan kebutuhan
masing-masing pengguna.

C. E-Commerce Dalam Perdagangan Syariah
E-commerce adalah kegiatan jual beli atau transaksi yang
dilakukan secara elektronik melalui internet. E-commerce dapat
dilakukan melalui situs web, aplikasi seluler, atau pasar online.
Jual beli secara online atau e-commerce saat ini menjadi banyak
diminati oleh kalangan masyarakat modern karena praktis.
Dalam perspektif Islam, praktik e-commerce diizinkan selama
itu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Beberapa hal yang
perlu diketahui tersebut adalah :
1. Kesepakatan yang Jelas dan Transparan
Penjual harus memberikan informasi lengkap dan akurat
tentang produk mereka, termasuk harga, kondisi,
spesifikasi, dan kebijakan pengembalian sehingga dapat
lebih mudah membangun kepercayaan konsumen. Islam
menekankan pentingnya memberikan informasi yang jujur
untuk mencegah penipuan.
2. Tidak Mengandung Unsur Gharar
Salah satu tantangan dalam e-commerce adalah adanya
potensi ketidakpastian mengenai produk yang dibeli,
terutama jika pembeli hanya melihat gambar atau deskripsi
tanpa memeriksa langsung produk tersebut. Untuk
menghindari unsur gharar, penjual dan pembeli harus
memastikan subjek dan harga penjualan, menentukan
karakteristik, kualitas dan kuantitas serta menyediakan
kebijakan pengembalian barang yang adil jika produk yang
diterima tidak sesuai dengan yang dijanjikan.
3. Keberadaan Akad Jual Beli
Proses checkout dalam e-commerce bisa dianggap sebagai
bentuk akad, di mana pembeli menyetujui untuk membeli
barang setelah melihat informasi yang tersedia dan
kemudian melakukan pembayaran.
4. Pembayaran yang Sesuai dengan Syariah
Dalam menjalankan bisnis online, penting untuk secara
selektif memilih metode pembayaran dan sistem perbankan
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yang sesuai dengan prinsip syariah. Melihat kondisi di
Indonesia, banyak transaksi perdagangan yang masih
menggunakan aturan atau sistem keuangan konvensional,
yang sering kali dikaitkan dengan praktik riba. Jika
menggunakan kartu kredit, harus dipastikan bahwa
transaksi tersebut bebas dari riba. Alternatif lain adalah
menggunakan sistem pembayaran yang berbasis pada
rekening bank syariah atau metode pembayaran langsung
seperti transfer bank.
5. Etika Bisnis dan Kepentingan Sosial

Penjual dalam e-commerce harus mematuhi etika bisnis
Islami, seperti tidak menaikkan harga secara berlebihan,
tidak menimbun barang yang dibutuhkan oleh masyarakat,
serta tidak memanipulasi ulasan produk untuk keuntungan
pribadi.

Konsep jual beli dalam hukum Islam yang sangat mirip
dengan konsep ecommerce adalah bai' as-salam yaitu pembeli
membayar barang di muka, tetapi barangnya diserahkan
kemudian hari. Bai® As-salam memerlukan syarat-syarat
tertentu yang harus dipenuhi yaitu pembayaran dilakukan
secara tunai, dilakukan untuk produk yang kriterianya jelas,
pembeli dan penjual terikat untuk menyepakati spesifikasi
produk, kontrak pengiriman barang, produk yang diminta akan
diluncurkan di pasaran sesuai dengan saat berakhirnya
kontrak, produk yang diminta adalah produk yang
pengirimannya dijamin oleh pengusaha.

Contoh marketplace e-commerce di Indonesia adalah
Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak, Blibli, Ralali, JD.ID,
Upwork, Freelancer. Kemitraan antara marketplace e-commerce
dan pengusaha syariah memiliki potensi besar dalam
memperluas akses pasar serta mempercepat pertumbuhan
ekonomi yang berbasis syariah. Melalui kerjasama ini, pelaku
usaha syariah dapat memanfaatkan platform digital yang luas,
sehingga mereka lebih efektif dan efisien dalam menjangkau
konsumen. Marketplace e-commerce memberikan peluang bagi
produk-produk syariah untuk dikenal dan dibeli oleh berbagai
kalangan masyarakat, yang pada gilirannya dapat
meningkatkan penjualan dan memperluas pangsa pasar.
Dengan adanya kolaborasi ini, ekosistem ekonomi syariah pun
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berpeluang untuk tumbuh menjadi semakin kokoh dan
dinamis. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam
mengintegrasikan e-commerce dengan ekonomi syariah adalah
banyak platform e-commerce yang tidak memiliki pedoman yang
jelas terkait penerapan prinsip syariah, seperti model
pembiayaan berbasis bunga. Pembayaran di e-commerce dapat
dilakukan melalui transfer bank, pembayaran melalui Indomart
atau Alfamart, cash on delivery, kartu kredit.

Keberagaman fitur yang ditawarkan oleh platform e-
commerce tidak akan dapat menarik minat pengguna secara
optimal tanpa dukungan dari sistem yang sejalan dengan nilai-
nilai Islam, seperti penerapan sistem pembayaran syariah.
Metode pembayaran seperti paylater dianggap tidak sesuai
dengan prinsip Islam, karena total pinjaman yang harus dibayar
kembali oleh pelanggan kepada platform e-commerce melebihi
jumlah yang seharusnya, sehingga menyebabkan praktik riba.
Selain itu, Islam juga melarang transaksi yang menggunakan
kartu kredit, karena ini berarti berutang kepada bank yang
melibatkan bunga dan denda. Untuk mengatasi hal ini, platform
e-commerce seperti Shopee dan  Tokopedia telah
memperkenalkan fitur syariah. Shopee memiliki fitur yang
disebut Shopee Barokah, sementara Tokopedia menawarkan
Halal Corner. Keduanya menyediakan beragam produk dan
layanan yang sejalan dengan ajaran syariat Islam.

. Blockchain Dalam Ekonomi Islam

Perkembangan teknologi, seperti Blockchain,
Cryptocurrency, dan Central Bank Digital Currencies (CBDC),
telah menjadi fokus utama dalam ranah keuangan digital.
Blockchain menawarkan teknologi terdesentralisasi yang
memiliki potensi untuk merevolusi rekam jejak transaksi serta
meningkatkan keamanan. Sementara itu, CBDC yang
diterbitkan oleh bank sentral muncul sebagai perhatian baru
yang bertujuan untuk mengintegrasikan teknologi blockchain
dengan mata uang resmi.

Cryptocurrency, sebagai bentuk uang digital,
memanfaatkan teknologi desentralisasi dan perlindungan
kriptografi untuk memastikan bahwa setiap individu yang
mencoba mengeluarkan mata uang tersebut adalah pihak yang
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berhak. Umumnya, cryptocurrency beroperasi melalui jaringan
peer-to-peer yang terdesentralisasi, yang memverifikasi dan
mencatat transaksi dalam sebuah buku besar publik
terdesentralisasi yang dikenal sebagai blockchain, tanpa
keterlibatan bank atau otoritas pusat. Setiap transaksi dicatat
dalam buku besar publik yang dapat diakses oleh semua
pengguna. Pengguna yang ingin melakukan pembayaran
menginisiasi proses tersebut, yang kemudian disebarluaskan ke
seluruh jaringan. Teknik kriptografi digunakan untuk
memastikan bahwa transaksi yang dilakukan valid.

Berbeda dengan uang fiat, seperti Rupiah dan Dollar, yang
memerlukan bank sebagai pihak ketiga untuk menyimpan
catatan transaksi digital dan menjamin keabsahan catatan
tersebut, blockchain dapat dimanfaatkan dalam pengembangan
ekonomi syariah. Teknologi ini menawarkan akses yang aman
dan transparan tanpa prosedur yang rumit dan mahal, sehingga
dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.
Dengan kemampuan mencatat transaksi digital secara
permanen dan tidak dapat diubah, blockchain juga
meminimalkan potensi kecurangan. Oleh karena itu, teknologi
ini sangat bermanfaat untuk menjamin kepatuhan terhadap
prinsip-prinsip syariah, seperti kejujuran dan keamanan
transaksi.

Blockchain Haqq adalah contoh jaringan blockchain
berbasis komunitas yang memungkinkan pengguna Muslim
untuk berpartisipasi dalam pasar mata uang kripto dengan
prinsip dan pedoman syariah. Berikut adalah beberapa
penerapan teknologi blockchain di sektor keuangan syariah:

1. Aplikasi Smart Contract
Smart Contract digunakan untuk mengeksekusi dan
menyelesaikan  kontrak secara otomatis. Dengan
menggunakan smart contract, kebutuhan akan intervensi
manusia dapat diminimalkan, menjadikannya lebih efisien
dan mengurangi kemungkinan kesalahan,
kesalahpahaman, penundaan, atau perselisihan. Ini
merupakan langkah positif dalam sektor keuangan syariah
karena menjamin bahwa penawaran layanan keuangan
dilakukan sesuai dengan standar syariah, serta
mengurangi ketidakpastian dan spekulasi dalam kontrak.
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Jenis kontrak yang dapat diterapkan melalui blockchain

mencakup kontrak bagi hasil dan kontrak kerjasama.

2. Penggunaan Blockchain dalam Penghimpunan Zakat
Blockchain dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi
dalam penghimpunan zakat. Tantangan yang dihadapi
dalam sistem penghimpunan zakat tradisional adalah
kurangnya transparansi dalam pengelolaan dan distribusi.
Dengan blockchain, proses pengumpulan, pengelolaan, dan
pendistribusian zakat dapat dilacak dan diaudit, memiliki
ketahanan terhadap perubahan data, sehingga dapat
meningkatkan kepercayaan masyarakat.

3. Meningkatkan Utilitas Wakaf melalui Blockchain
Finterra adalah salah satu contoh perusahaan yang
menerapkan blockchain untuk pengelolaan wakaf. Sebagai
platform crowdfunding, Finterra memanfaatkan blockchain
untuk menciptakan kontrak pintar bagi proyek wakaf
tertentu. Penerapan blockchain dalam wakaf
memungkinkan anggota untuk mengembangkan dan
memperkuat aset wakaf melalui proposal proyek yang
transparan.

4. Blockchain untuk Rantai Pasokan Halal
Teknologi blockchain dapat digunakan untuk menciptakan
rantai pasokan halal yang transparan dan dapat dipastikan
kehalalannya, sehingga mendukung industri halal secara
keseluruhan.

Dengan berbagai penerapan tersebut, teknologi blockchain
memberikan kontribusi signifikan terhadap kemajuan ekonomi
syariah, serta menjawab tantangan yang ada dengan solusi yang
inovatif dan efisien.

Blockchain memiliki potensi untuk memberikan informasi
yang akurat mengenai rantai pasokan halal secara efektif dan
efisien. Dengan penerapan teknologi ini, rantai pasokan halal
dapat menjadi lebih berkelanjutan, dan kepercayaan konsumen
terhadap produk halal pun akan meningkat. Hal ini
berkontribusi pada pengenalan yang lebih luas terhadap produk
halal di tingkat global, serta meningkatkan kepercayaan
terhadap rantai pasokan halal dari titik produksi hingga ke
tangan konsumen.
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Dalam konteks ritel sukuk, konsep berbasis blockchain
dibagi menjadi dua kategori utama. Pertama, ada sisi
penawaran yang mencakup penerbitan instrumen, dan kedua,
sisi permintaan yang menyediakan fasilitas langganan untuk
instrumen tersebut. Salah satu dampak signifikan dari
teknologi ini dalam penerbitan sukuk adalah penciptaan
catatan digital. Catatan ini sangat berguna dalam keseluruhan
proses, termasuk dalam identifikasi aset dengan kepemilikan
yang jelas, tanpa menimbulkan keraguan mengenai status
kepemilikan dan pengalihan kepada Special Purpose Vehicle
(SPV) dan investor.
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BAB 10

TANTANGAN DAN PROSPEK EKONOMI
SYARIAH DI MASA DEPAN

A. Hambatan Dalam Implementasi Ekonomi Syariah
Sistem ekonomi syariah yang baik bagi para pelaku bisnis,
adalah sistem ekonomi yang mampu untuk dipraktekkan oleh
banyak orang, baik muslim maupun nonmuslim. Kondisi
perekonomian syariah di dunia mempunyai prospek yang
sangat bagus. Kondisi ini dapat dilihat dari beberapa faktor
antara lain:

1. Tingginya pertumbuhan penduduk muslim
Berdasarkan penelitian yang dilakulkan oleh The Pew
Research Centre, pada tahun 2010 jumlah masyarakat
muslim sebesar kurang lebih dari 70%, jumlah ini diatas
pertumbuhan umat kristen yang hanya sebesar kurang lebih
34%. Pada tahun 2015 jumlah penduduk muslim dunia telah
mencapai 1,8 miliar, sebagian besar penduduk muslim
berada di benua asia. Penduduk muslim di Indonesia sendiri
mencapai 237.641.326 jiwa. 8 Jumlah ini merupakan potensi
yang bagus bagi pengembangan ekonomi syariah di
Indonesia.

2. Tingkat pertumbuhan ekonomi syariah yang tinggi dan cepat
Menurut laporan tentang data Global Islamic Economic
Report, nilai aset keuangan syariah global pada tahun 2016
mencapai USD 2,2 triliun, kondisi ini tumbuh sebesar 10%
dari tahun 2015, karena pada tahun tersebut aset keuangan
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global hanya sebesar USD 2 triliun. Pada tahun 2022, aset
keuangan syariah diperkirakan akan mencapai USD 3,8
triliun. Pertumbuhan ini didominasi oleh perbankan syariah
dan sukuk.

Hambatan yang harus diatasi agar Indonesia dapat
mengembangkan ekonomi syariah antara lain meningkatkan
kesadaran dan pendidikan tentang ekonomi syariah,
membangun infrastruktur yang kuat dan regulasi ekonomi
syariah yang jelas, mengembangkan barang dan jasa ekonomi
syariah, mengatasi keterbatasan ekonomi syariah. pasar modal,
dan harmonisasi sistem keuangan tradisional.(Mashdurohatun,
2011a)

Berdasarkan pada kutipan pada Komite Nasional Ekonomi
dan Keuangan Syariah (KNEKS) rendahnya dukungan
keuangan syariah terhadap industri halal, belum adanya bank
syariah dengan aset buku, minimnya sumber daya manusia
ekonomi syariah yang mumpuni, dan terakhir masih
terbatasnya kapasitas penelitian dan pengembangan ekonomi
syariah menjadi lima kendala utama yang menghambat
pertumbuhan industri halal hal ini menjadi sebuah tantangan
kedepan nya bagi semua pihak dalam meperbaiki
perekonomiaan islam di indonesia untuk lebih baik lagi

. Regulasi Dan Kebijakan Pemerintah Dalam Mendukung
Ekonomi Syariah
Peranan regulator atau dalam hal ini pemerintah untuk
mengembangkan sektor ekonomi dengan prinsip syariah sangat
besar. Tetapi perkembangan industri syariah tersebut masih
jauh dari target dan harapan. Beberapa faktor yang menjadi
penghambat berkembangnya prinsip syariah dalam setiap
kegiatan ekonomi antara lain:
1. Permodalan
Modal merupakan masalah pokok yang dihadapi oleh
industri yang berbasis syariah. Salah satu faktor yang
menjadi kendala permodalan adalah tingkat kepercayaan
dan pengetahuan masyarakat terhadap industri syariah
maupun konvensional. Masyarakat menganggap bahwa
industri syariah dan konvensional adalah sama. Selain faktor
kepercayaan atau keyakinan, faktor lain yang mempengaruhi
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terkendalanya modal oleh bisnis syariah adalah sifat
mayoritas kaum muslimin yang masih mementingkan faktor
keuntungan yang besar,sehingga mereka lebih memilih
bisnis yang paling menguntungkan tanpa
mempertimbangkan aspek syariahnya.(Arta et al., 2024)

. Peraturan

Peraturan yang berlaku di Indonesia belum sepenuhnya
mendukung praktek dari bisnis syariah. Dukungan
pemerintah Indonesia dalam mengembangkan bisnis
keuangan syariah belum maksimal. Misalkan pemerintah
tidak mengeluarkan peraturan untuk instansi - instansi
berlabel Islam menggunakan lembaga keuangan yang
berbasis syariah dalam transaksi keuangannya. Bahkan
mayoritas perguruan tinggi agama Islam yang seharusnya
menjadi garda terdepan dakwah ekonomi syariah masih
menggunakan bank konvensional untuk transaksi
keuangan. Hal ini adalah salah satu contoh kurangnya
dukungan dalam penerapan prinsip syariah. Selain itu
terdapat beberapa konsep industri halal yang tidak
mempunyai aturan yang jelas dan sulit untuk dilakukan oleh
para pelaku usaha. Sehingga pelaku usaha tidak mempunyai
patokan atau pegangan untuk melaksanakan bisnisnya.
Sebagai contoh adalah peraturan tentang pariwisata halal
sebagai bentuk fasilitas dan akan konsep pariwisata yang
sesuai syariat Islam. Peraturan tersebut tertuang dalam
peraturan menteri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Usaha  Hotel Syariah, kemeterian
pariwisata dan ekonomi kreatif. Peraturan tersebut sudah
selaras dengan fatwa DSN MUI tentang Pengembangan dan
Sosialisasi Pariwisata Syariah. Secara umum Peraturan
Menteri di atas memberikan pedoman dan standarisasi
penyelenggaraan usaha hotel syariah. Tetapi pada tahun
2016 Peraturan Menteri No. 2 Tahun 2014 tersebut dicabut
dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2016,
pencabutan ini karena peraturan tersebut dianggap sudah
tidak sesuai dengan tuntutan dan perkembangan
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C. Peran Globalisasi Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah

Tantangan dalam pengembangan hukum ekonomi syariah
sangatlah kompleks dan melibatkan berbagai aspek eksternal
dan internal yang memengaruhi arah dan efektivitasnya. Salah
satu tantangan utama yang dihadapi adalah perubahan kondisi
ekonomi global. Fluktuasi ekonomi global dapat memengaruhi
kinerja sistem keuangan syariah secara keseluruhan,
memunculkan risiko dan ketidakpastian yang perlu ditangani
dengan bijaksana Anwar, Dkk. 2023) Misalnya perubahan
dalam tingkat suku bunga global atau kondisi pasar komoditas
dapamempengaruhi kinerja investasi syariah dan stabilitas
sistem keuangan syariah secara keseluruhan Menurut Al Arif,
(2012).Regulasi internasional juga menjadi tantangan signifikan
dalam pengembangan hukum ekonomi syariah. Karena sifatnya
yang sering kali lintas batas, industri keuangan syariah perlu
mematuhi standar internasional yang berlaku, yang dapat
membatasi fleksibilitas dalam implementasi prinsip-prinsip
syariah. Selain itu, perbedaan regulasi antara negara-negara
dapat menciptakan hambatan bagi pertumbuhan industri
keuangan syariah yang bersifat global.

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam sistem
keuangan syariah juga merupakan tantangan yang perlu
diatasi. Sementara minat masyarakat terhadap produk dan
layanan keuangan syariah terus meningkat, perluasan basis
pemangku kepentingan ini juga menghadirkan tantangan baru
dalam hal edukasi, aksesibilitas, dan kepatuhan terhadap
prinsip-prinsip syariah yang lebih ketat. Di sisi lain, hukum
ekonomi syariah juga dihadapkan pada tantangan internal,
termasuk meningkatnya kebutuhan akan adaptasi dan respons
yang cepat terhadap perubahan lingkunganekonomi dan
regulasi global. Industri keuangan syariah harus mampu
berinovasi dan beradaptasidengan cepat untuk tetap relevan
dan kompetitif di tengah dinamika ekonomi global yang
terusberubah.

Menurut Khasanah, N. (2022) Dalam beberapa dekade
terakhir, hukum ekonomi syariah telah memperlihatkan dirinya
sebagai solusi alternatif yang inovatif dan berkelanjutan dalam
menghadapi tantangan ekonomi kontemporer. Salah satu
wujud nyata dari pengembangan sistem Ekonomi Islam adalah
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melalui pendirian lembaga-lembaga keuangan Syariah, seperti
Perbankan Syariah. Lembaga-lembaga keuangan ini tidak
hanya menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan
prinsip-prinsip syariah, tetapi juga memiliki peran yang
signifikan sebagai agen perubahan sosial. Pendekatan mereka
yang berbasis keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat
yang kurang mampu telah membuka akses ke layanan
keuangan bagi sebagian besar masyarakat yang sebelumnya
terbatas dalam aksesnya. Melalui model bisnis yang
berorientasi pada prinsip-prinsip keadilan dan keberpihakan
sosial, lembaga-lembaga keuangan Syariah telah memberikan
kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi dan
sosial. Mereka tidak hanya memobilisasi dana dari berbagai
sumber, tetapi juga mengalokasikannya ke sektor-sektor yang
mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Investasi dalam infrastruktur, pendidikan, dan industri kecil
dan menengah menjadi salah satu fokus utama mereka.

Dengan demikian, lembaga-lembaga keuangan Syariah
membantu memperkuat fondasi ekonomi lokal,
mempromosikan inklusi keuangan, dan meningkatkan
kesempatan ekonomi bagi masyarakat. Menurut Munir, M. M.
(2023) Selain memberikan manfaat ekonomi, lembaga-lembaga
keuangan Syariah juga memiliki dampak sosial yang positif.
Mereka membantu mengurangi kesenjangan sosial dengan
memberikan akses ke layanan keuangan kepada segmen
masyarakatyang sebelumnya terpinggirkan. Dengan
meningkatkan inklusi keuangan, mereka membantu
meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Dalam konteks ini, hukum ekonomi syariah bukan hanya
menjadi alternatif yang relevan dalam menghadapi tantangan
ekonomi kontemporer, tetapi juga merupakan solusi yang
konstruktif untuk mewujudkan pembangunan ekonomi dan
sosial yang berkelanjutan serta inklusif

Dengan terus mendorong pengembangan lembaga-lembaga
keuangan Syariah dan mengoptimalkan perannya dalam
pembangunan ekonomi, masyarakat dapat merasakan manfaat
yang lebih besar dari prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam
mempromosikan kesejahteraan dan keadilan sosial. Selain
menjadi solusi alternatif yang berkelanjutan dalam menghadapi
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tantangan ekonomi kontemporer, hukum ekonomi syariah juga
menawarkan pendekatan yang berorientasi pada keberlanjutan
lingkungan. Prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti larangan
riba dan penekanan pada keadilan dalam transaksi, mendorong
praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosialdan
lingkungan. Dalam konteks ini, lembaga-lembaga keuangan
Syariah tidak hanya memperhatikan aspek keuangan, tetapi
juga dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan investasi
merekalembaga-lembaga keuangan  Syariah cenderung
memprioritaskan investasi dalam proyek-proyek yang ramah
lingkungan dan berkelanjutan. Mereka mengalokasikan dana
untuk sektor- sektor seperti energi terbarukan, pertanian
organik, dan teknologi hijau. Melalui pendekatan ini,mereka
tidak hanya menghasilkan keuntungan finansial, tetapi juga
memberikan dampak positif bagi lingkungan hidup dan
masyarakat secara keseluruhan. Pendekatan berkelanjutan ini
sesuaidengan  prinsip-prinsip = ekonomi  syariah  yang
menempatkan pentingnya keseimbangan antara keberlanjutan
ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan memprioritaskan
investasi dalam sektor-sektor yang berkelanjutan, lembaga-
lembaga keuangan Syariah membantu menciptakan ekonomi
yang tidak hanya kuat secara finansial, tetapi juga
berkelanjutan dari segi lingkungan dan sosial. Menurut
Haryanto, M. M., & Rudy, D. R. (2020) praktik bisnis yang
bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan juga
memberikan nilai tambah bagi lembaga keuangan Syariah
dalam hal citra merek dan kepercayaan masyarakat.
Masyarakat semakin menghargai lembaga-lembaga keuangan
yang tidak hanya menghasilkan keuntungan finansial, tetapi
juga memberikan dampak positif yang nyata bagi lingkungan
hidup dan kesejahteraan sosial.

Dengan terus mendorong praktik bisnis yang bertanggung
jawab secara sosial dan lingkungan, lembaga- lembaga
keuangan Syariah dapat memainkan peran yang lebih besar
dalam mempromosikan pembangunan ekonomi dan sosial yang
berkelanjutan dan inklusif, Prinsip-prinsip ekonomi syariah
menekankan  pentingnya  redistribusi kekayaan = dan
pemberdayaan ekonomi bagi semua lapisan masyarakat,
terutama yang kurang mampu. Dalam konteks ini, lembaga-
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lembaga keuangan Syariah tidak hanya fokus pada
profitabilitas, tetapi juga pada inklusi keuangan yang lebih luas
dan pemberdayaan ekonomi. Mereka memprioritaskan
pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)
serta program-program pengentasan kemiskinan.

Melalui skema pembiayaan yang inklusif dan program-
program pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, hukum
ekonomi syariah bertujuan untuk mengurangi kesenjangan
ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara
keseluruhan. Selain itu, hukum ekonomi syariah juga
mendorong praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial
dan etis. Prinsip-prinsip seperti larangan riba, gharar
(ketidakpastian yang berlebihan), dan maysir (spekulasi
berlebihan) mendorong transaksiyang adil, jujur, dan
berkelanjutan. Ini menciptakan lingkungan bisnis yang lebih
stabil dan dapat diandalkan, yang pada gilirannya
meningkatkan kepercayaan investor dan konsumen terhadap
ekonomi syariah

Dengan demikian, hukum ekonomi syariah tidak hanya
memberikan solusi untuk tantangan ekonomi kontemporer
melalui lembaga-lembaga keuangan Syariah, tetapi juga
membentuk fondasi bagi pembangunan ekonomi dan sosial
yang inklusif, berkelanjutan, dan beretika. Dengan terus
menerapkan prinsip-prinsip ini dalam praktik bisnis dan
kebijakan ekonomi, hukum ekonomi syariah dapat menjadi
pilar utama dalam membangun masyarakat yang lebih adil,
berkeadilan, dan sejahtera bagi semua

. Prospek Ekonomi Syariah Di Tingkat Nasional Dan
Internasional

Perkembangan Ekonomi Syariah secara global menjadi
dasar penting untuk memahami potensi dan arah
perkembangan di tingkat nasional. Fenomena pertumbuhan
Ekonomi Syariah di berbagai negara mencerminkan adanya
permintaan yang meningkat terhadap produk dan layanan
keuangan berbasis prinsip-prinsip syariah. Faktor ini secara
positif memengaruhi persepsi dan penerimaan masyarakat
terhadap Ekonomi Syariah Perkembangan Ekonomi Syariah
secara global mencerminkan fenomena pertumbuhan yang
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signifikan di berbagai negara. Pertumbuhan ini menjadi dasar
penting untuk memahami potensi dan arah perkembangan
ekonomi syariah di tingkat nasional. Fenomena tersebut
tercermin dalam meningkatnya permintaan terhadap produk
dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip
syariah. Ketertarikan ini tidak hanya mencakup sektor
perbankan syariah, tetapi juga merambah ke sektor pasar
modal, asuransi, dan berbagai instrumen keuangan lainnya
yang mematuhi hukum Islam. Pertumbuhan ekonomi syariah
secara global menciptakan dampak positif pada persepsi dan
penerimaan masyarakat terhadap Ekonomi Syariah. Semakin
banyak orang yang menyadari manfaat dan nilai-nilai etika
dalam transaksi keuangan yang bersifat syariah. Hal ini dapat
meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga
keuangan syariah dan memotivasi lebih banyak orang untuk
beralih ke produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan
prinsip-prinsip syariah. Di tingkat nasional, pertumbuhan
ekonomi syariah menciptakan peluang untuk pengembangan
sektor keuangan syariah yang lebih luas, serta kontribusi
terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Pemerintah dan regulator memiliki peran krusial dalam

menciptakan lingkungan yang mendukung dan memfasilitasi

pertumbuhan ini melalui kebijakan dan regulasi yang jelas.

Secara internasional, perkembangan ekonomi syariah juga

membuka peluang untuk kolaborasi lintas negara dan

peningkatan konektivitas antara pusat-pusat keuangan
syariah. Kerjasama di antara negara-negara dengan ekonomi
syariah dapat memperkuat integrasi pasar dan memungkinkan
pertukaran pengetahuan dan teknologi (Ma’ruf & Fachruddin,

2023).

a) Peluang dan Tantangan Ekonomi Syariah di Indonesia
Peluang dan tantangan menjadi dua aspek krusial yang
perlu diperhatikan dalam menganalisis prospek Ekonomi
Syariah di Indonesia. Peluang dapat muncul dari
peningkatan kesadaran masyarakat, inovasi produk, dan
kerjasama lintas sektor. Tingkat pertumbuhan ekonomi
syariah yang tinggi dan cepat. Menurut laporantentang data
Global Islamic Economic Report, nilai aset keuangan syariah
global pada tahun 2016 mencapai USD 2,2 triliun, kondisi
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ini tumbuh sebesar 10% dari tahun 2015, karena pada
tahun tersebut aset keuangan global hanya sebesar USD 2
triliun. Pada tahun 2022, aset keuangan syariah
diperkirakan akan mencapai USD 3,8 triliun. Pertumbuhan
ini didominasi oleh perbankan syariah dan sukuk. Di
Indonesia sendiri pertumbuhan keuangan syariah belum
bisa  mengimbangi  pertumbuhan dari keuangan
konvensional. Hal ini dapat dilihat dari pangsa pasar
keuangansyariah hanya sekitar 8%. Gubernur BI sendiri
mentargetkan pangsa pasar keuangan syariah pada tahun
2023 sebesar 20%.(Mutafarida & Anam, 2020)
Di sisi lain, tantangan seperti regulasi yang kompleks dan
pemahaman masyarakat yang terbatas terhadap Ekonomi
Syariah dapat mempengaruhi pertumbuhan sektor ini.
Tantangan ekonomi syariah yang harus di hadapi oleh
bangsa Indonesia untuk menuju kemajuan ekonomi syariah
adalah sistem kapitalis khususnya, terlanjur mendominasi
sistem perekonomian di dunia bahkan banyak negara yang
notabene berpenduduk Islam cenderung menggunakan
sistem kapitalis walaupun dalam penerapannya terdapat
modifikasi; secara ekonomi dan politik bukan Negara Islam
yang dipandang kuat sehingga sulit untuk membuktikan
bahwa sistem perekonomian Islam lebih unggul dari pada
kapitalis dan sosialis; dan di antara para ahli sendiri masih
silang pendapat tentang pengertian Sistem Perekonomian
Islam.(Mashdurohatun, 2011Db)

Dukungan Pemerintah terhadap Ekonomi Syariah
Pemerintah Indonesia telah memberikan dukungan yang
kuat dalam mengembangkan sektor keuangan syariah.
Langkah-langkah ini meliputi penyediaan insentif fiskal,
penyusunan regulasi yang jelas, dan upaya untuk
meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat
mengenai keuangan syariah. Dukungan ini menciptakan
peluang bagi lembaga keuangan syariah untuk berkembang
dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi
nasional.(Arta et al., 2024)
Dukungan penuh pemerintah menjadi kunci keberhasilan
Ekonomi Syariah. Melalui kebijakan yang mendukung,
insentif fiskal, dan kerangka regulasi yang jelas, pemerintah
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dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi
pertumbuhan sektor ini.

Pemerintah Indonesia, dengan mayoritas penduduknya
beragama Islam dan memiliki jumlah institusi keuangan
syariah terbanyak di dunia, secara aktif mendukung
perkembangan ekonomi syariah. Menteri Keuangan Sri
Mulyani Indrawati menekankan tujuan pemerintah untuk
menjadikan Indonesia sebagai pelaku utama, hak ekonomi
syariah, dan pusat produksi halal dunia.

Pengembangan ekonomi syariah dianggap sebagai
manifestasi ajaran Islam dan kebutuhan pembangunan
nasional. Menteri Keuangan menggaris bawahi pentingnya
pemberdayaan ekonomi syariah di tingkat daerah, dan
upaya ini diapresiasi melalui Anugerah Adinata Syariah
2023, yang diberikan kepada pemerintah provinsi dengan
kemampuan memimpin dan mengembangkan potensi
ekonomi syariah di daerahnya. Pemerintah berharap
penghargaan ini menjadi pemicu bagi pengembangan
ekonomi syariah di seluruh Indonesia.
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Ttkonomi Syariab

Fondasi, Prinsip, dan Aplikasinya
dalam Dunia Modern

Buku ini hadir sebagai kontribusi akademik sekaligus respons
terhadap semakin meningkatnya minat dan kebutuhan
masyarakat terhadap sistem ekonomi yang berbasis nilai-nilai
syariah. Ekonomi syariah bukanlah sekadar alternatif dari
sistem ekonomi konvensional, melainkan sebuah sistem yang
memiliki fondasi spiritual, prinsip moral, dan kerangka
operasional yang menyeluruh, berpijak pada ajaran Al-Qur'an
dan Sunnah.

Dalam buku ini, pembaca akan diajak untuk memahami secara
mendalam tentang dasar-dasar ekonomi syariah, prinsip-
prinsip fundamental seperti keadilan, kejujuran, larangan riba,
dan distribusi kekayoan yang merata, serta bagaimana
prinsip-prinsip tersebut diimplementasikan dalam berbagai
praktik ekonomi kontemporer. Tidak hanya itu, buku ini juga
menyoroti dinamika, tantangan, dan peluang penerapan
ekonomi syariah di era globalisasi dan digital saat ini.

Harapan penulis, buku ini dapat menjadi bahan bacaan yang
bermanfaat bagi mahasiswa, akademisi, praktisi ekonomi,
serta seluruh pihak yang tertarik mengembangkan ekonomi
yang etis, adil, dan berkelanjutan. Selain itu, buku ini juga
diharapkan mampu mendorong lahirnya kesadaran kritis dan
konstruktif dalam membangun tatanan ekonomi yang tidak
hanya produktif secara materi, tetapi juga berkah dan
maslahat bagi umat.
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